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Kata Pengantar

Semasa pemerintahan SBY kondisi agraria di Indonesia tidak kunjung membaik.
Janji untuk membagikan tanah pada tahun 2007 melalui Program Pembaruan Agraria Na-
sional (PPAN) hanyalah pepesan kosong. Sampai dipenghujung pemerintahannya, SBY
tidak pernah serius manangani permasalahan agraria sehingga ketimpangan penguasaan la-
han semakin massif, konflik agraria terus terjadi dan kerusakan lingkungan semakin hebat.
Jika dilihat dari rekam jejak kinerja SBY selama Sembilan tahun kebela-
kang, maka bisa disimpulkan SBY telah berhasil melakukan liberalisasi di Indone-
sia. Semua kebijakan dan UU yang menyangkut agraria telah membuat rakyatr ke-
hilangan akses untuk mengelola dan mengontrol sumber-sumber agraria yang ada di
wilayah mereka. Melalui kebjikan dan UU tersebut, Negara mencuri hak rakyat dan
menggusur mereka dari tanah yang sudah mereka tempati secara turun-temurun.
Presiden SBY membungkus UU liberal tersebut dengan mengeluarkan Perpres ten-
tang MP3EI yang membagi Indonesia menjadi enam koridor ekonomi. Penguasaan lahan
akan terkonsentrasi kepada korporasi yang lapar akan tanah. Perpres MP3EI akan memperpa-
rah konflik-konflik agraria karena rakyat Indonesia hanya di}adikan objek dari pembangunan.
Rusaknya hutan akibat aktvitas pertambangan dan perkebunan terus ter-
jadi, bahkan sampal saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan per-
baikan terhadap kerusakan hutan. Bukan hanya kerusakan hutan saja yang dis-
ebabkan oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan, tetapi akses masyarakat
yang tinggal di sekitar hutan menjadi terganggu, termasuk masyarakat adat.
Walau kondisi agraria di Indonesia masih carut-marut, tentu saja peiuang un-
tuk menjaiankan agenda pembaruan agraria masih terbuka lebar. Untuk it dibu-
tuhkan satu lembaga khusus yang bertanggung jawab menyusun strategi dan me-
nata ulang kepemilikan tanah serta mengkordinasikan lembaga sektoral. Lembaga ini
harus bekerja sesuai dengan amanat UUPA 1960 dan TAP MPR No.IX/2001.
Tulisan-tulisan yang akan diterbitkan oleh jurnal landreform edisi perdana ini
merupakan sumbangan dari kalangan akademisi dan aktivis yang memiliki perhatian dan
kepedulian terhadap kondisi agraria dan sumber daya alam Indonesia. Tema dari jurnal
landreform ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada presiden yang baru nant,
hasil Pilpres 2014. Presiden yang baru nanti tidak boleh melanjutkan warisan buruk SBY

di bidang agraria, tetapi dia harus berani memutus mata rantai liberalisasi di Indonesia.

Andria Gustian Peranginangin
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Kedaulatan Pangan :
Antara Legalitas Proteksi Dan Legalisasi Importasi

Mochammad Maksum Machfoedz'

Abstrak
Pertumbuban Ekonomi di sektor pertanian hanya janji politik semata untuk mennghantarkan
pada kekuasaan. Kinerja Kabinet Indonesia(KIB) jilid Il untuk menjadikan negara ini menjadi
bangsa yang berdaulat dalam pangan tidaklah maksimal. Berbagai UU, seperti UU No.18/2012
dan UU No.19/2013 hanyalah lips service semata. Pada kenyataanya amanat UUD 45 dan UUPA
1960 tidak dijalankan yang bertujuan untuk menjadikan bangsa ini mandiri di segala bidang.

Kata kunci:  produksi

Pdﬂgd?ﬁ,

Pendahuluan

Semakin mendekati Pemilu dan Pil-
pres 2014, partai politik semakin mengobral
rayuan gombal kepada rakyat tani. Mereka
sepenuhnya meyakini bahwa rakyat tani ada-
lah pemilik hak dan memiliki kekuartan is-
timewa, exclusive power and right. Petani bisa
menentukan siapa yang akan menjadi wakil
rakyat di parfemen semua tingkatan dan
siapa yang akan menjadi kepala negara un-
tuk kurun waktu 2014-2019. Tetapi, dalam
masa perayuan dimaksud, ternyata ada saja
yang melakukan rindakan konrtra produktif,
menggerogoti penilaian rakyar atas kinerja
Kabinet Indonesia Bersatu jilid 11 (KIB-II).

Adalah seorang anggota KIB-II yang
mencederai perasaan dan nurani rakyat tani.
Ketika KIB-II bersemangat menarik simpati
dan mendongkrak indikator kinerja Kabinet
untuk mempersiapkan mﬁ faﬂding, rakyat
tani Indonesia justru dihentakkan oleh kon-
troversi rendahan. Rakyat dipaksa harus

kedaulatan

pembangunan  masyarakat,

Pﬂ'ﬂgd?ﬁ,

menyaksikan poiemik antar pejaba{ nega-
ra tentang positioning bangsa ini terhadap
rakyat tani dan sektor pertanian. Dengan
teorisasinya yang canggih Menteri Keuan-
gan Rl memunculkan gagasan tentang the
law of missing return (Ariyant, 2014). Hal
ini untuk menggambarkan kinerja rakyar
tani dan sektor pertanian yang tidak men-
janjikan perolehan keuntungan usaha
tani dan bukan sekedar demishing return.

Pernyataan yang disampaikan di
Kantor Kementerian Keuangan RI, 5 Feb-
ruari 2014, didasarkan pada terbatasnya luas
lahan, potensi dukungan terhadap pertum-
buhan ekonomi dan serapan tenaga kerja.
Fakta yang diungkapkan adalah capaian
pertumbuhan sektor pertanian yang hanya
mencapai 3,83%, jauh berada di bawah sek-
tor pertambangan dan jasa-jasa yang bisa
mencapai 5,27%. Oleh karena lahannya ter-
batas dan pertumbuhannya tidak memadai

maka sudah tidak bisa lagi diandalkan seba-

1. Guru Besar Sosial Ekonomi Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian UGM; Anggota Pokja Ahli Dewan
Ketahanan Pangan Nasional; Anggota Dewan Pakar KPA; dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

(PBNU).
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gai penyangga ketenagakerjaan. “Tanah kecil
dikasibh orang banyak akibatnya kepenuhan’,
begitu kecongkakan seorang menteri ini.

Pernyataan Menteri Keuangan itu
pun memperoleh tantangan dari seorang
pejabat senior di Badan Pusar Statistik (BPS).
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
BPS, Suhariyanto, menuturkan, pemerin-
tah justru semestinya menumbuhkan sektor
pertanian karena merupakan salah satu jalan
dalam mengentaskan kemiskinan di Tanah
Air (Ariyanti, 2014). Banyak sekali tanggapan
lain yang mempertanyakan kesahihan pola
pikir Chatib Basri. Sekurangnya optimisme
Menteri ini dalam membangun nalar un-
tuk menggeser pertanian ke industri sebagai
exit strategy ketenagakerjaan dipertanyakan
oleh Bimo (2014) sebagai pembela petani.

Mimpi Chatib dalam pergeseran
pcndasi ekonomi dari sektor pertanian ke
industri yang dianggap sebagai jalan terbaik
bergabung dengan G-7 dan agar supaya
Indonesia segera setara dengan kumpulan
negara maju G-7 itu di bidang ekonomi
pada tahun 2030. Hal ini dikritik keras oleh
Bimo dalam untaian pertanyaan sederhana:
sudah siapkah kita menjadi negara indus-
tri?. Dalam ketergantungan sekror industri
dewasa ini, kritik Bimo diungkapkzm den-
gan menegaskan kuatnya realitas bahwa
sektor pertanian, utamanya pangan, masih
mengemban beban pengadaan penyediaan
pangan bagi manusia Indonesia. Belum lagi
beban sektoral untuk menyediakan bahan
baku bagi industri berbasis sumber daya
domestik (domestic-based industry, DBI).
Polemik pemikiran tidak akan pernah ter-
jadi ketika para petinggi negara sepenuhn-

ya memahami perjalanan kontriburif se-

mua sektor perekonomian, termasuk peran
sektor pertanian dan subsektor pangan.
Dalam menyangga perekonomian nasional
RI menurut gmnd a’mlgn yang telah diper-
siapkan untuk beberapa dekade mutakhir.

Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi
terhadap

tumbuhan dari
pangan telah menjadi-jadi dan rtersir-

Sinisme peran per-

ekonomis subsektor
at dalam lontaran pemikiran sejumlah
ekonomis. Sekurang-kurangnya hal terse-
but tersirat dari rancangan Masterplan
Pengembangan dan Perluasan Pemban-
gunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)?
Secara formal, sinisme dilontarkan
Pe}abat Negara RI 2014, seperti yang telah
disampaikan di atas, Menteri Keuangan RI
yang secara lantang menyatakan tidak ada
harapan pada sektor pangan untuk bisa
memberi kontribusi nyata terhadap pertum-
buhan ekonomi nasional RI. Ada beberapa
pandangan terhadap pernyataan tersebur,
pertama menteri itu terang-terangan telah
melecehkan subsektor pangan, peran rakyat
tani yang mayoritas pelaku ekonomi Rl dan
jutaan investor gurem. Kedua, pemikiran
seperti ini sudah seharusnya direformar ka-
rena mensiratkan bahwa tidak pemah me-
mahami kalau minimalnya peran pangan
itu semua adalah by design, untuk men-
dukung sekror industri (Maksum, 2014b).
Kerzga} pemikiran pemimpin bangsa se-
harusnya dilandasi dengan pemahaman
proses yang memandang peran kontributif
itu sebagai sebab atau akibat. Fakranya,
ketidakadilan pembangunan perekono-
mian RI selama ini telah sengaja memarji-
nalkan peran subsektor pangan yang hanya

2. Disampaikan Komite Ekonomi Nasional (KEN), dalam promosi ckonomi Mckinsey yang disam-
paikan Obermann, dkk dan paparan Budiman (2012) dalam Economic Outlook 2013.
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diposisikan sekedar sebagai penghasil pan-
gan murah. Keempat, pak menteri itu lupa
bahwa pertumbuhan sektor jasa, pengo-
lahan, transportasi dll, hakekatnya adalah
kegiatan ekonomi hilir yang menjadi marak
karena melayani sebagai turunan subsekror
pangan. “Turunlah ke kaki lima, bukan-
kah nyaris semua kegiatannya agro-based’.
Kelima, harus sepenuhnya disadari bahwa
faktanya, pertumbuhan

yang selama ini telah menganakririkan sek-

sektor industri
tor pangan ternyata sangat cacat. Menurut
kritik global pertumbuhan yang protekdif
ini ternyata merupa_kan pertumbuhan yang
tidak stabil, terpusat di ja_karta_, mengandal-
kan konsumsi, tetapi barang impor dan ber-
basis sumber daya alam mentah serta SDM
melimpah tanpa peningkatan nilai tambah.

Dalam watak pertumbuhan den-
gan segala cacat dimaksud, bisa dipertan-
yakan kepada Menkeu khususnya dan
anggota KIB-II pada umumnya, bagaima-
na bisa mengatasi rentannya empat wa-
tak pertumbuhan ekonomi nasional yang
mengkawatirkan itu?  Omong kosong
adanya, kalau penyelamatan yang paling
potensial bukan melalui subsektor pangan.

Perlu diingatkan sekali lagi, bahwa
selama ini potensi pangan memang sangat
dimarjinalkan oleh kebi}akan pembangu-
nan ekonomi nasional RI karena terlanjur
keblinger ke industrialisasi non-agro. Sudah
waktunya kembali kepada pengembangan
pangan dan agroindustri. Irulah sumber
kekuatan kedaulatan politik, kemandi-
rian ekonomi dan kepribadian bangsa.

Pemahaman Keblinger Tentang Pangan
Apa yang terkandung dalam sebutir

pangan semakin ridak terhitung macamnya

meski pada awalnya dia hanyalah sekedar

pengenyang dan sumber kekuatan dalam

peradaban awal manusia di muka bumi.
Perkembangan peradaban yang semakin di-
batasi oleh kapasitas sumber daya yang telah
menggeser whats in a grain of ﬁiod ini men-
jadi berdimensi banyak. Dia bukan lagi se-
mata sumber karbohidrat, tetapi sudah jauh
bergeser dari posisi awalnya sebagai komodi-
tas sosial, men}adi komoditas finansial dan
ekonomis, dan kini semakin sarat nilai dalam
aneka kepentingan politik dan kemanusiaan.

Realitas politiknya, setiap kali meng-
hadapi krisis pangan, setiap kaliiru pu[a rakya{
tani harus dikorbankan, terlebih ketika KIB-
II sudah gemetar menghadapi potensi inflasi
dua digit. Pengendalian pangan dilakukan
untuk mencegah infationary, hasilnya impor
dilakukan membabi-bura. Dalihnya sangat
tidak masuk akal, harga impor yang ﬁnan-
fz'at’[y sangat murah. Reduksi pemaknaan
selama ini telah menjadi blunder kebijakan
pada tingkat elit. Padahal semestinya, diper-
hirungkan pula implikasi sosial—politik yang
lain karena pada kenyaraannya segeﬁntir pan-
gan itu memiliki aneka warna pemaknaan.

Bangsa sudah diambang kehancuran
karena mangabaikan sektor pangan-pertani-
an. Harus dicatar bahwa kererbarasan sum-
ber daya alam telah menggeser posisi pangan
yang dahulunya monopolis. Sebagai perun-
tukan tunggal SDA, kini telah jauh bergeser
dalam konflik antar peruntukan dalam 5-F
food-feed-fiber-fuel-finance (produksi pan-
gan-pakan-serar-minyak-invesmsi) :
konflik kepemingan globai itulah, sektor

pangan-pertanian menjadi penentu posisi

Dalam

negara dan bukan lagi sebagai pemberat
untuk menjadi negara maju. Pangan bu-
kan lagi sekedar komoditas finansial, tetapi
semakin seksi dalam komoditas ekono-
mi-politik (Maksum, 2013e dan 2014a).

Makin seksinya posisi ekonomi
politik pangan yang multidinensional sep-
erti ini sudah barang rentu menuntut per-
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an dan kebi}a_kan pangan pemerintah yang
memadai, bukan sekedar pencitraan seba-
gaimana lebih banyak dilakukan dewasa ini.

Kebijakan Pangan Pemerintah

Seksinya pangan telah memanc-
ing maraknya syahwat jangka pendek yang
mengarah pada perebutan rente tataniaga
dan karenanya urusan pangan senantiasa
sarat moral hazards yang seharusnya dibend-
ung melalui Kebijakan Pangan Pemerin-
tah, goverment food policy (GFP). Faktanya
GFP senantiasa dicanangkan amat popu-
lis, berdalih kepentingan bagi keadilan dan
kesejahteraan rakyat serta konsumen mau-
pun produsen. Meski sebetulnya bukan
lagi tujuan sosial-ekonomi yang mewarnai
segala kebijakan pangan nasional, tetapi
tujuan politis dan termasuk membangun
citra dan simpati publik terhadap pemer-
intahan. Politik citra yang terselubung oleh
jargon populis GFP dibanyak negara cend-
erung lebih menonjol dibandingkan ke-
manfaatan sosial-ekonomi. Indonesia tidak
pernah terlepas dari jebakan citra dimaksud.

Pada intinya, beragam kepentingan
dalam kaitannya dengan kebijakan pangan
nasional merupakan upaya mediatif yang
mengakomodasi kepentingan dua kelompok
besar: (i) golongan konsumen dengan ke-
inginan mempemleh harga semurahnya, (i1)
golongan produsen dengan harapan mem-
peroleh harga setinggi-ttingginya. Kedua
kelompok ini memiliki karakter tersendiri
menurut lokalita kawasan dan sangat dipen-
garuhi kepentingan pembangunan negara
yang bersangkutan. Ekstremitas harapan dua
kelompok ini tidak mudah dipertemukan
dan dalam banyak hal senantiasa kontrover-
sial, melahirkan pro-kontra hampir dikeselu-
ruhan kebijakan panganyang diputuskan Ne-
gara yang bersangkutan (Maksum, 2013e).

Apapun upaya image building bagi

the ruling party yang terselubung, kontrol
publik dalam skema analitis menyangkut
kebijakan pangan nasional sungguh san-
gat diperlukan sebagai upaya perimbangan.
Di dasarkan atas skenario pembangunan
nasional yang kerangka dasarnya terkemas
dalam segitiga kritis tujuan pembangu-
nan, yaitu growth, equity dan sustainability

Untuk konteks Indonesia, pro-
kontra tentang kebijakan nasional sering
muncul bagai sebuah audisi, baik menge-
nai substansi kebijakannya sampai dengan
kualitas dan efektifitas implementasinya
pada tingkat lapangan. Sebagai catatan
penting bahwa kontroversi ini tidak selalu
semata berkait dengan kebija_kan yang secara
khusus berkenaan langsung dengan pangan
nasional. Tetapi juga menyangkut kebi-
jakan perekonomian yang memiliki imp-
likasi langsung maupun tidak langsung ter-
hadap kinerja pasar pangan pada umumnya.

Se}umlah kontroversi yang selalu
menyertai kebijakan perekonomian maupun
kebijakan ketahanan pangan nasional meru-
pakan indikasi nyata bahwa implikasinya
dalam dimensi, g?*owr/?rfquz'zy-msmfnaézili{y
masih mengundang banyak sekali pertan-
yaan. Lebih jauh lagi, ketika perspektif anali-
tis ini dikembangkan bagi kebijakan pereko-
nomian nasional, gampang sekali ditengarai
mekanisme terjadinya stagnasi pembangu-
nan sektor pangan dan pertanian setelah
sekian lama republik ini mengadopsi model
pembangunan dan industrialiasasi yang ber-
nuansa terorisme sektoral (Maksum, 2012).

Pangan: Potensi sampai Marjinalisai
Berkenaan dengan persoalan pan-
gan sebetulnya keyakinan dan semangat
membangun sistem ekonomi pangan se-
bagai landasan ekonomis Republik Indo-
nesia dideklarasikan sangat dini beberapa

Edisi: I/Mei 2014
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tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI.
Melalui dibentuknya Panitia Agraria Jog-
jakarta sampai dengan disahkannya Un-
dang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan
diundangkan dalam Lembaran Negara ta-
hun 1960 no. 104, 24 September 1960.

Secara singkat bisa disebut bahwa
pemaknaan ekonomis atas pemilikan lahan
merupakan satu tuntutan yang tidak terel-
akkan dalam UUPA 1960. Untuk model
perekonomian nasional yang agraris, lan-
dreform merupakan kebutuhan mendasar,
necessary condition seperti yang tersirat
dalam UU No.5/1960. Dalam hal ini ada
pengecu:ﬂian jika memiliki makna ekono-
mis seperti perlindungan dan pember-
dayaan bagi kemanfaatan lahan bagi keadi-
lan dan kemakmuran, yaitu kesempatan
pengembangan nilai ekonomis lahan yang
meliputi pengembangan infrastrukrur, ke-
bi}akan tata-niaga, subsidi sarana pmduksi,
dukungan  permodalan, pengembangan
teknologi, penyuluhan, kedaulatan petani
dan lain sebagainya (Maksum, 2014a).

Pelembagaan pembangunan
masyarakat desa yang mewarnai tata-lemba-
ga seluruh konfigurasi politik NKRI ternyata
justru telah memupuk ketergantungan dan
ketidakberdayaan rakyat (Haryat, 2003).
Yang menyedihkan, kemunduran ini bebera-
pa dekade terakhir justru terjadi karena pem-
bangunan yang berpusat pada industrialisasi
dan memakai rakyat sebagai instrumen, pem-
benar serta legitimasi pembangunan. Untuk
menempatkan mereka sebagai obyek saja Ne-
gara telah gagal total sehingga mengharapa-
kan sebagai subyek menjadi sangat mustahil.

Rumah Tangga Miskin (RTM) lebih sering

3. Menurut kategorisasi FAO (Jung at.al. 2003).

menjadi pembenar belaka (Maksum, 2008).

Faktanya, industrialisasi yang men-
ganaktirikan pangan dan pertanian terbukti
telah gagai total dan men}adikan Indone-
sia sebagai negara kurang pangan (the Low
Income Food Deficit Countries, LIFDCs)? .
Krisis ekonomi yang terjadi akibart industri-
alisasi telah memar}ina[kan sektor pangan
dan pertanian. Keungguian agro-industri
yang kempetitifnya justru dibuntu daya
saingnya dan dikorbankan bagi industrial-
isasi non-pertanian yang berbasis import.

Sementara beban historis pemban-
gunan pedesaan sebagai sumber pangan
masih memiliki persoalan domestik yang
sangat serius untuk segera dibenahi pada
masa reformasi. Bangsa ini sudah harus pula
mengantisipasi perubahan lingkungan ek-
sternal yang tidak kondusif, seperti: (1) peru-
bahan iklim yang sangart drastis; (ii) konflik
pemanfaatan terhadap sumber daya perta-
nian bagi penyediaan pangan, pakan dan en-
ersi; (iii) semakin protektifnya negara maju
terhadap produk pangan dan sektor perta-
nian; dan (iv) sewenang-wenangnya negara
maju dalam memaksakan formart perdagan-
gan bebas melalui WTO yang rtidak adil.

Persoalan internal dan eksternal
sungguh menyulitkan pembenahan sek-
tor pangan yang terlanjur dikebiri dengan
konsepsi ketahanan pangan yang terjebak
berlebihan dalam dalih finansial, tetapi ter-
amat sarat dengan kisruh dan krisis terkait
syahwat }angka pendek. Derajat kenega-
raan agraris seharusnya menempatkan uru-
san pangan yang berkedaulatan sebagai
perihal terpenting dalam pembangunan
pertanian dan pedesaan. Sayangnya be-

ragam determinasi telah mengakibatkan
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disorientasi pembangunan dalam dikorto-
mi ekonomis yang mencampakkan sek-
tor pangan sebagai tumbal pembangunan.

Dikotomi Ekonomi
Komitmen

yang  telah

revolusi  ke-

agraris
dicanangkan sedari

merdekaan, akhirnya melahirkan Hari Tani

masa

untuk menandai kemenangan rakyat tani In-
donesia dipenghujung kepemimpinan Bung
Karno. Setelah Pemerintahan Soekarno yang
terkenal pemihakannya terhadap sektor pan-
gan sebagai soal hidup-mati Bangsa (1952),
pemihakan agraris setiap kali diperkuat den-
gan janji-janji legal pembangunan. Namun
setiap kali itu pula diingkari oleh pemegang
pemerintahan nasional (Maksum, 2014a).

Beberapa periode Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN) sepanjang tiga
dekade Pemerintahan Orde Baru mengam-
anatkan secara legal prioritasi pangan dan
pertanian sebagai leading sector. Sementara,
Pemerintahan KIB-II menempatkan priori-
tasi sektor pertanian dalam Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah (RPJM) yang tern-
yata tidak ada bedanya dengan janji GBHN.
Keduanya merupakan monumen besar yang
membukrtikan kesamaannya sebagai janji
lega] yang tidak pemah kunjung terealisasi.

Dengan mengkultuskan romantisme
pangan murah berlebihan dan keterbatasan
daya beli konsumen, petani yang sudah
miskin harus ikhlas untuk lebih miskin lagi
dengan menerima hasil produksi perta-
nian di bawah standard. Padahal, menurut
kajian lama PSPK-UGM (Kikis, 2003),
lemahnya daya beli ini bersifat strukeural.
Pertanyaan besarnya, mengapa lemahnya
daya beli yang strukeural tidak diatasi den-
gan pragmatisme fiskal dan .fpecim’ paﬁc_y,
tetapi melalui common policy dengan me-
murahkan beras yang accessible bagi siapa
saja. Bahaya sekali kertika penanggulangan

kemiskinan dilakukan dengan memurahkan
pangan dan melanggar prinsip indivisibility
of human right-nya UNDP (2005). Senjata
pamungkas untuk membangun romant-
isme berbasis daya beli ini adalah impor.

Pembenaran lain impor adalah ren-
dahnya produkrifitas dan efisiensi domestik
serta murahnya impor. Semua ini seharusnya
komprehensif komparasinya karena terkait
beberapa hal, mulai tingkat mikro sampai
supra makro. Sistem produksi, capital cost,
export subsidy, trade policy, monetary dan fis-
cal pal'.icies, internal maupun eksternal. Lebih
jauh lagi, romantisme pangan murah sebagai
basis ketahanan pangan RI telah menempat-
kan pangan dan pertanian sebagai: (i) pro-
dusen pangan murah, (ii) pengendali inflasi,
(iii) penyedia bahan mentah melimpah, (iv)
tumbal ketahanan pangan; dan (v) bem-
per ketenagakerjaan (Maksum, 2012).

Landasan legalpun dibangun untuk
orientasi memurahkan pangan, misalnya
kasus beras dengan landasan legal perberasan
seperti  Inpres-Inpres  13/2005, 3/2007,
1/2008, 8/2008, 7/2009 dan 3/2012. Kec-
uali besaran angkanya sangat terbatas, kon-
sistensi proporsionalitas, dan rasionalitas
perubahan terhadap kenaikan harga-har-
ga dan inflasi, sangat tidak kondusif bagi
pengembangan sistem produksi perberasan
nasional. Kepincangan proporsionalitas
segala Inpres tersebut berimplikasi pada
lebih mahalnya gabah dibandingkan be-
rasnya dan ini semakin menempatkan rakyat
tani sebagai rumbal terdepan industrialisasi.

Industrialisasi dan Jebakan Import Pan-
gan

Setiap saat bangsa ini senantiasa
menghadapi krisis pangan secara bergiliran
bagai sebuah audisi. Setelah krisis cabe
merah disusul krisis cabe rawit, bawang

plltih dan bawang merah. Beiakangan ke-
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dele juga nimbrung melanjutkan krisis,
menemani krisis pasar beras yang semakin
kebanjiran beras Vietnam. Belum lagi usai
krisis tersebut, sapi gila sudah menyeruduk
masuk bergabung dan justru berkepanjan-
gan tanpa kesudahan. Keterjebakan dalam
krisis berkepanjangan ini disebabkan oleh
tuntutan

adanya untuk mengamankan

ketahanan pangan yang selama ini dikor-

bankan guna menjamin industrialisasi.
Sementara, keterjebakan  dalam
industrialisasi dengan prioritasi Indus-

tri Berbasis Import (IBI) adalah penyebab
marjinalisasi pertanian yang menggiring ter-
perangkapnya RI terhadap pangan impor.
Di perhadapkannya secara dikotomis sektor
pangan-pedesaan-rradisional vis-a-vis sektor
industri-perkotaan-moderen akhirnya men-
empatkan industri non-pertanian paling di-
untungkan karena pangan dan tenaga kerja
murah. Akibatnya, profitabilitas artifisial bisa
dibangun prasmanan dalam industrialisasi
dengan rakyat tani miskin sebagai the most dis-
advantaged people (PSPK and UNDP, 20006).

Marjinalisasi dan ketidakadilan sek-
toral yang terjadi dalam sistem pembangu-
nan nasional telah dipermntcnkan jelas seka-
li dalam pendekatan ketahanan pangan yang
pada satu sisi telah menopang sukses IBL.
Terapi sekaligus pada sisi lain menghempas-
kan kesejahteraan petani sebagai pelaku uta-
ma DBI. Dalam konteks berbangsa, pemi-
hakan seperti ini telah pemah disampaikan
oleh Sockarno (1964) sebagai exploitation de |
‘homme par | ‘homme untuk memperingatkan
kondisi kehidupan dalam bahaya, vivere peri-
coloso. Ini harus dirombak dan dihadapi se-
cara revolusioner berbasis semangat [risakti.

Pemihakan terhadap IBI yang disifat-
kan oleh industri padat modal, berteknologi
tinggi dan berbasis tenaga ahli terdidik masih
memiliki rasionalitas memadai }'ika bng{y pro-
tected business ini mampu berubah dari z'nﬁmr

industry menjadi berdaya-saing. Setelah pro-
teksi, kedirgantaraan malah mundur banyak
langkahi telekomunikasi dijarah Temasek,
Indonesia menjadi Users am’y, pertambangan
dan energi makin dilego konsesi serta indus-
tri elekeronik didominasi kemajuan teknolo-
gi rakitan atau bajakan. Kehidupan industri
senantiasa tergantung pada stimulus fiskal.

Seperti diutarakan sebelumnya, in-
dustrialisasi yang gagal total telah meng-
hempaskan pangan-pertanian-pedesaan
sampal pada titik marjinal terendah dengan
menempatkan RTM sebagai kelompok yang
paiing dirugikan. Dua sektor yang berseba-
rang sekaligus, sektor industri dan sektor
pangan pada akhirnya menjadi makin ter-
gantung dan tidak berdaulat pada tingkat
global akibat pemanjaan IBI berlebihan.

Berbasis perspektif kedaulatan se-
buah negara merdeka inilah, para pemikir di-
tantang untuk mempertanyakan ulang arah
kebijakan yang salah arah. Prioritasi pem-
bangunan nasional semestinya dirubah dan
sudah Waktunya diswitch untuk segera kem-
bali kepada pendekatan penguatan kedaula-

tan, termasuk bagi sistem pangan nasional.

Ketahanan ke Kedaulatan Pangan
Terminologi Kedaulatan Pangan se-
cara politis mengemuka mulai tahun 1996
ketika La via Campesina melontarkan wa-
cana tandingan terhadap gerakan Kerta-
hanan Pangan yang dilontarkan FAO dalam
World Food Swmmit ditahun yang sama.
Kritik utama gerakan kedaulatan
pangan terhadap ketahanan pangan sepe-
nuhnya terletak pada konsentrasi yang
teknis dan melupakan persoalan proses
pemenuhan pangan sesuai definisi FAO.
Dalam Global Food Summit 1996 tersebut
memaknai: "Food Security as the access of all
people at all time to good faad ﬁ}r an active
healthy life”. Menurut Lee (2007) nampak

Edisi: I/Mei 2014




LANDREFORM

jelas bahwa takrif ketahanan pangan model
FAO ini merupakan konsep yang sangat
teknis dan ini ditantang oleh Via Campesina.

Lebih lanjut Lee (2007) menye-
butkan bahwa menurut La via Camp-
esina kedaulatan pangan melandasi ke-
tahanan pangan dengan perspektif polirik
sebagaimana

paripur na per nyataan nya.

“Food sovereignty is the right of each nation to
maintain and develop its own capacity to produce

its basic foods respecting cultural and productive
diversity. We have the right to produce our own food
in our own territory. Food sovereignty is a precondi-
tion to genuine food security”.

Oleh karena sangat teknis pen-
dekatannya, ketahanan pangan tdak ter-
lalu merisaukan bagaimana pangan diper-
oleh dan terjangkau. Pada tingkat nasional
menjadi memprihatinkan ketika ketahanan
pangan berbasis impor karena pen@njolan
berlebihan terhadap kepentingan keter-
jangkauan yang ditafsitkan dengan ke-
bijakan pangan murah. Andalan impor
dalam ketahanan pangan nasional Indone-
sia telah berujung pada besaran angka im-
por untuk beberapa komoditas strategis.

Banyak ekonom yang menyatakan
bahwa sama sekali tidak ada masalah den-
gan impor. Memang ekspor—impor adalah
hal biasa dalam perdagangan global, tetapi
berkenaan dengan komoditas strategis dan
hajat hidup orang banyak di negeri agraris
maka keputusan ekspor-impor tidak hanya
dilihat sebagai fenomena tataniaga dan fi-
nansial. Urusan ini harus dipandang se-
bagai urusan ekonomi politik, hak asasi
dan keadilan. Seperti diutarakan terdahu-
lu, kelalaian pendekatan ini telah pernah
menjerumuskan Indonesia karena mem-
bengkaknya defisit perdagangan pangan.

Persoalan kedua, ketahanan pangan
yang dimensinya: availability-accessability-

reliability-quality, ~ diterjemahkan sebagai
konsentrasi penuh pada urusan ketersedian
(availability). Sepanjang tersedia-terjang-
kau-merata-aman sampai mulut konsumen
maka itulah ketahanan pangan. Segala pros-
esi tidak dipedulikan telah mengakibatkan
terjebaknya bangsa ini dalam romantisme
pangan murah seperti digambarkan dalam
berbagai krisis. Tidak pernah diperhitung—
kan segala implikasi kerakyatan, keadilan,
keberlanjutan dan daya saing domestik.

Potret  ketergantungan ketahanan
pangan berbasis impor yang disebabkan
oleh jebakan romantisme pangan telah me-
nafikan kepentingan politik yang paling es-
ensial bagi sebuah negara. Ketergantungan
ketahanan bangsa ini terjadi karena man-
gabaikan pentingnya kedaulatan pangan.
Urusan pangan tidak lagi berbasis kekua-
tan produksi dan daya tawar bangsa terha-
dap pangan, tetapi dalam ketergantungan
super akut terhadap impor. Ketika urusan
pangan saja Indonesia sudah rtidak ber-
daulat maka apa lagi yang bisa disuarakan
dalam kancah global dimasa mendatang?

Kelemahan lain, konsepsi ketahanan
pangan yang nyaris menafikan proses perwu-
judannya adalah pangkal kritik oleh World
Food Summit (2002) dan telah disuarakan
menjadi Kedaulatan Pangan (Food Sovereign-
ty). Hal ini mengandung urusan demokerasi,
partisipasi, hak menentukan, tataniaga, ter-
masuk segala dimensi food security, seperti
ketersediaan, keterjangkauan kemerataan
dan keamanan pangan. Kedaulatan jauh
lebih lengkap dibanding ketahanan pangan
yang sekedar menyebutkan bahwa orang
harus dapat makan tanpa menyebut darima-
na dan bagaimana datangnya (Rosset, 2003).

Kedaulatan pangan adalah piiihan
terakhir karena mengedepankan hak memu-
tuskan, hak atas penguasaan asetdan rataniaga

produksi pangan yang berkeadilan-berkelan-
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jutan. Ini merupakan hasil Konferensi Inter-
nasional Kedaulatan Pangan yang diselengga-
rakan La via Campesina di Mali. Lebih rinci
deklarasi Nyéléni (Lee, 2007) menyebutkan:

"Food Sovereignty is the right of peoples to healthy
and culturally appropriate food produced through
ccologically sound and sustainable methods, and
their right to define their own food and agriculture
systems’ .

Gerakan ini akhirnya bersambut
dengan UN-General Assembly, majelis ter-
hormat PBB, sebagai solusi alternatif untuk
meningkatkan kepastian akan hak atas pan-
gan: the right to food.

Tenaga Ahli Khusus untuk hak atas
pangan, secara resmi diperingatkan dalam
agenda Sidang Pleno PBB bahwa strategi
pendekatan kedaulatan pangan ini memiliki
elemen kunci yang berupa: penguatan terha-
dap kedaulatan individu dan kedaulatan na-
sional (Ziegler, 2008). Lebih jauh dinyatakan
dalam laporan PBB tersebut bahwa pendeka-
tan kedaulatan pangan merupakan solusi
menjanjikan untuk lebih memastikan pen-
guatan hak atas pangan, dalam bahasa aslin-
ya. that could better ensure the r’igbr fo ﬂwa’.
Referensi inilah yang mendukung pergeseran
gerakan dari pendekatan food security men-
jadi food sovereignty, ketahanan ke kedaulatan
pangan, setelah sekian lama di}ajah kapitalis.

Kedaulatan Pangan Indonesia

Tidak kalah serunya adalah berkem-
bangnya wacana kedaulatan pangan di tanah
air sedari dini, mengikuti diskursus global
yang terjadi semenjak 1996. Sejumlah kelom-
pok masyarakat sipil dan komunitas kampus
terlibat dalam menyuarakan pentingnya per-
geseran pendekatan pembangunan sistem
pangan nasional dari ketahanan menuju ke-
daulatan. Beberapa aktifis UGM, baik dalam

kapasitas individu maupun kelembagaan tel-

ah akrif pula turut serta meramaikan kontro-
versi wacana tentang kedaulatan pangan ini.

Urusan pangan memang sangat poli-
tis. Dalam sukses produksi 2008, Departe-
men Pertanian sangat bersemangat mema-
merkan kenaikan produksi padi nasional dan
potensi pertumbuhannya berdasar beberapa
skenario (Deptan, 2008). BULOG meny-
ambutnya dengan kesiapan untuk ancang-
ancang eksportasi (Aliya, 2008). Hiruk-
pikuk sukses produksi dan menguatnya
sistem ketahanan pangan nasional kemudian
dikemas sebagai isu ekonomi politik pal-
ing seksi oleh sejumlah parpol akhir 2008
untuk menyongsong prosesi demokrasi.

Ketika p(}li[ik pangan semakin marak
kaitannya dengan ketahanan pangan nasion-
al, para pakar pangan UGM pro-kedaulatan
justru prihatin. Melalui diskusi kelompok,
ahli pangan yang intensif melakukan Focus
Group Discussion (FGD) Pangan merasa pri-
hatin atas kemajuan ketahanan pangan yang
makin tidak jelas arahnya (Anonim, 2008).
Keprihatinan itu terungkap dalam Sidang
Pleno beberapa FGD, meliputi FGD Pan-
gan, FGD Enersi, FGD Pendidikan, FGD
Sumberdaya Alam dan FGD Politik yang
diselenggarakan di Balai Senat UGM 2008.

Keprihatinan utama yang dipapar-
kan Kelompok Ilmuwan Pangan UGM
dalam Sidang Pleno tersebur adalah nis-
cayanya krisis kedaulatan dalam penataan
sistem ketahananan pangan nasional. Itu-
lah kesimpulan utama dari beragam kasus
ketahanan pangan #nir-kedaulatan yang
diungkap serius oleh para peserta FGD.
Orientasi impor dan romantisme pangan
murah merupakan pangkal terjebaknya
sistem pangan nasional yang telah meram-
pas habis kedaulatan rakyat tani Indonesia.

Puncak dari segala penggerogotan

kedaulatan rakyat tani adalah pendekatan-

pendekatan ketahanan pangan khususnya
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dan pembangunan umumnya. Sebagian
besar hanya berhasil menyebarkan demor-
alisasi dan kemerosotan moral rakyat tani
karena dipaksa berbudaya mandho. Aki-
batnya, pergeseran gairah sosial yang se-
cara berjamaah merubah posisi diri dari
muzakki, ahli berzakat dan bersedekah,
menjadi mmm}]fq, orang yang paling ber-
hak atas Raskin, BLT, Kompor Gas dIL
[rulah  wajah  ketahanan pangan ketika
tidak memperhatikan kedaulatan bangsa
dan kedaulatan RTM (Maksum, 2012).

Tentu masih banyak lagi kritik
FGD-Pangan terhadap salah urusnya sistem
ketahanan pangan nasional, antara lain: (i)
sangat supply-based management dengan im-
por sebagai bemper; (ii) nyaris tidak meny-
entuh sisi konsumsi (demand-based) seperti
persc-alan daya beli, konsumsi berlebihan,
selera konsumen dsb; (iii) bias nabati dan
terutama beras, tidak melirik potensi na-
bati lain seperti hewani; (iv) bias kota-kon-
sumen-industri dengan konsekuensi mar-
jinaiisasi terhadap rakyat tani; dan (v) jauh
dari prinsip keterpaduan tujuan pembangu-
nan pertanian: growth-equity-sustainabiliry,
pertumbuhan, keadilan dan keberianjutan.

Krisis  kedaulatan dalam  kerta-
hanan pangan adalah puncak kecelakaan
kebangsaan dari segala kebijakan pereko-
nomian salah kiblat. Dalam bernegara, ke-
sadaran rekonstruksi kedaulatan sungguh
tidak bisa ditawar karena kedaulatan pan-
gan adalah elemen dasar dari kedaulatan
ekonomi bahkan kedaulatan nasional se-
buah bangsa. Dengan nalar seperti inilah
maka ahli pangan UGM menyambung
keprihatinan FGD Pangan dengan Jihad
Kedaulatan Pangan semenjak 2011. Mel-
anjutkan pemikiran rtentang kedaularan
pangan UGM sebelumnya dengan menga-
gendakan gerakan rekonstruksi kebijakan
ekonomi politik pangan (Anonim, 2013b).

Gerakan kedaulatan pangan ini
telah menggugah komitmen politik ke-
bangsaan yang secara resmi menjadi agen-
da besar gerakan UGM untuk mengem-
bangkan dan mengabdikan IPTEKS bagi
Kedaulatan Bangsa (Sudaryono, 2013;
Anonim 2013f; dan Anonim, 2013g).

Amanat Legal: Kedaulatan Pangan
Kepekaan DPR melalui hak inisiat-
ifnya dalam menyusun RUU Pangan guna
membangun legislasi kedaulatan pangan
tentu pantas memperoleh apresiasi mema-
dai. Ajakan politk UGM dan sejumlah
kelompok masyarakat sipil tentang per-
lunya pergeseran orientasi kebijakan dari
ketahanan menjadi kedaulatan pangan di-
jawab oleh DPR dan Pemerintah. Mela-
lui Undang-Undang No. 18/2012 tentang
Pangan menegaskan, politik ketahanan
pangan harus dibangun atas dasar prinsip
kemandirian dan kedaulatan (Arifin, 2013).
bahan
pengertian masing-masing terminoiegi le-
gal ini didefinisikan dalam UU No.18/2012
2012) berikut:

Sebagai perbandingan,

(Anonim, sebagai
Kedaulatan Pangan adalah hak negara
dan bangsa yang secara mandiri menen-
tukan kebijakan Pangan yang menjamin
hak atas Pangan bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi masyarakat un-
tuk menentukan sistem Pangan yang
sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
Kemandirian Pangan adalah kemam-
puan negara dan bangsa dalam mem-
produksi Pangan yang beraneka ragam
dari dalam negeri yang dapat menjamin
pemenuhan kebutuhan Pangan yang
cukup sampai di tingkat perseorangan
dengan memanfaatkan potensi sumber
daya alam, manusia, sosial, ekonomi,
dan kearifan lokal secara bermartabat;
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Ketahanan Pangan adalah kondisi terpe-
nuhinya Pangan bagi negara sampai den-
gan perseorangan, yang tercermin dari ter-
sedianya Pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau serta tidak berten-
tangan dengan agama, keyakinan, dan bu-
daya masyarakat, untuk dapat hidup sehat,
aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Persoalan kemandirian dan kedaul-
atan pangan yang mensejahteraan petani
ditegaskan juga dalam UU pangan. Secara
legal-formal, UU ini dianggap oleh DPR
tidak cukup memadai membela kepent-
ingan rakyat tani. Oleh karenanya, ke-
mudian disusunlah draft undang-undang
dan disahkan menjadi Undang-Undang
No.19/2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (Anonim 2013a).

Tanpa menutup fakta masih adanya
sejumiah kontroversi substantif, boleh di-
katakan bahwa kedua UU ini lebih dari
cukup dalam membingi(ai proteksi dan
kepentingan legal rakyat tani. Persoalannya
ketika beragam tekad politik yang protekrif
rernyata tidak pemah menjadi realitas lapa-
ngan. Sementara, realitas lapangan inilah
yang merupakan kebutuhan riel petani bu-
kan sekedar proteksi legalistik-formalistik.

Kapasitas protektif undang-undang
dalam menjan}ikan pen}abaran legal dan
impiementasi pembangunan sesuai den-
gan kedaulatan yang diamanatkan tentu
menuntut perhatian publik yang lebih
seksama. Kedaulatan pangan tidak hanya
harus memiliki relevansi dalam pembangu-
nan sistem pangan belaka, tetapi sekafigus
memiliki dukungan yang potensial bagi
pembangunan perekonomian Indonesia.

Kedaulatan Pangan dan Perekonomian
Nasional

Di utarakan sebelumnya bahwa
Negara telah menempatkan prioritasi pem-
bangunan antar sektor sangat dikotomis
memperhadapkan sektor pangan sebagai
bagian terpenting dari DBI, domestic-based
z'ndmz‘?y, vis-a-vis sektor industri berbasis
impor, IBI. Dengan pemanjaan terhadap
IBI maka proteksi melalui kebijakan mon-
eter, fiskal, perdagangan adalah disinsen-
tif bagi pengembangan sistem pangan na-
sional. Dalam asumsi dikotomis seperti
ini kedaulatan pangan adalah hambaran.

Nalar dikotomis seperti ini sesung-
guhnya sangat tidak memiliki

alitas memadai. Rasionalitas seperti  ini

rasion-

hanya ada sedikit benamya, setelah Indo-
nesia terjebak industrialisasi IBI. Setiap
saat ada krisis IBI memerlukan proteksi
dan stimulus esktra yang mengakibatkan
setiap sistem pangan nasional dikebiri.

Dalam kompiikasi perekﬂnﬂmian
dewasa ini, optimisme Komite Ekonomi
Nasional (KEN) yang berlebihan dengan
proyeksi pendapatan per kapita 5.300 US$
pada tahun 2015, 9.000 US$ untuk tahun
2020 dan 14.900 USS$, 2025 (Tanjung,
2011). Pembangunan perekonomian sebe-
narnya masih meninggalkan persoalan kead-
ilan ekonomi dan distribusi pendaparan.
Persoalan selanjumya, sampat tingkat mana
nasib rakyat tani mau diikursertakan mela-
lui skenario enam koridor dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sangat mu-
dah dijawab bahwa ranpa kedaulatan maka
rakyat tani akan tetap tertinggal di landasan.

Dalam suasana internal perekono-
mian nasional sistem pangan telah terpenjara
oleh kartel, baik antar pelaku bisnis maupun
oknum birokrat menurur Misanam (2013).
Perekonomian nasional yang sangat progresif
sebagaimana disampaikan oleh KEN harus
menghadapi beragam kritik eksternal pada
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tingkat global. Sebagai mitos pertumbuhan
perekonomian nasional Indonesia yang bisa
dikelompokkan dalam lima mitos. Lima
kritik ginbal yang sangat cerdas telah din-
afikan oleh para ekonomis dan disebutnya
sebagai mitos belaka (Oberman dkk, 2012).

Dalam beragam kritik substantif,
optimisme perekonomian nasional dalam
framework MP3EI ini tetap saja dikampa-
nyekan. Bahkan, optimisme tetap membara
ketika dihadapkan dengan kemerosotan
nilai tukar rupiah dan Indek Harga Saham
Gabungan (IHSG) (Mansuri, 2013; Sad-
ewa, 2013). Meski fakta lapangan menun-
jukkan kegelisahan luar biasa, segala yang
dibangun terasa sekali sangat menghibur
meski senantiasa dipertanyakan muaranya.

Berbeda sekali halnya ketika segala
persoalan yang terbingkai dalam lima kri-
tik global serta krisis nilai tukar dan IHSG
tersebut diurai secara lebih rinci dalam
perpektif sektor pertanian dan kedaulatan
pangan, sebagai DBI. Pertama, instabilitas
ekonomi sepenuhnya bisa dicermati dari
prinsip perek@nomian yang dikotomis.
Sumber masalahnya adalah ketergantungan
IBI terhadap yang terjadi di dunia luar ka-
rena watak investasinya berbasis asing walau
stabilitas itu hanya ada pada DBI. Peran uta-
ma pengembangan DBI tentu saja bisa di-
mainkan oleh pangan ketika berkedaulatan.

Kedua, perrtumbuhan ekonomi yang
terpusat di Jakarta memang benar adanya se-
bagai akibat dari pemanjaan IBI. Persebaran
pertumbuhan ke daerah-daerah luar Jakarta
hanya mungkin terjadi ketika prioritasi sek-
tor pertanian dan kedaulatan pangan tidak
lagi sekedar basa-basi. Ketiga, ekspor men-
dominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia
karena yang terjadi adalah pertumbuhan
konsumsi (Oberman et.al. 2012 dan Budi-
man, 2012). Dalam perspekdif kedaulatan
pangan, bantahan itu kontra produktif keti-

ka konsumsi dikuasai produk impor, teruta-
ma produk pangan. Pergeseran ke dominasi
produk domestik adalah solusi dan pergeser-
an konsumsi hanya bisa ter}adi ketika bangsa
ini terbingkai dalam kedaulatan pangan.

Keempar, kritik tentang sumber
daya hanya bisa dibantah ketika ada upaya
besar-besaran  dalam  kebijakan pereko-
nomian nasional Indonesia untuk rtdak
melakukan ekspor terhadap bahan men-
tah, terutama bahan pangan-pertaniannya.
Misalnya peresan sawit, kelathak kering
coklat, getah karet, dan sebagainya. Kelima,
mengikuti ranggapan l{eempat, bahwa ori-
entasi nilai tambah akan menggeser domi-
nasi sumber daya dan tenaga kerja dengan
pengembangan nilai tambah dalam kegiatan
ekonomi pertanian dan pangan. Itulah po-
sisi sentral kedaulatan pangan sebagai inti-
sari kemandirian dan kedaulatan ekonomi.

Sefa?zjumycz, krisis ekonomi mutakh-
ir yang ditandai oleh kemerosotan nilai tukar
rupiah dan nilai IHSG semenjak pertenga-
han 2013, sangat terkait dengan bukti kebe-
naran kritik pertama, yaitu instabilitas pere-
konomian nasional. Kemerosotan indikator
makro ekonomi ini menunjukkan dengan
jelas betapa besar ketergantungan ekonomi
nasional terhadap perekonomian global se-
hingga menjadi over-sensitive. Ketergantun-
gan yang memuncak ini diakibatkan oleh
pilihan Indonesia terhadap IBI. Sungguh san-
gat berbeda jadinya ketika konsentrasi Indo-
nesia di DBI dan itulah Kedaulatan Negara.

Dalam kontes perekonomian na-
sional, memang tidak mudah menarik per-
geseran tegas dari kebijakan pangan berbasis
impor yang selama ini tanpa daulat. Untuk
menjadi berkedaulatan, terlebih melihat
fakta swasembada pangan yang awalnya
dirancang sebagai upaya peningkatan ke-
mandirian menuju kedaulatan pangan pun
ternyata sangat politis dan setengah hati. Se-
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jumlah landasan legal pembangunan nasion-
al sebenarnya sudah diundangkan kaitan-
nya dengan kedaulatan pangan ini meski
masih dipertanyakan ketegasan 1egalitasnya.

Ketegasan Legalistik

Sesungguhnya, upaya legal untuk
membangun semangat nasional pengem-
bangan sistem pangan yang pro domestik,
rakyat tani dan kedaulatan pangan telah
dibangun Sekurang-kurangnya
janji kedaulatan pangan ini sudah mu-
lai tersirat dalam UU No.41/2009 tentang
Perlindungan Pangan
Berkelanjutan. Intisari UU ini terletak pada

cermat.

Lahan Pertanian

upaya perlindungan petani dan berbagai
modus pemberdayaan. (Anonim, 2009).

Upaya perlindungan petani yang
mengarah pada kedaulatan petani sebagai
intisari kedaulatan pangan tertuang dalam
Pasal 62 UU No.41/2009. Intinya adalah
menjamin harga komodirtas pangan yang
mengumungkan bagi petani, men}an}ikan
sarana-prasarana produksi, menjamin  pe-
masaran hasil pertanian pokok dan menjamin
pengutamaan hasil pertanian pangan dalam
negeri. Periindungan ini sekaligus didukung
oleh beragam bentuk pemberdayaan mu-
lai dari penguatan kelembagaan, peny-
uluhan sampai pengembangan teknologi.

Efektifitas amanat perlindungan
petani UU No.41/2009 salah satunya ada-
lah pengutamaan hasil pertanian pangan
dalam negeri (Pasal 62). Hal ini sangat me-
narik untuk dicermati karena secara legal
urusan ini didukung pula oleh terbitnya UU
No.18/2012 dan UU No.19/2013. Pasal 62
UU No.41/2009 dalam pengutamaan hasil
domestik, secara [egal memiliki kekuatan
lebih dahsyat dengan dukungan Pasal 36 UU
No.18/2012 dan Pasal 31 UU No.19/2013.
Keduanya tegas sekali membarasi impor
dalam pengutamaan produk domestik.

UU No.18/2012 Pasal 36 (1) menga-
takan: “Tmpor Pangan hanya dapat dilakukan
apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak
mencukupi danfatau tidak dapat diproduksi
di dalam negeri”. Sementara, Pasal 31 UU-
19/2013 berbunyi: Setiap orang dilarang me-
masitkkan komoditas pertanian dari luar neg-
eri pada saat ketersediaan komoditas pertanian
di dalam negeri sudah mencukupi keburuban
konsumsi dan cadangan pangan pemerintah’”

Tanpa UU, tuntutan substantif yang
mencakup dua pasal ini sebenarnya telah
sekian lama menjadi tekad Pemerintah In-
Kemudian dirumuskan dalam
segala road map swasembada pangan dan

donesia.

dokumen lainnya sejak lama. Kenyataan-
nya, dinamika pangan nasional tidak pernah
lepas dari krisis tataniaga dengan penyebab
utama besarnya pengaruh impor meski UU
No.18/2012 sudah setahun diundangkan.

Selalu saja ada impo dengan berag-
am kebijakan pangan. Sengaja atau tidak
sengaja memudahkan terwujudnya fakea le-
gal dan rekonstruksi kelangkaan, data pasar
sulapan, gejolak rekayasa sosial dan segala in-
dikasi lapangan, sebagai pembenaran kelang-
kaan dan wajib impor. Pesimisme mencuat
ketika selalu tersuguh realitas aneka krisis
pangan seperti kedele, beras, gula, bawang,
cabe, singkong, produic horti umumnya,
dan semuanya, sampai krisis daging sapi.

Bahasa pesimisnya: ‘lain legalitas,
lain pula realitasnya’. Karut-marut tatania-
ga ini nyaris terjadi pada semua komoditas
pangan yang menjadikan negeri ini sebagai
pengimpor dengan pembenaran lebih cang-
gih dibandingkan upaya proteksi petani.
Model sulapan ini sudah sangat standard dan
dipertontonkan dalam berbagai pendekatan.

Pembenaran impor biasa dilaku-
kan melalui pelangkaan barang dan pen-
dekatan agitatif. Untuk kasus daging sapi

misalnya, dengan pelangkaan sekurangnya
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terdapat sembilan jalur turunan: (1) mem-
buat resah konsumen, (2) agitasi industri
pemakai bahan baku, (3) membangun ke-
resahan pedagang pasar dan perantara; (4)
menggerakkan pekerja terkait, (5) advokasi
ke partai politik, (6) menggalang isu poli-
tik fraksi DPRD-DPR, (7) negosiasi bi-
rokrasi, (8) mobilisasi kritik akademisi, dan
(9) menjual fatwa rohaniawan. Kartelisasi
atau tidak, sejumlah modus dekadensi nu-
rani itu sangat standar dan sebenarnya mu-
dah dideteksi (Maksum, 2013b, 2013c).

Memprihatinkan sekali ketika ketiga
UU itu mudah dikendalikan oleh peratu-
ran perundangan yang lebih rendah seperti
Peraturan Menteri dan sejenisnya. Persoa-
lan kekuatan hukum ini bisa rerjadi pada
tingkat efektifitas opemsionalnya atau pada
materi substansi perundangannya tidak me-
madai, seperti UU No.19/2013. Ini yang
diperkarakan oleh jaringan masyarakat
sipil beberapa wakru belakangan ini.

Pengujian UU No.19/2013

Belakangan ini, sedikitnya terdapat
12 kelompok masyarakat sipil yang telah
bersama-sama mengajukan Uji Materiil UU
No.19/2013 kepada Mahkamah Konstitusi.
Mereka memperkarakan dua masalah be-
sar yang terkait dengan UU No.19/2013,
yakni persoalan keagrariaan dan per-
soalan kelompok tani (Anonim, 2013).

Berkenaan dengan persoalan kea-
grariaan, sebagai salah satu materi pengujian
yang disampaikan ulang bahwa hakekatnya
semangat membangun landasan ekonomi
negeri agraris Indonesia melalui dibenru knya
Panitia Agraria Jogjakarta. Semangat agraris
yang tidak pernah luntur secara berturut-tu-
rut dilanjutkan dengan dibentuknya Panitia
Agraria Djakarta, 1951, dan Panitia Soewah-
jo, 1955, serta diikudi oleh terumuskannya
Rancangan Soenarjo, 1958 dan disempur-

nakan menjadi rancangan Soedjarwo, 1960.

Kepentingan perlindungan dan
pemberdayaan rakyat tani untuk mewu-
judkan kesejahteraan adalah diundangkan—
nya UUPA 1960, dengan revolusionernya
didokumentasikan sebagai konsideran atas
terbitnya Keputusan Presiden Republik In-
donesia No. 169/1963 (Harsono, 1968):

Bahwa tanggal 24 September, hari lahirnja
Undang-Undang Pokok Agraria merupakan
hari kemenangan bagi Rakjat Tani Indonesia,
dengan diletakkannja dasar-dasar bagi pen-
jelenggaraan land reform untuk mengkikis
habis sisa-sisa imperialisme dalam lapangan
pertanahan, agar rakjat tani dapat membe-
baskan diri dari segala matjam bentuk peng-
hisapan manusia atas manusia dengan beralat

tanah, sehingga melempangkan djalan men-
udju ke arah masjarakat adil dan makmur.

Beberapa hal dari konsideran yang
bisa disarikan dari UUPA 1960 adalah Per-
tama, semangat revolusioner yang anti impe-
rialisme dan anti nekolim, terutama dalam
hal pertanahan. Ini merupakan esensi dasar
pemikiran perekonomian nasional untuk
mengatasi kolonialisasi pertanahan semen-
jak penjajahan. Kedua, rakyat tani sebagai
jutaan subyek ekonomi, sekaligus jutaan in-
vestor gurem, harus mampu membebaskan
diri dari eksploitasi ekonomi sehingga meng-
hindarkan diri dari penghisapan manusia
atas manusia. Ketiga, landreform adalah se-
buah keharusan sebagai instrumen kebijakan
utama. Keempat, tanah sebagai alat ekono-
mi menuju keadilan dan kemakmuran.

Keempat watak politis UUPA 1960
ini menjadi semangat operasional pelaksan-
aan Pasal 33 ayar (3) UU 1945 yang men-
yatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Mengejutkan sekali

ketika mandat revolusioner dalam keagrari-
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aan tersebut dibenturkan dengan Pasal 59
UU19/13: “Kemudahan bagi Petani untuk
mfmpem[ef? lahan Pertanian feéagd.imana di-
maksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberi-
kan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan,
izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.”

Kecuali mengingkari makna pen-
guasaan yang kemudian d@lm’rkan men-
jadi pemiﬁkan semangat dasar perlindun-
gan dan pemberdayaan menjadi cenderung
eksploitatif dan bermakna pemerdayaan.
Kecenderungan ini mudah sekali dipa-
hami karena mekanisme persewaan dan
perizinan jelas sekali sudah sekian lama
terjerat moral hazard (Maksum, 2014d)

Dengan demikian, komplit sudah
pemerdayaan petani akan menjadi oul-
come utama dari perlindungan dan pem-
berdayaan model UU No.19/2013. Jera-
tan moral hazard akan menjadi sempurna
ketika perolehan lahan yang diamanatkan
oleh Pasal 59 UU No.19/13 ini sama seka-
li ridak pemah menjamin kepastian hu-
kum. Ini berarti mengingkari Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945, sekaligus mencederai
hak asasi petani untuk memperoleh peng-
hidupan yang layak [Pasal 28D ayatr (1)
UUD 1945] serta mencapai persamaan dan
keadilan [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945].

Dalam kaitan dengan masalah ked-
ua, pengalaman lapangan mencatat adan-
ya simpliﬁkasi pembangunan masyarakat
yang
generalisasi yang tidak menggubris loka-
lita, karakter kelompok, keragaman ide-

cenderung berbasis pendei«;atan

ologis, kesukuan, dan lainnya. Kebhin-
nekaan masyarakar ketika iru diperkasa
menjadi  ke-ekaan  (Maksum, 2014d).

Konfigurasi politik mutakhir telah
membawa perubahan. Tata pemerintahan
yang sentralistik dan otoriter telah bergeser
sempurna menjadi demokratis, desentralis-
tik dan partisipatif. Pergeseran paradigmatik

ini telah membawa konsekuensi bergesernya
segala macam pendekatan yang tadinya mon-
olitik dan top down men}adi pendekatan dari
bawah, bottom up, lokalistik dan partisipatif.

Sesungguhnya sangat membahagia-
kan ketika mencermati adanya semangat
perubahan dalam rumusan Pasal 69 ayat
(1) dan ayat (2) UU No.19/2013. Menyata-
kan: “(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya berkewajiban
mendorong dan memfasilitasi  terbentukn-
ya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan
Ekonomi Petani. “(2) Pembentukan kelem-
bagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya,
norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.”

Akan tetapi menjadi tidak jelas arah
kenegaraan UU No.19/2013 ini ketika Pasal
berikutnya, Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70
ayat (1) menyatakan: “Kelembagaan Petani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabun-
gan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Per-
tanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian
Nasional.” Sementara Pasal 71 menyatakan:
“Petani berkewajiban bergabung dan ber-
peran aktif dalam Kelembagaan Petani seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).”

Tanpa pengetahuan legal, mudah
sekali mengernyitkan mata ketika membaca
pasal berurutan dari sebuah naskah legal yang
ternyata saling bertolak belakang. Satu pasal
memberikan mandar untuk mengapresiasi
lokalita budaya, nilai, kearifan dan sejenis-
nya dalam pelembagaan petani, sementara
pasal berikutnya mengharuskan generalisasi
yang sangat terbatas keberlakuannya tetapi
mewajibkan. Pemakaian kata “berkewa-
jiban” yang sama dalam pasal berurutan
(Pasal 69 dan Pasal 71) ternyata kontradik-
tif semangat legalnya. Kontradiksi ini su-
dah barang tentu menjadi catatan tersendiri
yang harus membatalkannya demi hukum.
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Pada tingkat realitas, beberapa
bentuk lembaga menurut Pasal 70 UU
19/2013 ‘wajib’ memiliki kebakuan yang
terbatas dan tidak mampu melakukan gen-
eralisasi terhadap ragam lokalita petani
se Tanah Air Indonesia. Keragaman adat
yang tidak terhitung jumlahnya, kelom-
pok sosial dan aktivis lainnya tentu me-
merlukan akomodasi yang sama atas nama
keadilan dan kesamaan pelayanan hak asasi
yang berprinsip indivisible dan inclusive.

Kenyataan legalnya, Pasal 28E ayat
(3) UUD 1945 menjamin bahwa: “Setzap
orang berhak atas kebebasan ber-
serikat, berkumpul, dan menge-

PKPE: Anti Kedaulatan
Sebagai upaya penanggulangan ter-
hadap kemerosotan ekonomi yang ditandai
merosotnya nilai tukar rupiah dan (IHSG),
Pemerintah bersegera menerbitkan Paket
Kebijakan Penyelamatan Ekonomi (PKPE).
Keputusasaan pemerintah dalam mengenda-
likan krisis daging sapi dengan menempatkan
khusus dalam 13 butir kebijakan yang disam-
paikan Menko Perekonomian (2013). Pen-
garuh keputusasaan ini tampak jelas dalam
skenario pembenahan liarnya pasar sapi.
Keliaran tersebut tersirat jelas dalam
PKPE butir ke-9 yang me-

nyeburkan: "mengubah tata

luarkan pendapatr.” Sementara, Keljaran tersebut tersirat niaga daging sapi dan horti-
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 jelas dalam PKPE butir ke-9 kultura dari berbasis kuanti-
menjamin bahwa: “Setiap orang yang menyebutkan: “men- tas (kuota) menjadi berbasis

berhak mendapar kemudahan

gubah tata niaga daging

harga”. Generalisasi

penan-

dan  perlakuan khusus untuk sapj dan hortikultura dari ganan dua kelompok pangan
memperoleh  kesempatan  dan perbasis kuantitas (kuota) dalam klausul PKPE ini tentu

manfaat yang sama guna men-
capai persamaan dan keadilan’.

Beberapa catatan ini
menunjukkan dengan jelas bahwa mutu
perundangan pun bisa problematik. Bisa
dibayangkan ketika perundangan memiliki
mutu legal sangat memadai bisa tidak efek-
tif seperti dicontohkan sebelumnya. Maka
kelemahan mutu legal sudah barang tentu
sangat potensial untuk melahirkan keran-
cuan terapan yang lebih mengkhawatirkan.

Setahun terakhir, ketiga UU itu sep-
erti UU hampa belaka. Meski jargon pangan
nasional sudah menegaskan kedaulatan pan-
gan, diskursus kebijakan tampak sekali sen-
antiasa dimenangkan oleh pemilik modal,
impor pangan dan kemprader. Materi Paket
Kebijakan Penyelamatan Ekonomi (PKPE)
yang dirumuskan dalam merespon krisis nilai
tukar mutalkhir adalah satu dari banyak kasus
bagaimana kompradorsenantiasadimanjakan.

menjadi berbasis harga”.

mengundang pertanyaan be-
sar akan efekrititasnya dalam
stabilisasi pasar atau malah
sebaliknya, sebagai kemenangan komprador
dan kapitalis dengan syahwat rente impor
(Maksum, 2013c, 2013d, 2014d). Secara
khusus efektifitas teoritis ini bisa ditelaah
lebih mendalam untuk urusan daging sapi.

Persoalan daging sapi sudah sekian
lama tidak pernah teratasi. Bahkan, ke-
tika terjadi pembengkakan impor BULOG
ditugaskan  untuk  mengendalikannya,
tetapi efekrifitas operasinya selalu menjadi
gunjingan. Memang benar adanya, bahwa
pendekatan kuota impor, dalam bentuk
daging beku dan sapi bakalan, terbukrdi
tidak mampu mengendalikan pasar. Akan
tetapi, benarkah kegagalan itu karena basis
pendekatannya? Atau karena kelambanan
operasional, kemampuan dan kemauan
Pemerintah, atau tepatnya kehendak poli-
tik KIB II melawan segelintir importir?
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Ada kecurigaan, pergeseran tersebut
mengarah pada prinsip, “pokoknya harga
harus turun”! Kalau benar itu yang terjadi,
tentu itulah indikasi kemerosotan tratanegara
yang terjadi. Prinsip ini dalam wakru dekat
akan efektif mengendalikan harga pasar.
Akan tetapi, perangkamya adalah impor yang
tidak dibatasi sampal harga turun ke level
tertentu dan ini yang disebur harga referensi.
Ketika KIB-II sudah menetapkan harga ter-
lalu rendah, Rp 76.000 per kilogram maka
kiamatlah bagi petemak dalam negeri yang
rata-rata berskala mikro dan harus mabhal.

Konsekuens inya, importasi akan
membengkak dan  makin
membengkak karena bisa

dipermainkan dengan

Pro-kontra jajaran KIB-1I
su- seperti biasa, awalnya tam- ity makin mustahil tercapai

kan kemenangan seperti ini tidak hanya
terjadi pada krisis daging sapi. Modus op-
erandi yang hampir sama terjadi pula pada
semua kasus krisis pangan nasional mulai
dari bawang putih sampai beras. Balada
krisis tahu-tempe beberapa waktu terakhir
tidak lepas juga dari fenomena yang sama.

Balada Tahu-Tempe

Sudah beberapa bulan Bangsa ini
berada di rahun 2014, rahun swasembada
kedelai. Itu kalau KIB-II, mengikuti slogan
Ganjar Pranowo: ora ngapusi lan ora ko-
rupsi. Sumber protein utama rakyat sudah
berulang ditarget keswasem-
badaannya. Faktanya, target

lapan harga dalam operasi pak seru namun selalu bera- dan bisa dipastikan tidak tere-
kartel. Akibatnya, sebelum di- khir dengan kedamaian yang jlisir di 2014. Tru kalau ridak
capai target harga maka KIB-menggembirakan komprador. holeh disebut sebagai janji

IT akan membiarkan kemuda-
han impor semudah mungkin
guna mempercepat penurunan harga. Ke-
tika target harga sudah tercapal maka im-
por dibatasi melalui pengenaan cukai unruk
menjaga agar supaya tidak makin murah.
Asesmen di atas dilontarkan ka-
rena problem dasarnya adalah KIB-II yang
tidak mampu dan tidak mau sungguh-
sungguh mengendalikan harga. Sama sekali
bukan gagalnya pendekatan kuotanya. Pe-
rubahan pendekatan jelas sekali tidak akan
membawa hasil memadai ketika KIB-II tak
berubah karena alat utama pendekatan ber-
basis harga dalam hal ini adalah juga im-
por dan cukai. Kegagalan melawan kartel
pangan sungguh tidak bisa dijawab den-
gan kemudahan impor. Penuangan butir
ke-9 PKPE mengisyaratkan kemenangan
komprador yang selama ini hobinya men-
cari keuntungan dari impor daging sapi.
Kebijakan dan praktek tataniaga

pangan anti kedaulatan yang mengisyarat-

politik ngapusi, janji politik

yang esuk tempe sore dele.

Ketika mendekati tahun 2014 tern-

yata tahu-tempe semakin mengecil karena
melangitnya harga kedelai. Dalam kondisi
stagnasinya daya beli publik, itulah yang bisa
dilakukan penjual tahu-tempe dan warung
nasi. Harga kedelai per kilogram yang awal
Agustus 2013 Rp 7.000, akhir Agustus su-
dah menyentuh angka Rp 9.000. Goyangan
kedelai wakru itu diramalkan mendekari
Rp 10.000. Kenaikan hampir 30%, kurang
dari sebulan tentu tidak bisa dimaklumi ke-
tika itu berkenaan dengan pangan strategis.
Pro-kontra jajaran KIB-II seperti

biasa, awalnya tampak seru namun selalu
berakhir dengan kedamaian yang menggem-
birakan komprador. Itulah krisis kedele yang
akhirnya dijawab dengan penghapusan bea
masuk dari tadinya 5 persen sebagaimana
didokumentasikan dalam Peraturan Men-
teri Perdagangan (Permendag) No.24/2013

tentang Ketentuan Impor Kedelai dalam
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Rangka Program Stabilisasi Harga Kede-
lai (Anonim, 2013c). Pada 26 September
2013 Menteri Pertanian akhirnya mengi-
yakan gagasan bebas cukai impor ini.

Apakah dengan demikian harga
pasar kedele normal kembali begitu cukain-
ya nol? Tidak sepenuhnya terjadi normalisasi
pasar karena masih ada agenda lain yang
sepertinya sangat pro petani. Dengan dalih
kemerosotan nilai tukar rupiah, ada gerakan
kedele untuk menuntut Pemerintah menaik-
kan HBP, Harga Beli Petani yang menurut
No.5/M-DAG/PER/6/2013,
besarnya adalah Rp 7000 per kilogram.

Tuntutan kenaikan HBP ini sepertin-
ya tuntutan yang berkeadilan dan pro-petani
meski tida_l{}elas asal-usulnya. Kejadian nyata

Permendag

yang terjadi di pasar, pasok barang memang
tidak mampu membawa harga kembali nor-
mal. Konsekuensi naiknya HBP tentu saja
kenaikan Harga Jual Tingkat Pengrajin yang
juni lalu ditetapkan sebesar Rp 7.450 per kil-
ogram menurut Permendag No 26/M-DAG/
PER/6/2013 (Anonim, 2013d dan 2013e).

Kenaikan harga referensi ini adalah
godot yang ditunggu-tunggu penggudang
kedele untuk melepaskan barangnya ke pasar
meski pembeliannya dilakukan jauh sebel-
umnya. Dengan angka impor sebesar 1,7 juta
ton (65% kebutuhan nasional), selisih harga
referensi dari HPB maupun HJR adalah ke-
lipatan dari angka 7 milyar kjlogram} jum-
lah keuntungan yang bisa diperoleh hanya
dengan memperpanjang nafas, 5u_y£ng time.

Krisis kedele ini adalah fenomena
musiman. Ramadlan-Syawal 1433, krisis
tahu-tempe mencuat, seperti biasa, kelang-
kaan lebih tepatnya pelangkaan, dijadikan
isu untuk mengagitasi konsumen, pengra-
jin, pedagang. Mudah diduga melalui mar-
ket intelligent, bahwa pelangkaan tersebut
adalah sulapan, man made, direkayasa un-

tuk memaksa KIB-II membebaskan cukai.

Praktek anti kedaulatan seperti ini
adalah modus standar untuk semua ko-
moditas pangan karena besaran rente yang
menggairahkan. [tulah krisis buatan yang di-
sulap untuk tujuan rente kapan saja. Ironis,
tujuan main kedele itupun diluluskan KIB-
Il dengan penghapusan cukai. Ketika per-
geseran paradigma ke kedaulatan pangan
sudah dicanangkan, mustinya reorientasi
segera dilakukan untuk ridak justru memu-
nculkan kebijakan dan ulah anti kedaulatan
pangan sebagaimana selama ini dipentas-
kan oleh kartelisasi pangan para komprador.

Kesimpulan

Kedaulatan pangan sebagai bagian
terpenting dalam pembangunan pertanian
dan pedesaan di Republik Indonesia telah
lama diperjuangkan oleh jaringan kedaula-
tan pangan masyarakar sipil. Teriakan ini
yang pada awalnya hanya terkair sebagai
sampiran dalam UU terdahulu seperti UU
No.41/2009 dan sebagainya, pada akhirn-
ya bersambut dengan diterbitkannya UU
No.18/2012 dan UU No.19/2013. Hakekar
ideologis ini nyaris dilupakan dalam berbang—
sa karena terperangkapnya kebijakan oleh
hingar-bingar perebutan kesempatan dan
kekuasaan ekonomis. Untuk membangun
kembali ideologi kebangsaan yang berker-
ai{yatan, sudah tentu khitthah agraris ini mer-
upakan basis khidmad yang menentukan.

Kedaulatan pangan bukanlah berarti
pengebirian terhadap IBI karena pemihakan
terhadap DBI. Kedaulatan pangan sebagai
DBI dalam hal ini diyakini sebagai kiblac
reorientasi terhadap terbangunnya kedaula-
tan ekonomi dan pada gilirannya kedaulatan
Bangsa Indonesia. Dalam konteks pereko-
nomian yang lebih luas, kedaulatan pangan
menjanjikan stabilitas ekonomi, penye-
baran pertumbuhan ke daerah, pergeseran
konsumsi berbasis produk domestik dan
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peningkatan nilai tambah bagi sumberdaya
alam dan sumberdaya manusia pedesaan.

Dalam kaitan inilah, naskah pendek
ini sedikit menguak eksistensi sektor pan-
gan-pertanian-pedesaan dalam peta pere-
konomian nasional vis-z-vis sektor industri
manufaktur berbasis impor yang dimanja-
kan luar biasa oleh Negara. Uraian singkat
yang dipaparkan telah menyimpulkan bah-
wa pemanjaan sektor industri rernyata telah
gagal total mendewasakan industri non per-
tanian, kecuali semakin manja dan protekrif
serta kian tergantung. Sementara itu, urusan
pangan dan pertanian dianaktirikan, dinafi-
kan kedaulatannya dan dijadikan tumbal.

Oleh karena itu, urusan kedaula-
tan pangan sebagaimana secara legal telah
ditetapkan undang-undang bukanlah sek-
edar urusan teknis, tetapi urusan paradig-
martik kaitannya dengan pilihan kiblac pem-
bangunan. Untuk membangunnya sungguh
diperlukan keberanian ~ merubah kiblat
pembangunan nasional dari perekonomian
berbasis impor ke perekonomian berbasis
domestik. Dengan demikian, sungguh diper-
lukan rekonstruksi kebijakan ekonomi poﬁ-
tik nasional melalui rekonstruksi strukrural
(structural reconstruction) dalam hal kebi-
jakan, anggaran, moneter, fiskal, perdagan-
gan dan kebi}akan lainnya (Maksum, 2008).

Sudah waktunya republik ini meny-
adari bahwa pilihan ekonomisnya seharusn-
ya lebih terkonsentrasi pada sektor ekonomi
dengan keunggulan komparatif yang dimi-
1ikjny3, yaitu sektor ekonomi berbasis sum-
ber daya alam setempat, natural resource-based
industry, utamanya sektor pangan nasional.
Keunggulan kompertitif untuk sektor ini
sudah pasti teramat mudah dikembangkan.
Tidak demikian halnya dengan import-bm&d
z'ndum:y yang sama sekali tidak didukung
keunggulan komparatif. Semakin keting-
galan keunggulan kompetitifnya dan selalu

memaksa Negara untuk super protektif dan
memanjakannya untuk sekedar layak hidup.

Memang diperiukan reorientasi
struktural sangat segera bagi perubahan ki-
blat pembangunan nasional. Sebuah rantan-
gan yang merangsang sejumlah pihak ketika
mengambil sikap berorientasi pada kedaula-
tan untuk membukrikan bahwa 5wirf/7£?rg
back ke semangat pangan sebagai urusan
hidup-mati bagi Bung Karno (1952) bukan-
lah sebuah basa-basi politik. Mudah sekali
dibuktikan bahwa penegakan Kedaulatan
Pangan tidak butuh #ude off yang men-
gorbankan sektor lain. Kedaulatan Pangan
adalah dukungan utama bagi: pro poor-job-
growth-green regional development, sekaligus
menjamin pemerataan dan stabilitas per-
tumbuhan ekonomi, serta meningkatkan
nilai tambah sumberdaya alam dan sumber-
daya manusia yang melimpah di negeri ini.
Tanpaupaya reorientasi total tersebut, niscaya
impian membangun ketahanan pangan yang
berkedaulatan, dan mendongkrak kedaulatan
Bangsa Indonesia dalam kancah pergaulan
dunia pada umumnya, hanyalah sebuah isa-

pan jempol belaka... NAUDZU BILLAH...
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Menyejahterakan Rakyat Lewat Landreform

Achmad Sodiki.
Pusat Studi Hukum Agraria

Universitas Brawijaya Malang,

Abstrak
Petani merupakan lapisan masyarakat Indonesia yang terus mengalami ketidakadilan di negeri ini.
Untuk mengatkhiri hal tersebut dan memberikan hak yang semstinya didapat oleh petani maka para
founding fathers menyusun satu UU yang. Undang-undang ini dikenal sebagai UUPA 1960 yang
bertujuan untuk menjalankan agenda landreform. Walau secara hukum formal sudah ada, agenda
landnﬁrm masth mmgalamé fifrbagai kendala Jfbingga belum terlaksana sesuai a'mgaﬂ faampan.

Karta kunci: landreform, dualisme hukum.

Pendahuluan

Sepanjang sejarah Indonesia, para
petani yang menjadi tulang punggung sek-
tor agraris sejak zaman penjajahan, ke-
merdekaan, hingga sekarang, sebagian be-
sar belum menikmati kemerdekaan yang
sesungguhnya. Kemerdekaan yang bebas
dari ketertindasan, kemiskinan dan men-
jadi bangsa yang bermartabat di dunia in-
ternasional. Oleh sebab itu, dapat dipa-
hami mengapa founding fathers bangsa ini
menempatkan petani pada prioritas utama
untuk ditingkatkan kesejahteraannya, Ber-
samaan itu pula maka hampir diseluruh
negara bekas jajahan di dunia, termasuk In-
donesia, memilih lzndreform sebagai bentuk
upaya menyejahterakan kehidupan petani.

Itulah sebabnya mengapa UUPA
1960 yang mengandung jiwa landreform,
menghendaki adanya suatu perubahan
struktur pemilikan dan penguasaan tanah
yang mencerminkan rasa keadilan bagi seba-
gian terbesar rakyat Indonesia, yakni petani.
Ketika program landreform gagal dilaksana-
kan dan diganti dengan program revolusi
hijau, ternyata petani masih tetap pada la-

pisan masyarakat miskin. Sementara sumber
daya agraria, yakni tanah dan sumber daya
alam lainnya semakin menjadi milik lapisan
orang orang kaya yang tidak pernah “netes”
ke bawah sebagaimana indahnya teori per-
tumbuhan ekonomi ‘trickle down effect”.
Orang kemudian mencoba berfikir, apa-
kah landreform masih relevan untuk di-
aktifkan kembali? Bagaimana pula rumus
rumus hukum yang dibuat tahun G60-an
harus diterapkan pada masyarakat yang telah
banyak mengalami perubahan, baik peru-
bahan penduduk, tehnik bercocok tanam,
tuntutan kualitas produksi, ketersediaan
tanah pertanian karena alih fungsi tanah,
ikatan ikatan hukum dalam konteks global
dan sebagainya. Uraian berikut ini hanya
akan membahas beberapa issu perubahan
tersebut dipandang dari sudut hukum.

Pengertian Landreform
Pengertian t'andrgﬁ?rm
berkaitan erat dengan se}'arah perkembangan

(yuridis)

hukum agraria negara yang bersangkutan.
Motif historis perubahan sosial atas tatanan
agraria untuk menciptakan masyarakat yang
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lebihadiltanpapenindasan menjadiciriutama.

Bagi Indonesia, Undang-undang
Pokok Agraria adalah induk ketentuan /an-
dreform. Sementara itu ada yang berpenda-
pat bahwa yang dinamakan ketentuan /lan-
dreform hanyalah UU No.50/1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian dan PP
No0.224/1961 tentang Pelaksanaan Pem-
bagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Menurut  A.P.Parlindungan,UUPA
1960 adalah merupakan induk dari landre-
ﬁ?rm di Indonesia dan hal ini dapat dibaca
dalam Memori Penjelasan
UUPA 1960 landreform. Jadi
pemahaman ini lebih luas
dari sekedar apa yang di-
cantumkan dalam Undang-

undang No 56/1960

man sempit). Oleh sebab
pemahaman
yang lebih luas akan meliputi antara lain:

itu dalam

2 dihilangkannya dualisme hukum (Hukum
adat dan hukum Barat).

b. ditegakkannya kepastian hukum.

c. diakuinya hukum adat sebagai dasar pem-
bangunan hukum agraria nasional

d. fungsi sosial

€ larangan latifundias, larangan monopoli
tanah

f. kesamaan antara warga negara laki laki dan
perempuan

g. ceiling dan batas minimum

h. surplus tanah

i. tanah absentee (tanah guntai).

Dengan demikian pengertian /an-
:71'?‘6_’]%'?‘??! tidak dikesankan sekedar bagi-bagi
tanah kelebihan unruk petani atau buruh
tani tak bertanah, baik karena dipandang
dari sudut belaskasihan negara ataupun kare-
na rakyat secara aktif memperjuangkan dan
merebur hak yang telah diberikan tersebut.

Sekalipun perubahan yang tercan-

“ Tidak mustahil justru
hukum dipakai alat untuk
dii mencuri harta rakyat. (Recht

PP No.224/1961 (pemaha- als instrument van diefstal).

tum dalam UUPA 1960 mendasarkan diri
pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 namun
tidak seluas isi pasal 33 ayat 3 UUD 1945
yang meliputi bumi, air, serta kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya. UUPA
1960 masih tetap membarasi diri pada pe-
rubahan yang ferjadi atas tanah, baik struk-
tur pemilikan, penguasaannya maupun
penggunaan atau pemanfaatan, persediaan
dan perencanaannya. Hal lain misalnya air
serta tambang atau mineral tidak meliputi
garapan yang disentuh oleh [landreform.

Pendekatan

Konsep landreform masa lalu
mestinya harus dievaluasi apa-
bila ingin dikaji penerapannya
pada masa kini. Banyak faktor
obyektif yang telah berubah,
kali ini kajian dipusatkan pada
peranan hukum untuk meru-
bah masyarakat (law as a rool of social engi-
neering).

Dari sudut pandangan Karl Marx
terdapat dua macam ﬁmgsi hukum yakni
perspektif instrumental. Artinya menelusuri
perkembangan hukum sebagai alat kontrol
klas yang sedang berkuasa. Hukum sebagai
alat yang dipergunakan untuk memaksimal-
kan kepentingan kelas yang sedang berkuasa
untuk mengontrol kelas pekerja. Oleh sebab
itu maka definisi kejahatan, hukum, pem-
bentukan kebijakan dan berfungsinya sistem
pemidanaan dimanipulasi oleh konspirasi
kelas yang sedang berkuasa. Tidak musta-
hil justru hukum dipakai alat untuk mencuri
harta rakyat. (Recht als instrument van dief-
stal). Perspektif yang kedua ialah perspekrif
structural, artinya perspektif ini memandang
hukum sebagai sesuatu yang relatif bebas,
sembari mencoba menjelaskan kedudukan
hukum dengan memfokuskan pada semua
dinamika sistem kapitalis itu sendiri. Sebagai
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suatu pandangan struktural maka aspek pen-
yamarataan keadaan, cara pendekatan sekali-
pun yang dihadapi kenyataannya beragam—
sulit dihindari. Konsep hukum yang seragam
selalu datang dari atas, sebagai suatu bentuk
keputusan politik.

Pendekatan yang instrumentalistis
maupun strukturalistis selama ini telah men-
unjukkan kegagalannya karena efekrifitas
peraturan landreform sendiri sangat rendah.
Hal ini bisa disebabkan karena adanya cacat
pada peraturannya atau terletak pada aspek
pelaksanaannya, faktor kultural petani sendi-
ri yang kurang diperhitungkan, ataupun dari
segi politis tidak mendapatkan dukungan
maupun pendanaan yang memadai. Oleh
sebab itu semua faktor yang dapat mempen-
garuhi berhasil tidaknya program landreform
seharusnya mendapatkan perhatian, sehingga
merupakan suatu pendekatan yang integratif.

Identifikasi masalah
Pertama ialah dari aspek politik.
Banyak negara sedang berkembang telah
gagal melaksanakan landreform karena tidak
adanya strong pafiﬁm! commitment to reﬁ:rm.
Bahkan Zdndrfﬁrm justru menjadi obyek
sengketa antar partai partai untuk merebut
simpati rakyat.Program program landreform
tidak pernah secara eksplisit dan significan
menjadi program pembangunan yang kon-
sisten dilaksanakan dari tahun ke tahun. Hal
mana bisa dilihat dari lemahnya dukungan
politik dari negara (termasuk Dewan Perwak-
ilan Rakyat) untuk melakukan perubahan.
Hal ini dapat dilihat dari dua hal, per-
tama Undang Undang Pokok Agraria 1960
( UU No.5 th 1960.LN.1960-104-TLN
No. 2043 ) -sebagai induk UU Landreform
(UU No.56 Prp th 1960 LN 1960-174,
TLN No.5117) - disusun dan kemudian
diundangkan dalam situasi konflik politik,

antara partai partai yang b&[’ﬁ',‘bllt pengaruh.

Undang Undang Pokok Agraria 1960 diun-
dangkan pada masa Kabinet Sukiman yang
mewakili Partai Masyumi yakni partai yang
dianggap paling keras menentang PKI. Im-
basnya, pelaksanaan Landreform menjadi
terganjal oleh perang perebutan pengaruh
politik bahkan ideﬂlogi, sehingga justru
malah menjadi sumber konflik tanah, yang
pada ujungnya rakyat pulalah yang men-
jadi korban. Buntut panjang sangat terasa
puluhan tahun setelah tahun 1965. Prak-
tis di bawah pemerinta_han orde baru isu
landreform menyurut berbarengan dengan
trauma politik, yakni keengganan orang
berbicara landrefrom karena takut men-
erima resiko dituduh terlibat makar politik.

Disamping itu para petani dan bu-
ruh tani tidak mempunyai kesatuan dan
kesamaan langkah yang diikat oleh satu-
nya kepentingan bersama, misalnya dalam
suatu federasi petani atau buruh, tetapi
terpecah belah menurut aliran poiitiknya,
sehingga konflik antar partai berimbas pada
konflik antar serikat petani atau antar bu-
ruh tani yang pada umumnya menjadi
onderbouw masing masing partai begitu-
pun serikat  buruh pabrik di perkcntaan.

Kedua dari aspek hukum, beberapa
peraturan landreform mengandung defect
atau cacat karena mencantumkan banyak
pasal pengecualian, tiadanya aturan tanpa
sanksi, kontradiski kontradiksi dalam sis-
tem hukum sendiri. Namun |, sesungguhn—
ya landreform sudah cukup lengkap peng-
aturannya namun yang menjadi kendala
ialah cﬁktiw'm.mya, yaitu , gagal mencapai
tujuan Lﬂndr@%r’m sebagaimana digambar-
kan oleh kedua undang undang tersebut.

Ketidak efektifan itu dikarenakan
orang mencari lubang lubang yang masih
memungkinkan untuk menguasai tanah
yang sangat luas diluar ketentuan hukum
misalnya dengan cara memakai surat kuasa
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mutlak,yakni surat kuasa yang tidak dapat
dibuart oleh si pemberi kuasa diatur dalam
kitab Undang Undang Hukum Perdara.
Praktek ini marak karena dengan surat kuasa
mutlak orang menyiasati pemilikan tanah
secara guntai (memilik tanah pertanian oleh
orang yang bertempat tinggal diluar kecama-
tan tempat letak tanahnya). Menteri Dalam
Negeri mengeluarkan

itu ketentuan tersebut di atas harus disesuai-
kan dengan sensus penduduk yang terbaru.

Di samping itu kriteria tanaha ab-
sente yang memakai tolok ukur daerah ke-
camatan perlu ditinjau lagi karena yang
menjadi kriteria sesungguhnya adalah ket-
er}angkauan pemi[ii( tanah secara efekrif

mengerjakan tanah pertaniannya ( Psl 10

UUPA jct psl 3 PP

larangan  pemakaian
kuasa murtlak untuk
penguasaan tanah
yang demikian, seka-
lipun secara yuridis
orang memperdebat-
kan keabsahan laran-
gan itu dilihat dari
herarki  perundang

undangannya. Secara

fakrual, temuan Lade-
jinsky menyatakan
bahwa jumlah tanah
yang akan didistri-
busikan kepada para
petani dan buruh tani
yang berhak, di Jawa,
tidak lagi mencukupi,
namun tidak jeias-
solusinya dari mana
mereka yang tidak mendapat bagian tanah
redistribusi akan mendapatkan bagiannya.

Ketentuan mengenai batas luas
tanah pertanian yang dapat dimiliki oleh
seseorang yang berdasarkan kepadatan pen-
duduk setiap kota semakin diragukan va-
liditasnya, karena bertambahnya penduduk
yang sudah tidak sesuai lagi ketika ketentuan

batas maksimal pemiiikan tanah pertanian

itu diundangkan.(UU No.56 th 1960 ject
Kpts Menteri Agraria No.Sk/978/Ka/1960
jct Kpts Kepala BPN no.20/1992, dua pera-
turan terakhir ini tentang Penegasan luas
maksimum tanah pertanian) .Oleh sebab

KEHIDUPAN

No.224 th 1960, jet
PP No.41 th 1964 jet

Kpts Menteri Agraria
No.sk Vi/6/1962
TLN No.262), ka-
rena setiap pemilik
tanah diharuskan
secara aktif menger-
ja_kan tanahnya
sendiri. Berkem-
bangnya  transpor-

tasi kiranya semakin
memudahkan orang
mencapai tanah mi-
liknya, sehingga
ketentuan  hukum
tersebut  seharusnya
disesuaikan den-
gan perkembangan
transportasi tersebut

Ketiga, seringkali kurang memperha-
tikan aspek budaya petani yang masih san-
gat bergantung pada hubungan patron client,
sehingga menjadi faktor penghambat pela_k—
sanaan landreform. Faktor budaya tidak men-
dapat perhatian sehingga landreform sekali-
pun peranannya tidak dapa{ dianggap ringan
atau kecil. Hubungan antara pemilik tanah
dengan petani penggarap atau penyewa ada-
lah hubungan yang berdasarkan nilai nilai
tradisional yang mengedepankan kerukunan
dan keselarasan (patron—client). Oleh sebab
itu konfiskasi tanah milik kelebihan yang
dibagikan kepada petani penggarap atau bu-
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ruh tani tidak saja dianggap aneh oleh pemi-
lik tanah tetapi juga penerima tanah obyek
landreform tersebut. Bagaimana mungkin
orang sudah ditolong dan diberi pekerjaan
lalu kemudian tanah tersebut diambil oleh
negara dan diberikan kepada orang yang
dulu ditolong. Penolakan para
penerima tanah garapan itu
juga terjadi di India daerah Ut-

tar Pradesh sebagaimana ditulis

Karena trauma dengan
tragedi September 1965, para
petani ini banyak yang tida
memproses tanah bagian /lan-
dreform yang diredistribusikan
kepadanya hingga mendapat-
kan sertifikat. Bahkan dengan
dalih, bahwa orang yang men-
erima tanah &mdﬂ’ﬁ?rm itu terli-
bat makar, tanah tanah tersebut
dikuasai oleh pemerintah daerah, sebagian
dipinjamkan pada instansi yang tidak berhak
. Demikian juga banyak bekas pemilik tanah
kelebihan yang berusaha dengan keras untuk
memperoleh kembali tanah tanah mereka.

Keempat, — kurang  memperhati-
kan hubungan perdagangan yang bersifat
global, sehingga produk pertanian masih
dihasilkan dengan cara cara tradisional
yang kurang memenuhi persayaratan kes-
ehatan, serta mutu yang prima. Hal ini
tidak lepas dari ketertinggalan perkem-
bangan tehnologi di bidang pertanian.

Kelima, tiadanya organisasi tani
yang solid dan tangguh, modern yang beru-
saha melindungi secara swadaya kepentin-
gan petani secara nasional. Organisasi tani
yang lalu hanyalah merupakan kepanjan-
gan kepentingan pclitik partai yang sedang
berkuasa atau kepentingan poltik partai
partai yang memperebutkan kekuasaan atau

pengaruh. Advokasi pada saat ini banyak

Hal ini pulalah yang mendapat-
kan kritik dari Joseph J.Stiglitz se-
J.Uppal Landr ff’ﬁ? o b Tadia )mrang pakar pe;:aih hadiah Nobel

bidang ekonomi yang menyaran-
kan agar program pembangu-
| han ekonomi Indonesia lebih
memfokuskan pengembangan
ekonomi yang menjadi landasan
kehidupan mayoritas penduduk.
(Kompas 15 Desember 2004).

dilakukan oleh lembaga lembaga swadaya
masyarakat serta berbagai organisasi tani.

Keenam dari sudut sosial ekonomi ,
ketentuan landreform kurang mendapat re-
spon positif, terutama setelah pergantian
pemerintah orde lama ke orde baru. Bergan-
tinya program landreform
menjadi gerakan revolusi
hijau menandakan bahwa
tidak lagi dilakukan peru-
bahan struktur pemilikan
dan penguasaan tanah.
Bahkan sektor agraris ini
penyumbang

industri

menjadi
sektor
upah buruh yang sangat

murah, di samping nega-

karena

ra menjadi fasilitator dan
pihak yang memungkin-
kan mendapat tanah den-
gan harga yang sangat mu-
rah, karena alasan fungsi sosial hak atas tanah.

Dalam kurun waktu 40 tahun terny-
ata cita cita UUPA 1960 untuk mengangkat
kesejahteman rakyat (petani) belum dapat
direalisasikan dengan baik, bahkan negara
Indonesia yang agraris dan subur ini men-
jadi pasar yang subur bagi produk produk
pertanian luar negeri, baik beras, gula,
buah buahan yang menandakan kurang
menggembirakannya nasib petani di In-
donesia. Program program pembangunan
masa lalu kurang berpihak pada kepentin-
gan sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu
petani dan buruh. Hal ini pulalah yang
mendapatkan kritik dari Joseph J.Stiglitz
seorang pakar peraih hadiah Nobel bidang
ekonomi yang menyarankan agar program
pembangunan ekonomi Indonesia lebih
memfokuskan pengembangan ekonomi
yang menjadi landasan kehidupan mayori-

tas penduduk. (Kompas 15 Desember 2004).

Jelaslah  bahwa berbagai aspek
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baik politik, sosial ekonomi, budaya dan
tehnologi harus mengambii kontribusi
dalam rangka pelaksanaan landreform den-
gan menganalisis baik kelemahan maupun
kelebihan masing masing aspek agar bisa
secara tepat diambil suatu kebijakan yang
menyeluruh dan terpadu. Ini menuntut cara
berfikir dan berpandangan yang visioner,
bertindak yang komprehensif dan integratif.
Di samping itu keadaan sekarang yang telah
banyak berubah, dibanding dengan masa
UUPA/landreform yang lebih dari 40 tahun
yang lalu , maka pe:lu adanya identifikasi
sosok petani/buruh tanisaatsekarangdan tan-
tangannya pada hari esok/masa depan dalah
suatu keharusan. Berikutini beberapa catatan
perubahan tersebut yang perlu disesuaikan :
* Dari aspck politik, proses demokratasi
dan desentralisasi telah menggelinding.
Hal ini berarti bahwa proses peruba-
han pclitik akan sangat ditentukan oleh
rakyat secara langsung.Oleh sebab itu
kontrol politik atas peranan negara baik
secara langsung maupun lewat Dewan
Perwakilan Rakyat harus menjadi sen-
jata bagi golongan besar rakyat yaitu
petani, mengingat apa yang disebut
pesta demokrasi lima tahunan harus
menjadi sarana bargaining position
yang efekrif bagi gerakan petani dan
buruh tani. Di samping itu juga kon-
trol terhadap kerja legislasi yang men-
yangkut hajat hidup petani dan buruh
harus menjadi fokus perhatian, karena
produknya menjadi landasan yuridis
bagi pembenaran keberpihakan kepada
kepentingan petani/buruh tani. Hal ini
mungkin akan membawa dampak yang
signifikan terpilih tidaknya para calon
legisiatif, dan bukan L'-Lgi secara otonom
ditentukan oleh partai tetapi lebih di-
tentukan oleh konstituennya. Untuk
itu perlu adanya organisasi tani yang

berskala nasional yang mampu men-
gaktua[isasi kepentingan kepentingan
riil petani dan mempunyai kekuatan
untuk melakukan bargaining position.
Pimpinan organisasi ini harus benar be-
nar petani yang menghayati kehidupan
dan kesulitan petani, bukan pimpinan
organisasi yang mengabdi kepentingan
elit poiitik]negara seperti masa lalu.

. Dari asptk hukum suartu undaﬂg un-
dang yang memfasilitasi kepentingan
petani , misalnya kemudahan untuk
memperoleh kredit (tanpa agunan),
perlindungan produk domistik dari
serbuan produk asing yang merugikan,
mengatur bagaimana memperoleh ke-
mudahan memperoleh sertifikat tanah,
melakukan transaksi tanah yang sah
dengan biaya ringan, melanjutkan pe-
nyempurnaan undang undang Pokok
Agraria 1960 serta produk produk
hukum Iainnya yang tumpang tindih
sebagaimana diamanatkan oleh Tap
MPR No.IX tahun 2001 serta Kepres
34 tahun 2003, serta memperhatikan
pasal pasal amandemen UUD 1945
yang memperkuat hak hak masyarakat
hukum tardisional .Masih dipertahan-
kannya lembaga adat yang melayani
kepentingan petani dengan mudah
seperti bagi hasil, gadai, sewa tanah,
namun lembaga tradisional terseburt

harus dihilangkan aspek pemerasannya.

* Dari aspck sosial ckonomi, pcrlu
adanya poﬁtik pembangunan ekonomi
yang benar benar mencerminkan ke-
butuhan nyata petani dan buruh tani.
meningkatkan pengetahuan petani ten-
tang produksi dan pemasaran, mem-
fasilitasi kemudahan ekspert produk

yang kualitas 3 membangun kader
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kader tani yang modern sebagai idola
petani masa depan, mensinergikan
kekuatan perguruan tinggi, lembaga
penelitian dan instansi yang terkait
untuk meningkatkan daya saing
produk pertanian dalam pasar global.

* Dari aspck budaya agar tidak me-
lupakan potensi pranata tradisional,
yang masith mampu melayani ke-
butuhan kecil, simpan

pinjam, bagi hasil, gadai tanah

ekonomi

dengan catatan lembaga lembaga
tradisional tersebut dihiiangkan as-
pek aspek yang bersifat pemerasan.

Terpuruknya sektor pertanian diikuti
dengan tiadanya kebanggaan menjadi petani.
Produk produk pertanian yang tidak bisa
diandalkan lagi menjadi penopang kehidu-
pan petani menyebabkan tanah tanah milik
yang berasal dari landreform juga dari pem-
berian transmigrasi kemudian dijual. Ber-
bagai informasi hal ini disebabkan karena :

1. tanah obyek landreform diminta
oleh orang orang yang menuduh
penerima tanah obyek landreform ini

tersangkut Tragedi September 1965.

2. penyiapan tanah obyek landre-
form kurang baik untuk dikerja-
kan, karena persiapannya kurang
matang, sehingga tumbuh ila-

lang dan akhirnya ditinggaikan.

3.tidakada ketrampilan untuk menja-
di petani, karena para penerima tanah
tersebut bukan asli petani tetapi orang
geiandangan yang disweeping dan

kemudian diberi ketrampilan petani.

4. perlunya dikaji dimana kelema-

han pengusahaan perkebunan (sawir)
di Indonesia untuk menjawab per-
tanyaaan dan mencari solusi men-
gapa pengusaha perkebunan sawit
di Malaysia dapat menggaji buruh
(Indonesia) lebih baik dari pengu-

saha perkebunan sawit di Indonesia.

% perlu pula dikaji kelema-
han PIR yang diterapkan selama
ini. Banyak petani PIR yang ridak
berdaya menghadapi pabrik sa-
wit dalam hal penetapan harga
tandan buah segar kelapa sawit.
6. Ribuan hekrar tanah rterlantar
misalnya bekas HGU yang habis
masa berlakunya, bekas kawasan pe-
mukiman di daerah pertambangan
karena sumber tambangnya sudah
habis, tanah yang dikuasai real es-
tat yang karena kekurangan modal
karena krisis ekonomi. Tanah tanah
telantar ini seharusnya mendapat-
kan prioritas penanganannya karena
sangat ironis sebab di satu pihak
rakyat membutuhkan tanah garapan
di pihak lain banyak tanah terlantar
yang dibiarkan tidak produktif tetapi

tidak boleh diker}akan oleh rakyat.
7. Via UU NO0.22-1999 jc UU
No.32 -2005 pemerintah dae-
rah agar segera mempersiapkan dan
melaksanakan  kewenangan yang
berhubungan dengan pertanahan
yang diorientasikan pada
berdayaan  ekonomi  kerakyatan

pem-

Landreform dan Tanah Perkebunan

Sebagaimana tersebut di atas, maka
terdapat ribuan hektar tanah perkebunan
yang dapat dikategorikan terlantar. Namun
demikian belaum ada tindakan yang konk-
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rit untuk memanfaatkan tanah perkebunan
tersebutbagikepentinganmasyarakatbanyak.

Kedudukan petani disekitar perke-
bunan banyak yang belum berubah dari
masa Hindia Belanda. Mereka seringkali
menyaksikan kemewahan dihadapan mata
mereka semnetara masib mereka belum
beranjak baik. Hal itu lebih menyedihkan
lagi menyaksi kan areal perkebunan luas
yang terlantar tetapi tidak boleh dikerjakan
oleh rakyat. Bahkan sebagian dari mereka
telah merasakan pahitnya ruang tahanan
karena mengambil buah sisa tanaman yang
telah ditinggalkan pemiliknya karena diang-
gap mencuri. Anehnya, tanah perkebunan
yang terlantar yang akan dijadikan obyek
landreform dalam rangka program pemer-
intah yang disebut kmdnﬁm dan access
reform dalam masa Menteri Negara Badan
Pertanahan Nasional Joyo Winoto rtidak
lagi terdengar gaungnya alias dibatalkan.

Di luar Jawa perluasan tanah perke-
bunan dengan hak guna usaha telah banyak
menimbulkan konflik dengan masyarakat
hukum adat seperti nasib masyarakat hu-
kum adat Bathin di Sumatera (Jambi ?) yang
tanahnya tergusur oleh perkebunan kelapa
sawit. Belum lagi tumpang tindih hak yang
diberikan dengan ijin yang dimiliki orang
lain atas obyek yang sama juga banyak
menjadi masalah. Hal ini tentu merupakan
dampak kebi}akan yang tidak rterkontrol
dengan baik. Banyak 1jin pengelolaan hu-
tan yang diobyekkan untuk kepen{ingan
politik perebutan kekeuasaan di daerah,
modal untuk menjadi atau memperkuat
kedudukaan sebagai kepala daerah. Akibat
lainnya ialah hancumya habitat karena salah
urus, setelah kekayaan pertambangan di-
kuras habis. Masa depan anak anak bangsa
yang mengadalkan diri kehidupannya di
bidang pertanian akan kehilangan harapan

jika,., penataan pemilikan dan penguasaan

hak atas tanah tidak mampu menyejahtera-
kan dan mewujudi(an rasa keadilan sosial.

Kesimpulan

Sampai hari ini, nasib para petani tak
bertanah belum banyak beranjak dari situasi
masa lalu. Hal ini dikarenakan perubahan
politik hukum ltmdrqﬁn*m yang lemah dalam
implementasinya. Hukum fandrfﬁrm seba-
gaimana umnya sifat hukum tertulis yang
kaku dan tidak bisa menangkap segera kebu-
tuhan masyarakat,mestinya harus disesuai-
kan dengan perubahan masyarakat tanpa
meninggalkan esensi !andrej‘brm itu sendiri.
Mantan Kepala BPN yang menggulirkan
landreform dan access reform merupakan
jawaban akan keburuhan dan dinamika
masyarakat untuk mewujudkan keadilan
dan kesejahteraan sosial. Semestinya sum-
berdaya alam yang melimpah dinikmati
oleh rakyat yang sebagian besar menggan-
tungkan diri dari sumberdaya alam terseburt.
Namun kenyataannya program program
pemerintah kurang menyentuh kebutuhan
riel rakyat petani, sehingga negara terus
menerus mengidap penyakit amnesia yaitu
negara agraris yang lupa akan jati dirinya.
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MP3EI : Cerita (Si)Apa? Mengapa Sekarang?’

Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy?

Untuk mempercepat pembangunan, pada Mei 2011, kami meluncurkan Master Plan Per-
cepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 — 2025 (MP3EI). Dalam
wakrtu 14 tahun ke depan, kami menargetkan 460 miliar US $ untuk investasi di 22 kegiatan
ekonomi utama, yang terintegrasi dalam delapan program, yang mencakup pertambangan,
energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. Karena itu, Master Plan ini mem-
berikan kesempatan besar bagi investor internasional. Akhirnya, dalam kapasitas saya seba-
gai Kepala Pemasaran Perusahaan Indonesia (chief salesperson of Indonesia Inc.), saya
mengundang anda untuk memperbesar bisnis dan kesempatan investasi di Indonesia.

(Pidato  Pembukaan Presiden Republik Indonesia pada pertemuan Chief Executife
Officer [CEO] APEC, Nusa Dua, Bali 6 Oktober 2013. penekanan dari penulis)

Abstrak
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) secara nyata
bukanlah hasil pemikiran pemerintah Indonesia. Dia lahir dari ketidak berdayaan pemerintah un-
tuk melawan segala bentuk tantangan globalisasi. MP3EI adalah satu rumus yang menampung se-
mua keinginan para kauwm pemodal untuk mengeruk keuntungan dari sektor ekstraktifdi Indonesia.

Kata Kunci: Produksi kapitalis, Pembagian kerja, krisis finansial, strategi pembangunan

Latar Belakang

Di hadapan 1.200 pejabat ekse-
kucif perusahaan dan berbagai kepala ne-
gara acara Konferensi Tingkat Tinggi Fo-
rum Kerjasama Asia Pasifik (APEC) 2013,
Presiden Bambang Yudhoyono
(SBY) menutup pidato pembukaannya

Susilo

dengan pernyataan yang lugas dan terang-
terangan: bahwa dirinya adalah Kepala Pe-

masaran dari Perusahaan Indonesia. Untuk
mendukung itu maka pemerimahannya
telah menyiapkan desain megaproyek pem-
bangunan yang disebut dengan Master
Plan Percepatan dan Perluasan Pemban-
gunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Pada 20 Mei 2011, pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Presiden No.
32/2011 tentang Master Plan Percepatan

1. Tulisan ini merupakan bagian dari laporan penelitian Sajogyo Institute “Proses-proses Kebijakan dan
Konsekuensi MP3EI” yang didukung oleh Samdhana Institute. Beberapa data dalam tulisan ini dikontri-

busikan oleh Didi Novrian dan Swanvri.

2. Noer Fauzi Rachman adalah Direktur Eksekutif Sajogyo Institute. Dian Yanuardy adalah penggiat Sa-

jogyo Institute.
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dan Perluasan Pembangunan Ekonomi In-
donesia 2011-2025 (MP3EI)’. Bersamaan
dengan Perpres itu diterbitkan juga suartu
buku setebal 210 halaman, berisi tentang
strategi, tata cara, dan protokol dan berag-
am rancangan megaproyek pembangunan.

Segera setelah MP3EI diluncurkan,
perusahaan-perusahaan raksasa skala du-
nia dan kepala negara-negara industri maju
menyambut kehadiran MP3EI. Perusahaan-
perusahaan besar yang tergabung dalam
China Top 500 Foreign Trade Enterprise, mis-
alnya, berminart untuk berinvestasi di bidang
manufaktur dan pertambangan®.
tah dan pengusaha asal Jepang juga merupa-

Pemerin-

kan pendukung setia bagi Master Plan ini.
Selain berinvestasi di bidang infrastrukeur,
pemerintah Jepang berkomitmen untuk
mewujudkan lima flagship projects dari 18
[fast-track projects yang terdapat dalam skema
Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek-

proyek tersebut antara lain adalah pengem-

bangan sistem Mass Rapid Transportation
(MRT) di Jakarta, pembangunan pelabuhan
laut internasional di Cﬂamaya, perluasan dan
pengembangan bandara Soekarno-Hatta,
pembangunan new academic research cluster
serta pembangunan fasilitas pengolahan lim-
bah di Jakarta’. Sampai saat ini, Jepang telah
mengucurkan bantuan sebesar 100 miliar
yen (Rp 140 triliun), utamanya untuk fass-
track projects. Tak ketinggalan, pemerintah
Amerika Serikat memanfaatkan momentum
ini dengan penandatanganan Nota Kesepa-
haman (MoU) yang berjudul Cooperation for
the Development of Industrial Sectors to Sup-
port Infrastructure Projects yang akan men-
gucurkan investasi AS sebesar US$ 5 miliar
ke Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah
terus mengadakan dan memanfaatkan ber-
bagai forum pertemuan di luar negeri untuk
menjual MP3EI pada pengusaha dan pemer-
intah Jerman, Asia, Australia dan Eropa®.

Di tengah gencarnya pemerintah

3. Pada hari Jum'at, 27 Mei 2011, MP3EI diluncurkan dalam suatu acara yang megah di Hotel Jakarta Con-
vention Center. Peluncuran Master Plan itu dihadiri oleh Kepala Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Partai
Politik, Para Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, Ketua DPRD Propinisi, Komite Ekonomi Nasiona, Komite
Inovasi Nasional, Bupati/Walikota, Kedutaan dan Lembaga Internasional, Kamar Dagang Indonesia, Him-
punan Pengusaha Muda Indonesia, Dunia Usaha, BUMN, serta Universitas.

4. Club Top 500 dibentuk oleh para pengusaha, ahli ekonomi dan keuangan, diplomat dan politisi Republik
Rakyat Cina yang memiliki pengaruh dalam perdagangan dan investasi luar negeri. Saat ini Club Top 500
beranggotakan sekitar 1.000 anggota, dengan pendapatan 53% dari perdagangan luar negeri dan menjadi
pilar penting dalam pembangunan ekonomi Cina. Melalui Club Top 500 para pengusaha terkemuka Cina
membangun strategi global yang kuat, dan membantu pengusaha-pengusaa Cina untuk dapat bersaing di
dunia internasional. Menurut Deputi Promosi Investasi Badan Kordinasi Penanaman Modal Himawan
Prayoga, terdapat 5 bidang usaha di Indonesia yang dapat dikerjakan para investor Cina ini, yaitu indus-
tri manufaktur, industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan; infrastruktur dan konstruksi; dan
energi baru dan terbarukan. Dan guna membantu investasi, telah disiapkan serangkaian paket stimulus
ekonomi, membuka kawasan ekonomi khusus, memberikan kepastian hukum, memberikan kemudahan
proses perijinan dan memberikan insentif perpajakan yang menarik.
http://ramadhan.detik.com/read/2013/07/05/125343/2293612/4/perusahaan-top-500-china-minat-investa-
si-di-indonesia, diakses pada 13 Januari 2014.

5. http://kp3ei.go.id/uploads._file/buletin/Bulletin_ KORIDOR_Edisi_Perdana-2013.pdf, diakses pada 14

6. http://jakarta.usembassy.gov/news/pr_08092012.html, diakses pada 13 Januari 2014.
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menjalankan MP3EI belum terdapat suatu
studi yang secara kritis membedah genealogi
kebijakan MP3El dan bagaimana MP3EI
bekerja. Beberapa kajian yang telah dilaku-
kan pada umumnya hanya mempermasalah-
kan kemampuan MP3EI mengatasi ketim-
pangan pembangunan antar wilayah atau
hanya sekedar memaparkan hambatan-ham-
batan implementasi MP3El” . Sementara ka-
jian yang lain secara langsung memaparkan
potensi dampak-dampak MP3EI terhadap
masalah keselamatan rakyat, perampasan
tanah, atau dampaknya terhadap buruh®.
Tulisan ini pada da.sarnya bersifat sebagai
suatu studi pendahuluan (preliminary study)
yang berupaya untuk menganalisa berba-
gal macam proses yang saling terkait dalam
mendorong lahirnya MP3EI dan bagaimana
negara membuat MP3EI bekerja. Sembari
juga, memeriksa secara sekilas kondisi-kondi-
si di tempat proyek MP3EI dilaksanakan.

Dalam rangka tujuan tersebut, tu-
lisan ini bertolak dari tiga pertanyaan uta-
ma: (1) Bagaimana proses-proses kebijakan
MP3EI terbentuk? Secara lebih spesifik,
tulisan ini berupaya untuk memeriksa men-
gapa MP3El ada dan muncul? Mengapa
sekarang? Bagaimana desain seperti MP3EI
berhubungan dengan kecenderungan-ke-
cenderungan desain internasional serupa
di level regional?; (2) Bagaimana peran ne-
gara mengalami perubahan untuk membuat
kebijakan MP3EI bekerja? Pertanyaan ini
secara khusus berupaya untuk memeriksa
trayekrori dari perubahan kebijakan negara
yang memfasilitasi aliran kapital selama

masa akhir Orde Baru hingga Reformasi;

dan bagaimana prakrtik dari aparatus negara
untuk membuat MP3EI bekerja. Tulisan ini
diharapkan dapat berkontribusi pada ka-
jian tentang bagaimana MP3EI muncul dan
bagaimana desain pembangunan itu bekerja.

Asal-Muasal MP3EI

1. Krisis Kapital(is) dan Pergeseran Geo-
grafi Produksi

MP3EI lahir bukan dari kreasi jenius
rejim Susilo Bambang Yudhoyono. Setiap
upaya untuk memahami desain pemban—
gunan MP3EI akan kurang memadai, jika
tidak membacanya dari sudut pandang di-
namika pergerakan kapital. Kapital adalah
suatu proses dan cara produksi yang meng-
gerakan uang untuk memperoleh uang yang
lebih banyak (Money-Commadi{y-Mwe Mon-
ey). Dalam cara produksi kapiralis, proses itu
tak bisa berhenti dan berlaku sekali saja, ia
harus selalu merupakan proses akumulasi
keuntungan yang tanpa henti (endless ac-
cumulation) dan harus selalu menghilang-
kan hambatan supaya proses akumulasi itu
dapat mengalami pembesaran dan perlu-
asan (boundless accumulation). Kapital juga
merupakan relasi sosial, yaitu hubungan
antara kelas kapitalis dan kelas buruh dalam
suatu proses kerja dimana untuk memper-
oleh uang lebih banyak (laba), kelas kapiralis
mengeksploitasi dan menghisap kelas buruh.

Tetapi, cara produksi kapitalis yang
sedemikian itu selalu menghasilkan krisis
yang disebut dengan dengan krisis overaku-
mulasi. Krisis bukan berarti ketiadaan uang
arau barang, malahan, ia adalah kondisi

7. Sebagai misal adalah kajian yang dibuat oleh Strategic Asia (2012) dan Mudrajad Kuncoro (2013).
8. Lihat misalnya Siti Maemunah (2013), Muhamad Ridha (2013) dan Hilmayati Safitri (2012).
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dimana keberlimpahan uang dan barang
terjadi. Krisis overakumulasi dapat rampil
dalam berbagai bentuk yaitu: overproduksi
komoditas, yaitu berlimpahnya dan berle-
bihnya barang-barang dagangan di pasar;
jatubnya tingkar keuntungan; surplus kapital,
yaitu melimpahnya uang-kapital yang tidak
dapat diinvestasikan kembali serta ketiadaan
kesempacan bagi uang-kapital untuk mem-
peroleh keuntungan dari proses produksi;
surplus tenaga kerja,
yaitu melimpahnya
tenaga kerja yang tak
dapat diserap dalam
proses produksi dan
atau  berupa
ingkatnya level ek-

men-

sploitasi tenaga kerja.

Salah  saru
krisis kapitalis yang
berskala dunia dan

paling terkemuka adalah Depresi Besar ta-
hun 1930an. Krisis itu bermula di Amerika
Serikar, setelah kejatuhan harga saham pada
September 1929 yang berlanjut dengan han-
curnya harga saham pada Oktober 1929. Se-
bagai efeknya, maka perolehan pajak, harga
barang, tingkat keuntungan hingga penda-
patan individu menjadi turun. Perdagangan
internasional juga menurun hingga 50%,
tingkat pengangguran karena pemutusan
hubungan kerja di Amerika Serikat mening-
kat menjadi 50% dan dibeberapa negara lain
mencapai 33%. Kota-kota besar penopang
industri kapitalis sangat terpukui oleh kri-
sis ini. Sektor-sektor utama industri seperti
konstruksi, pertambangan, perkayuan, dan
perkebunan mengalami kemerosotan parab.
Pertanian dan wilayah pedesaan mender-
ita karena harga-harga komoditas pertanian
jatuh hingga 60%. Para petani pedesaan
banyak yang menjual lahan dan rumahnya.
Surplus komoditas dalam skala besar tak bisa

“ Krisis-krisis itu malahan selalu menjadi

mungkinkan kapital untuk mencari profit
yang lebih menguntungkan.”

dijual dan diserap oleh konsumen. Kelaparan
dan pengangguran meruyak dimana-mana.

Depresi Besar bukanlah cerita akhir
krisis kapitalis. Terdapat ratusan krisis kapital
di seluruh dunia sejak tahun 1970an (Har-
vey 2010: 8). Krisis-krisis itu juga membuat
sejumlah bank dan keuangan negara men-
galami kebangkrutan. Rangkaian krisis itu
menciptakan apa yang disebut oleh David
Harvey, sebagai “masalah penyerapan sur-
plus kapital (the capital
surplus absorption prob-

lem)”. Selama kurun

momen reorganisasi kapitalis dan terjadin- .1, 1973-1982. me-

ya pergeseran geografi produksi kapital mang terdapar masalah
utamanya ke wilayah-wilayah yang me- serius dalam penyera-

pan surplus kapital dan
surplus produksi ba-
rang dan jasa. Masalah
absorpsi surplus kapi-
tal ini sejenak berhasil
dipecahkan melalui industrialisasi di Cina
pada tahun 1980an namun tingkat keuntun-
gan secara global kembali mengalami penu-
runan di era 1990an. Setelah masaitu, banyak
uang yang kemudian disirkulasikan kembali
dalam bentuk saham (Harvey, 2010: 28).

Krisis-krisis overakumulasi itu pada
kenyataannya tidak membuat cara produksi
kapitalis menjadi bangkrut atau hancur. Kri-
sis-krisis itu malahan selalu menjadi momen
reorganisasi kapimlz's dan reajadinya pergeseran
geografi produksi kapital utamanya ke wilayah-
wilayah yang memungkinkan kapital untuk
mencari profit yang lebih menguntungkan.
Perkembangan geografi kapitalis yang tidak
merata memungkinkan kapital melakukan
reorganisasi spasial: berpindah dan berek-
spansi dari satu tempat ke tempat lainnya.
Sejak tiga puluh tahun terakhir, misalnya,
pusat-pusat industri baja seperti Pittsburgh,
Shefhield, Essen mengalami deindustrialisasi,
sementara secara paralel pusat-pusat indus-
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tri baru muncul di Taiwan, Korea Selatan,

Bangladesh dan di daerah-daerah Meksiko
dan China dimana Kawasan Ekonomi Khu-
sus diterapkan. Sebagai contoh dari per-
geseran produksi itu, di tengah krisis dan de-
industrialisasi yang melanda sebagian besar
kota-kota industri lama di Amerika Serikat
dan Eropa, kota-kota kecil di China seperti
Shenzen dan Dongguan menjadi kota yang
dibanjiri uang dan investasi karena aktivi-
tas produksi kapitalis yang membutuhkan
pembangunan megaproyek infrastruktur. Ini
dapat menyerap surplus kapital untuk mem-
fasilitasi volume perdagangan internasional
yang semakin meningkat melalui pelabu-
han dan bandar udara. (Harvey, 2010: 33)

Pergeseran geografi produksi ini ten-
tu saja terjadi tidak di sembarang tempart dan
wakrtu. Ruang tertentu yang akan dipilih un-
tuk memindahkan atau mengalihkan surplus
kapital ini sangat bergantung pada banyak
faktor, diantaranya fakror ketersediaan buruh
murah yang melimpah, ketersediaan sumber
daya alam yang memadai dan ketersediaan
lokasi-lokasi yang menguntungkan sebagai
aktivitas bisnis. Hal lain yang memainkan
peranan penting adalah adanya kebijakan-ke-
bijakan negara, seperti adanya investasi nega-
ra untuk pembangunan infrastrukeur, subsidi
investasi, kebijakan pa}ak dan kebijakan per-
buruhan yang fleksibel dan merestriksi seri-
kat buruh dan kebijakan “ramah investor”.

Pergeseran geografi produksi ke
wilayah-wilayah Asia sebenarnya sudah dim-
ulai se}ak lama. Pergeseran geograh produksi
ini pada awalnya terjadi di negara-negara
Asia Timur seperti Taiwan, Korea Selatan
dan utamanya Cina. Studi David McNally
(2009: 1946) menunjukkan bahwa per-
geseran geografi kapital ke wilayah Asia mu-
lai terjadi pada 1980an, setelah mengalami
krisis tahun 1973-74. Kejadian ini sejalan

dengan reorganisasi industri manufaktur

ke negara-negara Selatan; gelombang per-
ampasan tanah di Cina dan Korea Selatan,
pengenalan teknologi dan berbagai macam
bentuk organisasi ker}a yang baru; serta
investasi luar negeri yang massif ke Asia
Timur. Sebagai akibatnya, aliran keuntun-
gan dari negara-negara sedang berkem-
bang ke negara-negara maju mulai menga-
lir lagi. Puncaknya, sekitar tahun 1990an
Asia Timur menjadi pusat dari akumulasi-
dunia. Dalam catatan McNally (2009: 51),
total formasi kapital diseluruh Asia Timur
dalam kurun waktu 1990-1996 mening-
kat sejumlah 300%, sementara di Amerika
Serikat dan Jepang hanya meningkat seki-
tar 40%, dan di seluruh Eropa hanya 10%.

Namun, ekspansi kapital di Asia
Timur ini pernah menemuli ambang batasn-
ya. Krisis kapitai kembali terjadi pada tahun
1997 di Asia, dipicu oleh pembangunan
perkotaan eksesif yang diiikuti oleh aliran
kapital spekulatif di Thailand, Hongkong,
India, Korea Selatan, Filippina dan Indone-
sia. Krisis 1997 ini merupakan sinyal awal
bagi munculnya krisis 2008 di Eropa dan
Amerika Serikat. Sejak krisis 2007, terda-
pat ledakan kredit finansial dan el{spansi
kredit secara massif yang mendukung ting-
kat pertumbuhan. Hasilnya, sebelas ta-
hun kemudian, meledaklah krisis 2008
di Amerika Serikat (McNally 2009: 53).

Pada April 2008, IMF kemudian
mengumumkan bahwa dunia sekarang bera-
da dalam “krisis finansial terbesar di Ameri-
ka Serikat sejak Depresi Besar”. Meskipun
tampak sebagai krisis finansial, pada dasarn-
ya krisis tersebur merupakan krisis overaku-
mulasi. Studi McNally (2009: 36) menun-
jukkan bahwa yang disebut krisis finansial
di Amerika Serikat tersebut pada dasarnya
merupakan krisis global karena telah meng-
guncang Inggris, zona Eropa, Asia Timur
dan negara-negara berkembang, lalu terus

Edisi: I/Mei 2014




LANDREFORM

menyebar ke Islandia, Hungaria, Latvia,
Ukraina, dan Pakistan. Hal lainnya, krisis
tersebut pada dasarnya bukan lagi soal kri-
sis finansial, tetapi juga krisis “ekonomi riil”.
Kirisis ini pada mulanya menerpa sekror kon-
struksi, otomotif, elektronik, dan kemudian
merambat ke sektor manufaktur dan sektor
jasa. Krisis ini berakibat pada kebangkrutan
pusat industri Detroit; menurunnya ringkat
ekspor Jepang, China, Taiwan dan lainnya
hingga 40-45%; kebangkrutan bank-bank-
investasi di Wall Street. Krisis-krisis kapi-
tal yang terakhir ini tentu saja harus dicari
jawabannya. Dalam pandangan David Har-
vey (2003: 116), ketika krisis kapital terjadi
maka yang dibutuhkan adalah cara-cara
untuk menyerap surplus kapital dan tenaga
kerja melalui “produksi ruang-ruang baru,
pengorganisasian pembagian kerja teritorial
yang baru, pembukaan kompleks-kolpeks
sumber daya baru yang murah, pembukaan
wilayah-wilayah baru untuk menciptakan ru-
ang yang dinamis bagi akumulasi capital dan
penetrasi formasi sosial yang non-kapiralistik
dan diganri dengan relasi sosial yang kapitaﬁs
beserta pembentukan kebijakan institusional
tertentu’. Karena itu, desain-desain induk
pembangunan untuk merestorasi kapital

dari krisis harus diciptakan dan dibentuk.

2. Pembentukan Pasar Bebas Asia

Tetapi krisis kapitalis dan pergeser-
an geografi produksi tidak secara langsung
membuat berbagai macam desain induk
pembangunan muncul. Di butuhkan fak-
tor yang lain, yaitu kesediaan negara atau
kumpulan berbagai macam negara dan
lembaga pendukungnya untuk meran-
cang, mengadopsi dan membentuk desain
pembangunan untuk membangun pen-
garuh kekuatan ekonomi dan poIitik dalam
alam persaingan saat ini. Sejak krisis dita-
hun 2008, negara-negara Asia Timur juga

berupaya mengambil kesempatan dari kri-
sis tersebut untuk membangun kekuatan
ekonomi regionalnya. Sejak krisis Asia 1997,
suara-suara untuk membangun regional-
isme ekonomi di Asia semakin kencang.
“There Is No Alternative: Regimzz'alz'sm", kata
mantan Sekjen ASEAN Rhodolfo C. Sev-
erino Jr (1998-2002). Untuk kepentingan
membangun regionalisme ekonomi itu, lalu
pemerintah, lembaga penelitian dan korpo-
rasi di negara-negara Asia Timur dan Teng-
gara menginisiasi sebuah dokumen rencana
pembangunan pasar bebas Asia yang disebut
dengan Comprehensive Asia  Development
Plan (CADP). Kombinasi antara mengam-
bil kesempatan dari krisis ekonomi di Eropa
dan Amerika dengan hasrat untuk memban-
gun kekuatan ekonomi politik di wilayah

Asia, menjadi pendorong lahirnya CADP.
Dinyatakan dalam alah satu dokumen ERIA:

“Krisis finansial global yang berasal
dari Amerika Utara dan Eropa telah me-
nyebabkan ketidakpastian dunia ekonomi
saat ini. Kita harus mengambil tindakan
apapun yang diperlukan untuk memitiga-
si dampak-dampak negatifnya, utamanya
terhadap munculnya ekspektasi yang bu-
ruk terhadap pasar. Untuk memperbesar
kepercayaan diri kita, saat ini penting
untuk terus berinvestasi dalam proyek-
proyek jangka menengah dan panjang,
untuk memperkuat pertumbuhan ekono-
mi sekaligus membangkitkan stimulus
ekonomi jangka pendek. Sebagian besar
dari sumberdaya finansial kita yang be-
rasal dari simpanan yang besar sejauh ini
tidak secara langsung diinvestasikan di
wilayah kita sendiri, melainkan dialihkan
ke Amerika Utara dan Eropa untuk kemu-
dian diinvestasikan kembali ke Asia Timur.
Karena itu, kita mesti menguatkan kem-
bali saluran sirkulasi sumberdaya finansi-
al kita di dalam wilayah Asia. Kombinasi
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penggunaan sumberdaya publik-swasta,
strategi pembangunan, dan arsitektur fi-
nansial harus dibentuk. (Economic Research
Institute for ASEAN and East Asia 2009: 3)

Dokumen CADP dihasilkan pada
tahun 2010 oleh suatu lembaga #hink-rank
yang bernama ERIA (Economic Research
Institute for ASEAN and East Asia) yang di-
inisiasi pada 2006. Sejumlah intelektual dan
ahli ekonomi dari 16 negara mendiskusikan
pentingnya sebuah lembaga untuk meno-
pang integrasi ekonomi di wilayah ASEAN,
terutama dalam hal menyusun gagasan
konseptual, prinsip-prinsip, struktur, tema
riset dan program pengembangan wilayah
ASEAN. Sebelum CADP lahir, terdapat do-
kumen yang disebut dengan CEPEA (7he
Comprehensive Economic Partnership for East
ASIA), dirancang sebagai cara negara-negara
ASEAN bekerjasama mewujudkan East Asia
Free Trade Area (Kawasan Perdagangan bebas
Asia Timur) dan mulai dibicarakan pada ting-
kat ASEAN 20006 serta memperoleh sambu-
tan luas seiring dengan pembentukan ERIA.

Pada 1 April 2007, di Manila, para
keif}mpok ahli ini kemudian menyepa-
kati Poin-poin Penting bagi ERIA yang di
antaranya menghasilkan keputusan tentang
tujuan-tujuan yang hendak dihasilkan oleh
ERIA, yaitu: (1) memfasilitasi Komunitas
Ekonomi ASEAN dan mendukung peran
ASEAN sebagai pihak pendorong untuk in-
tegrasi ekonomi dan pertumbuhan berkelan-
jutan di wilayah tersebur; (2) untuk berkon-
tribusi dalam mempersempit kesenjangan
pembangunan dan mendorong penelitian
yang dapat digu nakan oleh untuk pengambi—
lan kebijakan; serta (3) untuk memperdalam
jalinan komunitas ekonomi Asia Timur. Per-
temuan itu juga menghasilkan kesepakatan
untuk merumuskan akeivitas-akeivitas utama

ERIA, diantaranya adalah: (1) melaksanakan

riset, analisis kebi}akan, perencanaan strate-
gis dan mengumpan rekomendasi kebijakan
dan mendukung Sekretariat Jenderal ASE-
AN dalam mendorong integrasi regional dan
upaya-upaya kerjasama; (2) menyediakan
forum dialcg kebijakan dan interaksi antara
peneliti, pembuart kebijakan dan masyarakar
sipil; (3) menyusun suatu platform bersama
untuk srudi-studi ekonomi Asia Timur; (4)
meningkatkan kapasitas riset kebijakan,
utamanya di negara-negara terbelakang.
Lima bulan setelahnya, pada Agus-
tus 2007, pada pertemuan antar Menteri
Ekonomi ASEAN, Sekretariat Jenderal ASE-
AN memandatkan ERIA untuk menyusun
suatu dokumen berbasis riset yang bernama
"Developing a Roadmap toward East Asian
FEconomic Integration" dan "Energy Security
in East Asia". Pertemuan para menteri ini
meneguhkan komitmen untuk pendirian
ERIA pada November 2007, vang sekali-
gus bertepatan dengan pertemuan ketiga
East Asia Summit in November 2007. Pada
pertemuan itulah seluruh pemimpin ASE-
AN, Australia, China, India, Jepang, Korea
Selatan, dan Selandia Baru menyepakati
untuk mendirikan ERIA yang akan diako-
modir dalam strukeur Sekretariat ASEAN.
Pada Juni 2008,
ERIA dilakukan dan
kan ERIA sebagai suatu lembaga yang
memiliki  mandat  sebagai  berikut:
1. ERIA berfungsi sebagai suatu lembaga ri-

peluncuran

mengu kl] h-

set yang sekaligus bertugas untuk menjaga
dan membangun hubungan komunikasi
yang kuat dengan proses-proses pemben-
tukan kebijakan. Hasil riset itu kemudian
akan dijadikan rekomendasi kebijakan yang
konkret dan dapat dilakukan sesuai kebu-
tuhan yang didiskusikan oleh pertemuan
para pemimpin dan kementerian di Asia.
2. ERIA mesti menjaga standar kualitas
akademik yang tinggi dalam aktivitas ri-
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setnya dan menjadi fasilitator dalam fo-
rum pertemuan tripartit untuk dialog
kebijakan dan interaksi antara peneliti,
pembuat kebijakan dan masyarakat sipil.
3. ERIA menyediakan sumber-sumber infor-
masi dan pengetahuan yang bermakna untuk
mempersempit kesenjangan pengetahuan
dan memperkuat kapasitas riset di negara-
negara yang membutuhkan peningkatan ka-
pasitas pembuatan kebijakan dan penelitian.
4. ERIA berfungsi sebagai suatu aset ber-
sama (common asset) bagi negara-negara
ASEAN dan Asia Timur dalam memberi-
kan platform bersama untuk studi-studi
ekonomi yang ilmiah, dan mesti mem-
buka peluang untuk bekerja sama dengan
berbagai 1embaga penelitian dan organ-
isasi yang lain di seluruh dunia ketika in-
tegrasi ekonomi Asia Timur akan dimulai.

Untuk menopang aktivitas risetnya,
ERIA ditopang oleh jaringan enam belas
lembaga penelitian di wilayah Asia, Asia
Timur dan Australia, dan untuk di Indone-
sia di antaranya Center for Strategic and In-
ternational Studies (CSIS). ERIA merupakan
lembaga penelitian yang sangat produkrtif
saat ini dengan berbagai macam publikasi
yang berupa hasil penelitian, kertas kebija-
kan, kertas diskusi dan berbagai publikasi
lainnya yang digunakan untuk mendukung
Kristalisasi penelitian berbagai lembaga-lem-
baga tersebur pada akhirnya menghasi[kan

suatu dokumen yang disebut sebagai Com-
prebensive Asia Development Plan (CADP)
yang dipublikasikan pada 2009. Asia yang

dimaksud dalam dokumen CADP ini men-
cakup negara-negara yang tergabung dalam
Asia Tenggara dan Asia Timur hingga Aus-

tralia dan Selandia Baru arau yang populer

disebut dengan ASEAN + 3 atau ASEAN +
6. CADP mengklaim bahwa dokumen terse-
but bertujuan untuk menciptakan “Desain
spasial induk untuk pembangunan infrastruk-
tur dan penempatan industri di Asia dan Asia
Timur yang berupaya untuk memperdalam
integrasi ekonomi dan mempersempit ketim-
pangan pembangunan” (ERIA 2009: 2)°.

Bagaimanapun, CADP bukan be-
rangkat dari kertas kerja yang semata-mata
teoritis atau dari hasil pemikiran ruang
hampa. Malahan, ia diinspirasikan dari be-
ragam momen di negara-negara Asia Timur
yang dianggap memiliki keunggulan dan
daya tahan menghadapi gempuran krisis.
Berbagai fenomena itu diantaranya ada-
lah: Pertama, negara-negara Asia Timur di-
anggap telah memiliki pengalaman yang
luar biasa dalam mengembangkan jaringan
produksi internasional (international pro-
duction network) atau yang dikenal dengan
istilah Pabrik Asia (Factory Asia). Factory
Asia adalah suatu model berisi jaringan-
jaringan produksi tingkat regional yang
menghubungkan pabrik-pabrik diberbagai
wilayah ekonomi Asia untuk memproduksi
bagian-bagian dan komponen-komponen
yang kemudian dirakit dan produk akhirnya
dikirim ke wilayah-wilayah “ekonomi maju”.
Jaringan-jaringan tersebut merupakan bagi-
an dari rantai produksi komoditas di ting-

9. Ketika CADP diluncurkan, Sekjen ASEAN saat ini, Dr. Surin Pitsuwan, menyatakan bahwa CADP meru-
pakan “Asian Marshall Plan”. Istilah ini memang dimaksudkan secara eksplisit untuk merujuk pada Marshall
Plan: program Amerika Serikat pasca Perang IT untuk membangun kembali Eropa Barat dan menciptakan
ekonomi yang kuat untuk menyingkirkan kekuatan komunis. Jadi, Asian Marshall Plan, atau CADP, ini
diklaim sebagai upaya untuk membangun kembali ekonomi dunia kapitalis yang sedang tergoncang hebat ak-
ibat krisis. Dalam ungkapan optimistik yang lain, Asia diklaim bakal menjadi “the driver for global economy”.
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kat regional dan global (ADB 2013: 2).

Selama tiga dekade terakhir, diantara
negara-negara Asia telah mengembangkan
suatu bentuk baru pembagian kerja yang
mengubah pola produksi dan perdagangan
internasional di wilayah tersebut. Sejak ta-
hun 1960an, sudah terdapart proses mengin-
tegrasikan Asia ke dalam rantai pasokan
global. Ini dimulai dengan industri elek-
tronik dengan kedatangan dua perusahaan
elektronik Amerika Serikar, National Semi-
conductors dan Texas Instruments, yang
membangun perusahaan untuk merakit
alat-alat semikonduktor di Singapura. Pada
tahun 1970an, beberapa perusahaan mul-
tinasional juga mulai merelokasi pabriknya
ke negara-negara seperd Filippina, Malay-
sia. dan Thailand. Hingga tahun 2000an,
jaringan produksi internasional di Asia ini
menjadi pemain penting dalam rantai paso-
kan global. Dengan gambaran semacam itu
maka saat ini Asia menempati posisi seba-
gai the factory of the world (ERIA 2009: vi).

Kedua, negara-negara di Asia diang-
gap merupakan pelari garis depan dalam
mendorong pembentukan rejim pasar bebas
untuk perdagangan dan investasi. Sejak ta-
hun 1980an, negara-negara Asia telah ter-
libat aktif dalam menarik berbagai macam
investasi asing langsung (ERIA 2009: 3).
Sejak tahun 1992, misalnya, negara-negara
ASEAN telah menyepakati suatu perjan-
jian blok perdagangan yang disebur den-
gan Asean Free Trade Area (AFTA). Tujuan
utama AFTA adalah meningkatkan produksi
negara-negara ASEAN, terutama menyang-
kut hambaran tarif dan non tariff serta me-
narik lebih banyak investasi asing [angsung
ke negara-negara ASEAN. Setelah krisis di
Asia tahun 1997, regionalisme di Asia terus
tumbuh dan membesar dan menjadi liberal-

isasi perdagangan di negara-negara ASEAN

dan negara-negara lain yang dikenal dengan
Asean Plus Three (Cina, Korea Selatan, dan
Jepang) atau Asean Plus Six (Cina, Korea Se-
latan, Jepang, India, Selandia Baru, Australia
dan India) untuk mema}‘ukan kerjasama
di bidang pangan, energi dan infrascruk-
tur (Urata 2008: 1). Berbagai kebijakan
liberalisasi perdagangan itu pada akhirnya
memungkinkan praktik jaringan produksi
internasional dan Pabrik Asia dapat terben-
tuk dan semakin meluas di kawasan Asia.

Ketiga, peranan perusahaan multi-
nasional yang semakin membesar di nega-
ra-negara Asia. Desainer dan koordinator
utama dari jaringan praduksi internasional
ini adalah perusahaan multinasional den-
gan beragam kebangsaan: Jepang, Korea,
Taiwan, Hong Kong, Eropa, dan Amerika.
Secara akrif perusahaan-perusahaan mului-
nasional ini menggunakan mekanisme jarin-
gan produksi internasional (ERIA 2009: 3).

Di dalam melakukannya, seba-
gaimana MP3EI, CADP juga mendorong
berbagai macam pembentukan koridor
ckonomi: Koridor Ekonomi Greater Mekong
Subregion  yang terdiri dari Cina, Viet-
nam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand;
Koridor IMT yang terdiri dari Indonesia,
Malaysia, Thailand; dan Koridor Southern
Archipelago atau BIMP, yang terdiri dari
Brunei Darussalam; Indonesia, Malaysia
dan Filippina; Koridor Industri Delhi-Mum-
bai; Koridor Ekonomi dan Industri Mekong-
Jepang; dan Koridor Ekonomi Mekong-India.
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Sumber: ERIA (2011)

Tujuan utama yang menopang
CADP adalah Konektivitas Asia. Ini ter-
diri dari dua aspek, yaitu pemencaran
(fragmentasi) blok-blok produksi ke selu-
ruh Asia dan pembangunan infrastrukcur
sebagai layanan penghubung berbagai sen-
tra produksi tersebut. Pendeknya, dengan
CADP tujuannya adalah merealisisasikan
mimpi Asia menjadi Pabrik Dunia. Jika da-
hulu kecenderungan pembangunan industri
dilakukan dengan membangun satu pabrik
disatu negara atau satu lokasi tertentu yang
diorganisasikan secara detail dan terpadu,
maka CADP mendorong untuk memen-
carkan dan membangun berbagai macam
kluster-kluster ekonomi dan sentra industri
diberbagai negara dan beragam lokasi yang
mesti dilayani dengan pembangunan in-
frastrukrur atau layanan penghubung (service
link). Cara ini diyakini dapat menurunkan
total biaya produksi dan meningkatkan
tingkat keuntungan korporasi daripada
membangun suatu pabrik besar yang ter-

integrasi disatu lokasi saja (ERIA 2009: 5).

| Before fragmentation |

—EE==—N

Larga integrated factory

After fragmentation '

PB: production blocks
5L servicelinks

Gambar 7: kerangka berpikir CADP tentang konek-
tivitas, vaitu menyebar blok produksi dan membangun
layanan penghubung.

Sumber: ERIA (2011)

lalu, apa hubungan antara ERIA,
CADP dan pembentukan MP3EI? Sejak ta-
hun 2010, pada level Asia, terdapat berba-
gai inisiatif pembangunan, yang disuarakan
sebagai “pembangunan infrascrukrur”. Ini
dimulai sejak Oktober 2010, ERIA mem-
publikasikan CADP dan Master Plan on
Asean Connectivity (MPAC) untuk kerang-
ka inisiatif pembangunan infrastruktur. Pada
tahun 2009, ERIA melalui Boston Consult-
ing Group menyelesaikan penelitian tentang
Indonesia Economic Development Corridors

(IEDC:s). Hasil riset IEDCs dan kata kun-
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ci “konektivitas’ akhirnya diad()psi oleh
Koordinator Kementerian Urusan Ekono-

mi untuk disusun menjadi naskah MP3EL.

Inisiatif | Finalisasi | Badan Wilayah
Pelak- Kerja
sana

CADP Oktober |East Asia | Wilayah

2010 Summit | ASEAN

MPAC Oktober |ASEAN | ASEAN

2010
IEDCs April Indonesia | Indone-
2011 sia
MPA Desem- |Indo- Jakarta
ber 2010 | nesia- Metro-
Jepang politan
Area

Kerangka pikir CADP dan MP3EI
sebenarnya merupakan suatu upaya untuk
memecahkan krisis kapital melalui dua jalur:
‘pembukaan ruang-ruang baru untuk indus-
tri” dan “penghilangan hambatan ruang yang
dirfmpub melalui Pemé:angundn .infrasrmkmr
agar waktu untuk realisasi keuntungan semak-
in cepat”. Melalui dua mekanisme inilah,
dalam asumsi CADP dan MP3EI, akan ter-
cipta ‘spatial equilibrium” atau keseimban-
gan spasial yang umumnya ditandai oleh
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Melalui
dua jalur itu pulalah istlah “percepatan dan
perluasan” dalam MP3EI berasal. Perluasan
berarti memperluas, menyebar dan mem-
perbanyak ruang-ruang untuk kepentingan
bisnis; sedangkan percepatan berarti mem-
percepat dan memperpendek waktu agar re-
alisasi keuntungan bagi para pebisnis semak-
in cepat. Karena itu, istilah “perluasan dan
percepatan’ MP3EI mesti dibaca dengan
kata perintah yang lain: Perluas ruang untuk
memperbesar laba! Percepatkeuntungannyal.

Bagaimana MP3EI Bekerja?

Sebagaimana dijelaskan dalam do-
kumen MP3EI, terdapat tiga pilar penting
dalam strategi pembangunan MP3EI, yaitu:
(1) Pembentukan koridor-koridor ekonomi.
Koridor ekonomi yang dimaksud dalam
MP3EI adalah pembentukan blok-blok
produksi yang tampil dalam bentuk seba-
gai berikut: pemberian konsesi-konsesi skala
luas untuk pmduksi komodirtas global serta
penciptaan kawasan-kawasan industri seperti
kawasan industri, kawasan ekonomi khusus
atau kawasan perhatian investasi; (2) pem-
bangunan infrastruktur sebagai layanan peng-
bubung. Dalam konteks MP3EI, pembangu-
nan infrastrukeur terdiri dari pembangunan
jalan raya, pelabuhan, bandar udara, jembat-
an, sistem kereta api, energi, fasilitas untuk
penyediaan air dan energi serta teknologi in-
formasi dan komunikasi yang semuanya ditu-
jukan untuk memperlancar aktivitas bisis;
(3) penguatan sumber da_}/a manusia dan ilmu
pengetabuan dan teknologi nasional. Strategi
ini dilakukan dengan membuat seluruh pro-
gram pendidikan selaras dan seirama dengan
pengembangan ekonomi disetiap koridor
ekonomi. Artinya, seluruh program pendidi-
kan nasional ditujukan untuk menjadi jejar-
ing yang mengisi dan mengembangkan nilai
tambah dari komoditas atau sektor yang
dikembangkan disetiap koridor ekonomi.

Desain pembangunan seperti
MP3EI tentu saja membutuhkan berbagai
macam praktik dari aparatus negara un-
tuk membuatnya bekerja. Bagian ini akan
memaparkan dua aspek: (1) bagaimana re-
jim negara neoliberal, suatu bentuk negara
yang secara aktif memlfasilitasi pasar bebas
dan akumulasi kapirtal, terbentuk di Indo-
nesia; (2) mekanisme utama yang dilakukan
oleh aparatus negara dalam memungkinkan
MP3EI bekerja, utamanya dalam hal pem-

bangunan infrastruktur dan penciptaaan
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situs-situs ~ produksi  komoditas  global.
1. Pembentukan dan Pemangkasan Kebi-
jakan

Bagaimana dan mengapa negara
memberlakukan  desain  pembangunan
MP3EI? Bagaimana modal dan strategi pem-
bangunan negara terus-menerus mengalami
perubahan untuk membuat kapital mengalir

lancar? Pemberlakuan desain pembangunan

membongkar isolasi kapitalisme negara dan
mendorong terlaksananya pasar bebas serta
rejim deregulasi finansial. Secara faktual, ke-
munculan rejim perdagangan dan investasi
ini dimulai pasca 1997-1998 ketika pere-
konomian negara-negara Asia Timur dan
Tenggara mengalami kerusakan berat akibat
krisis finansial. Indonesia menjadi negara
yang paling menderita dan paling parah aki-
bart krisis tersebut. Nilai rupiah ja[uh hingga

MP3EI mesti ditinjau dari

gelombang besar munculnya

80%, pertumbuhan ekonomi

Krisis itu juga memberikan terpuruk pada angka minus
jalan bagi masuknya pro- 13,6% dengan tingkat inflasi
dan investasi dalam skala gram-program penyesuaian 05% (Hiariej 2005: 234).
Asia” (ERIA 2007: 3). Sistem stryktural (structural adjust- Krisis yang berkombinasi
ini mendorong Negara untuk  ment program) yang di- dengan suatu aksi massa be-
terintegrasi ke dalam pasarpandu oleh gagasan-gagasansar-besaran yang dilakukan
internasional dan mening- lembaga-lembaga keuangan olech  kelompok  organisasi
galkan strategi pembangunan internasional seperti IMF dan masyarakart sipil, serikat bu-
yang dipandu oleh negara. Bank Dunia. Program-pro- ruh dan pertani, gerakan ma-

Studi Robison (dgzlam gram penyesuaian struktural hasiswa dan adanya friksi di
Hadiz [ed], 2006: 52-53) ini merupakan bagiandari ybuh elit penopang Orde
menyebutkan bahwa sejak proyek neoliberal yang pada B,ry, mengantarkan rejim
berakhirnya masa kolonial- umumnya diadopsi sebagai Socharto ini pada keruntu-
isme dan berhadapan dengan paradigma ekonomi diseba- |,nnya. Kejatuhan Orde Baru
kekuasaan global, negara- gian besar negara di dunia. . c..ndai suatu pergeseran

perdagangan

“rejim-rejim

negara di wiiayah Asia Teng—
gara memasuki dua fase. Fase pertama ter}adi
sekitar tahun 1950an-1960an, ketika negara-
negara Barat, terutama aliansi-aliansi Ameri-
ka Serikat mulai mendorong dan mengkon-
solidasikan kekuatan pulitik antikomunis
yang berupaya untuk menghentikan gerakan
politik revolusioner. Lalu konsolidasi politik
itu diikuti oleh konsolidasi ekonomi, hal ini
dtandai dengan menurunnya industri manu-
fakrur negara-negara Barat mulai terjadi dan
mulai berupaya untuk mereorganisasi tata
dunia global ke arah sistem pasar glcbal.
Fase kedua, yaitu sebuah fase nega-
ra-negara Asia Tenggara, termasuk Indone-
sia, masuk ke dalam sebuah proyek global

yang lebih besar dengan bertujuan untuk

dari model pembangunan
ekonomi yang dipandu oleh negara (stare-
led developmentalism) untuk masuk ke dalam
model pembangunan ekonomi yang dipan-
du oleh pasar (market-leddevelopmentalism).

Krisis itu juga memberikan jalan
bagi masuknya program-program penyesua-
ian strukeural (tructural adjustment  pro-
gram) yang dipandu oleh gagasan-gagasan
lembaga-lembaga keuangan internasional
seperti IMF dan Bank Dunia. Program-
program penyesuaian struktural ini meru-
pakan bagian dari proyek neoliberal yang
pada umumnya diadopsi sebagai paradigma
ekonomi disebagian besar negara di dunia.

Di Indonesia, proyek neoliberal ini

pertama kali diperkenalkan dan dilakukan
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melalui 50 poin Letter of Intent yang pada
gilirannya mengantarkan Indonesia un-
tuk mengambil resep-resep pembangunan
internasional dalam bentuk Program Pe-
nyesuaian Struktural. Hal ini diberikan oleh
lembaga-lembaga keuangan internasional
semacam Bank Dunia dan IMF (Bonnie
Setiawan , 2014: 13). Secara umum ada tiga
bentuk proyek intervensi neoliberal dimasa
akhir Orde Baru dan awal masa Reformasi
yang terjadi di Indonesia, yang terdiri dari:
1. Paket kebijakan penyesuaian strukrural,
yang terdiri dari beberapa hal berikut: (a)
Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran
uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebija-
kan moneter dan fiskal dalam bentuk: pem-
batasan kredit, peningkatan suku bunga
kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pa-
jak, kenaikan harga pubﬁc utilities dan pene-
kanan untuk ridak menaikkan upah dan gaji.
2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a)
intervensi pemerintah harus dihilangkan
atau diminimumkan karena mendistorsi
pasar; (b) privatisasi yang utamanya untuk
bidang-bidang ekonomi yang ini dikuasai
oleh negara; (c) liberalisasi seluruh kegia-
tan ekonomi termasuk penghapusan segala
jenis proteksi; (d) memperbesar dan mem-
periancar arus masuk investasi asing dengan
fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.
3. Paker kebijakan yang juga direkomen-
dasikan kepada beberapa negara Asia dalam
menghadapi krisis ekonomi akibat menurun-
nya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS
merupakan gabungan dari dua paket di atas
dengan tambahan beberapa tuntutan spesifik.

Dengan demikian, rejim-rejim sejak
masa Reformasi secara aktif dan semakin
mengadopsi gagasan tentang pembangu-
nan yang dipandu oleh gagasan tentang
proyek neoliberal:  privatisasi-deregulasi-
liberalisasi. Meskipun secara rutin rejim-
rejim pemerintahan pasca Orde Baru me-

nolak untuk diasosiasikan dengan proyek
neoliberal, tetapi pada kenyataannya In-
donesia semakin masuk ke dalam rejim
perdagangan bebas. Ringkasnya, menjadi
negara neoliberal dan atau secara perlahan
bergeser ke arah negara neoliberal (Chandra
2011: 10; Pontoh 2004: 5; Hiariej 2005: 2).

Se}a_k itu, negara berupaya menga-
dopsi sejumlah kerangka institusional hu-
kum yang diperlukan untuk memperluas
pasar bebas dan menopang investasi. Hal
ini ditunjukkan oleh disahkannya sejum-
lah regulasi yang mempermulus akumulasi
kapital. Beberapa regulasi itu diantaranya
adalah Undang-undang No. 25/2007 ten-
tang Penanaman Modal; berbagai macam
undang—undang untuk meliberalisasi sek-
tor keuangan dan perbankan; UU No.
2 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan
Bumi yang berfungsi untuk memberikan
wewenang yang besar pada pasar. Negara
juga mendukung terciptanya pasar tenaga
kerja yang murah dan fleksibel serta ko-
modifikasi tenaga kerja melalui Undang-
undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.
(Syamsul Hadi, et, al 2012; Daeng 2008).

Ketka MP3EI berjalan, hal lain
yang dilakukan oleh aparatus negara adalah
memangkas sejumlah regulasi yang diang—
gap menghambat dan menganggu investasi
atau yang diistilahkan sebagai debottleneck-
ing regulations. Hingga saat ini terdapa{
sejumlah reguiasi yang telah dipangkas un-
tuk keperluan melancarkan MP3EI, seba-
gaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Edisi: I/Mei 2014




LANDREFORM

tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisa-
taan Nasional (RIPARNAS)
2010-2025

No Regulasi/Peraturan Penanggung Jawab Target Penyelesa- Realisasi
(Berdasar Perpres MP3EI) ian

i Perlu pengkajian ulang BPN, Kemenhut, Kemend- | Desember 2011 | Penerbitan UU
(UU dan PP Keagrari- agri No. 2 Tahun 2012
aan) untuk memasukkan Pengadaan Tanah
status tanah ulayat sebagai untuk Pembangu-
bagian komponen investasi, nan dalam rangka
sehingga memberikan pelu- Kepentingan
ang kepada pemilik tanah Umum.
ulayat untuk menikmati
pertumbuhan ekonomi di
daerahnya (terkait realisasi
MIFEE)

2. Percepatan revisi PP Kemen.Kehut, Setkab Desember 2011 Selesai dengan
No.68/1998 tentang Ka- diterbitkannya
wasan Pelestarian Alam dan PP No.28/2011
Kawasan Suaka Alam tentang Kawasan

Pelestarian Alam
dan Kawasan Suaka
Alam

3 Percepatan revisi PP No. Kemenkeu Desember 2011 Selesai dengan
62/2008 tentang Peruba- diterbitkannya
han Atas PP No. 1 Tahun PP No. 52/2011
2007 tentang Fasilitas Pajak tentang Perubahan
Penghasilan untuk Pena- Kedua atas PP
naman Modal di Bidang No. 1 Tahun 2007
Tertentu atau di Daerah tentang Fasilitas
Tertentu Pajak Penghasilan

untuk Penanaman

Modal di Bidang

Tertentu atau di

Daerah Tertentu
+ Percepatan penetapan RPP | Kemen. Budpar Juni 2011 Selesai dengan

diterbitkannya PP
No.50 Tahun 2011
tentang Rencana
Induk Pembangu-
nan Kepariwisataan
Nasional (RIPAR-
NAS) 2010-2025
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5 Revisi Perpres No. 13/2010 | Kemenko.Perekon, | Juli 2011 Selesai dengan diterbitkannya
tentang Kerjasama Pemer- | KemenKeu, Bap- Perpres No. 56/2011 tentang
intah dengan Badan Usaha | penas, BKPM Perubahan Kedua Atas Peratu-
dalam Penyediaan In- ran Presiden Nomor 67 Tahun
frascrukrur 2005 Tentang Kerjasama

Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan
Infrastrukrur

6. | Perpres tentang Pertamban- | Kemen.Kehur, Desember Selesai dengan diterbitkannya
gan Bawah Tanah dalam Setkab 2011 Perpres No.28/2011 tentang
rangka Investasi Geother- Penggunaan Kawasan Hutan
mal. Lindung untuk Penambangan

Bawah Tanah

7. | Penerbitan peraturan Kemen. PU, Kemen. | Desember Selesai dengan diterbitkannya:
perundang-undangan yang | Perhub 2011 1). Perpres No. 55/2011 tentang
mendorong pembangunan RTR Mamminasata (Makassar,
infrastruktur di Kawasan Sungguminasa, dan Takalar)
Indonesia Timur 2). Perpres No. 88/2011 ten-

tang RTR Sulawesi
3). Perpres No. 65/2011 ten-
tang Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat
4). Perpres No. 66/2011 tentang
Unit Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat

8. | Penerbitan Keppres tentang | Kemenbudpar Mei 2011 Selesai dengan diterbitkannya

Pembentukan Badan Pro-
mosi Pariwisata Indonesia
(BPPIP) sesuai amanat

UU No. 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan

Keppres No. 22/2011 tentang
Badan Promosi Pariwisata Indo-

nesia (BPPIP)

Edisi: I/Mei 2014




LANDREFORM

9. Percepatan penerbitan Kemenko Perekon, Ke- Juli 2011 Selesai dengan di-
regulasi tentang moratorium | men.Kehut, Setkab terbitkannya Inpres
kehutanan. No.10/2011 tentang

Penundaan Pembe-
rian Izin Baru dan
Penyempurnaan
Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan
Lahan Gambut

10. | Peninjauan kembali PMK 67 | KemenKeu, Kemen. Dag, | Agustus 2011
Tahun 2010 Penetapan Ba- Kemen. Perind Selesai dengan
rang Ekspor yang dikenakan diterbitkan-

Bea Keluar (BK) nya PMK No.
PER-128/

1L Penetapan jaminan pasokan | Kemen. ESDM, Kemen. Desember Selesai dengan
energy (migas dan batubara) | Pertanian 2011 diterbitkannya
dan bahan baku (kelapa Keputusan Menteri
sawit, karet dan kakao, ESDM nomor 1991
pasir dan bijih besi) untuk K/30/MEM/2011
pengembangan industri hilir tentang Penetapan

Kebutuhan dan
Presentase Minimal
Penjualan Batubara
Untuk Kepentin-
gan Dalam Negeri
Tahun 2012

12, Revisi PMK No 241 Tahun Kemen. Keuangan Agustus 2011 | Selesai dengan
2010 tentang Perubahan diterbitkan-
Keempat atas Peraturan nya PMK No. 80/
Menteri keuangan Nomor PMK.011/2011

110/PMK.010/2006 tentang
penetapan sistem klasifikasi
barang dan pembebanan tarif
bea masuk atas barang impor
berlaku 22 Des 2010

tentang Peruba-
han Ketujuh atas
Peraturan Menteri
keuangan Nomor
110/PMK.010/2006
tentang penetapan
sistem klasifikasi
barang dan pem-
bebanan tarif bea
masuk atas barang
impor
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tentang percepatan pelak- eri, Pemda
sanaan pemanfaatan lahan-

lahan terlantar

13. | Revisi PMK No 140 Tahun Kemen. Keuangan Desember Selesai dengan
2007 tentang Import Se- 2011 diterbitkan-
mentara untuk pembebasan nya PMK No. 142/
bea masuk sementara bagi PMK.04/2011
kendaraan /sarana pengang- tentang Impor
kut yang digunakan sendiri/ sementara
wisatawan mancanegara dan
pemasukan barang pen-
dukung kegiatan MICE

14 Peraturan yang mengatur BPN, Kemen. Dalam Neg- | Juli 2011 Selesai dengan

diterbitkannya
Peraturan Kepala
BPN No. 5/2011
tentang tata cara
Pendayagunaan
tanah Negara Bekas
tanah terlantar

Sumber http://setkab.go.id/en/mp3ci-3938-27-regulasi-telah-diterbitkan-untuk-sukseskan-mp3ei.html, di-

akses pada 20 Januari 2014.

Dengan model semacam ini, ne-
gara sebenarnya melakukan salah satu me-
kanisme penting untuk membuat MP3EI
bekerja, yaitu dengan cara membentuk dan
memangkas regulasi demi melancarkan al-
iran kapital finansial dan industrial. Den-
gan terbentuknya negara neoliberal yang se-
makin ramah dan aktif memfasilitasi aliran
kapital finansial dan industrial untuk masuk
ke Indonesia, maka pembentukan MP3EI
layaknya seperti pukulan gong peresmian
suatu acara perjamuan yang telah siap ber-
jalan. MP3EI berada di dalam suaru fase di-
mana negara neoliberal sudah tercipta dan
bekerja selama kurang lebih satu dekade. Ia
juga dapat dianggap sebagai momen pen-
dalaman dari model pembangunan ekonomi
dan strategi industrialisasi pasca Orde Baru.

2. Menyebar Blok-blok Produksi

Salah satu mekanisme penting dari
peranan negara untuk membuat MP3EI
bekerja adalah melalui kebijakan konsesi
yang berupa pengalokasian ruang tertentu
oleh negara dalam jangka waktu tertentu
bagi kegiatan bisnis korporasi raksasa. Ini

dilakukan dengan memperluas atau me-
nambah pemberian konsesi tanah skala luas
untuk produksi komoditas global untuk sek-
tor pertambangan, perkebunan, kehutanan
maupun dengan pembentukan kawasan-
kawasan ekonomi, seperti kawasan perha-
tian industri atau kawasan ekonomi khusus.

Pada mekanisme ini, negara mem-
berikan dan memperluas konsesi skala besar
untuk produksi komodirtas global kepada
korporasi-korporasi raksasa di bidang per-
tambangan, perkebunan dan kehutanan un-
tuk memproduksi beragam komoditas glob-
al atau komodiras keperluan ekspor. Model
semacam ini sebenarnya telah berjaian sejak
masa kolonial. Pada wilayah hutan, mis-
alnya, negara memberikan konsesi-konse-
si yang berupa Hak Pengusahaan Hutan
(HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan untuk
Tanaman Industri (HPHTI). Kedua hal ini
merupakan bentuk konsesi kehutanan, ter-
utama untuk ekstrasi kayu. Hingga tahun
2005, luas areal konsesi kehutanan yang ter-
sisa sekitar 28 juta hektar yang dikuasai han-
ya oleh 285 unit. Dengan lain kara, setiap
unit menguasai sekitar 98.000 hektar lahan.
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Sementara, untuk Konsesi Pertam-
bangan negara memberikan sejumlah ijin
yang berupa Kontrak Karya (KK), Kuasa
Pertambangan (KP) atau Izin Usaha Per-
tambangan bagi beroperasinya industri tam-
bang skala besar. Hingga tahun 1999 saja,
Departemen Pertambangan mengalokasikan
sekitar 264,7 juta hektar lahan untuk 555
perusahaan pertambangan, baik perusahaan
dalam negeri (swasta dan BUMN) dan pe-
rusahaan asing. Dengan kata lain, rata-rata
setiap perusahaan menguasai sekitar 0,5
juta hektar tanah melalui izin konsesi per-
tambangan. Sementara untuk usaha perke-
bunan, negara memberikan Hak Guna
Usaha (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan
untuk berbagai macam usaha perkebunan
(Bachriadi dan Wiradi 2011: 12-14). Dara
tahun 2013 saja, misalnya, mencatat lebih
dari 13,5 juta hektar diperuntukkan hanya
untuk perkebunan sawit. Lebih dari sepa-
ruhnya adalah perkebunan milik koorporasi
asing, domestik, maupun perusahaan negara.
MP3EI  bukan
hanya melestarikan dan memperluas pem-
berian konsesi-konsesi skala besar
tuk produksi komoditas global tersebut.
MP3EI juga memperdalamnya melalui ke-

Namun, desain

un-

bi}al(;m pengoiahan komodiras-komodiras
tersebut hingga ke tingkat hilir atau biasa
disebut dalam dokumen MP3EI
gai hilirisasi. Dengan kebijakan hilirisasi

semacam Ini artinya negara secara lebih

seba-

lanjut memperluas pembentukan kawasan-
kawasan ekonomi atau kawasan industri.

Di Indonesia, pembentukan ka-
wasan ekonomi juga bukan hal yang baru.
Sejak tahun 1970, Indonesia telah mengem-
bangkan suatu jenis kawasan ekonomi yang

disebut dengan Kawasan Perdagangan Be-
bas dan Pelabuhan Bebas melalui UU No.

/1970. Pada tahun 1972 dikembangkan

kategori lain dari kawasan industri yang

disebut dengan Kawasan Berikat. Kemu-
dian tahun 1989, dibentuk suatu kategori
kawasan yang bernama Kawasan Industri.
Setelah itu pada tahun 1996 dikembang-
kan lagi kategori kawasan ekonomi men-
jadi Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu (KAPET). Pada fase terakhir, kat-
egori kawasan ekonomi bertambah dan
berkembang lagi menjadi Kawasan Ekono-
mi Khusus, yang dimulai pada tahun 2009.

Tabel 1: Kartegori kawasan ckonomi di Indonesia

Bentuk Kowasan Landasan Hulum DheflinisiTujuan
Kawasan Berikal (7 lokisi| FF N, 3301556 Kirwasain ckengam halas entantu untuk pespidhan
3 PP Mo 322009 barang asal impor &n DML yang Basings unesk
Lgjuas ekspar
Bawazan Indhestri (86 Lokisi ) Keppres Mo, 4171 9% Rirwasan perswsitan kegmian indusin (K1} yeag

=3 PP Mo, 24 (10m dikelnla ola penssshazn Kl

Kawasan Pengembangan Eeonomi | PP Neo 22007
Terpade (KAPET)

Kerwasan yang msemiliki potensi cept numbh,
Keppres  Pembeniukan | sehior unggulan des potensi pengembalian

113 Lokasi) Kapet imvestasi yang besor
FTLaou KFEPR 4 lidasi) UL Mo 3TN0 Kanwasain cemgsin bataw destents yang tepisah dari
PP No, 85, 47, 48 Tahun | diczih pabess schingga terbebs dari bea misak,

s PPN, FPaEM dan cukai

Kawasin Ekonomi Khusus (REK) | UL No, 39208
150 pengueuly Perpres No. 331010
Kepres N 82010

Rirwazan dengan batas tartantu dalam wilaysh
NERI  wmwk  menyelenggarskan  fungsi
perekonmion  yang  bersifai Mhesss dan
mempercleh fisililes ferentu.

Sumber: Hasil Olahan Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengemban-

gan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010
Pada kawasan-kawasan
semacam ini negara memberikan berbagai

ekonomi

macam fasilitas kemudahan perijinan dan
penyediaan lahan kepada pengelola kawasan
ekonomi. Selanjutnya menyewakan kembali
kepada perusahaan-perusahaan dengan ber-
bagai macam fasilitas listrik, air bersih, pen-
golahan limbah kawasan, keamanan, dan lay-
anan pengurusan perijinan. Sementara, pada
Kawasan Ekonomi Khusus yang memerlu-
kan biaya dan pendanaan yang sangat besar,
pemerintah pada umumnya memiliki per-
ananyanglebih besar utamanyadalam hal reg-
ulasi untuk menyediakan tanah, infrastruk-
tur maupun pengelolaan kawasan ekonomi.

Sebagai akibat dari pengalokasian
ruang yang lebih banyak untuk kepentin-
gan industri dan pebisnis maka krisis agraria
yang berupa ketimpangan penguasaan atas
tanah, perampasan tanah, transaksi tanah
skala luas, pengusiran dan kekerasan terha-
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dap rakyar Indonesia semakin sering terjadi.
Hal semacam ini tentu mengakibatkan akses
rakyat pada tanah sebagai sumber peng-
hidupan semakin lama menjadi semakin
hilang, sulit atau menyempit, Makin lama
makin tak tersisa ruang hidup, kecuali un-
tuk ruang untuk perusahaan-perusahaan
raksasa. Sementara, upaya-upaya pemer-
intah SBY melalui Program Pembaharuan
Agraria Nasional (PPAN) tidak secara pe-
nuh dilaksanakan untuk membatalkan atau
meniadakan penguasa konsesi skala besar,
melainkan hanya berupa redistribusi ranah
sisa perkebunan dan proyek-proyek legal-
isasi tanah yang memiliki tujuan untuk me-
neguhkan kepemilikan individual atas tanah
dan memungkinkan pasar tanah bekerja.
Pendeknya, program semacam itu tidak ber-
hasil merombak struktur penguasaan tanah
dan sumberdaya yang timpang di Indonesia.

3. Membuat Infrastruktur Menjadi In-
dustri

Di bawah MP3EI, proyek pem-
bangunan infrastruktur mendapatkan mo-
mentumnya. MP3EI seperti menjadi masa
keemasan bagi pembangunan infrastruk-
tur. Tetapi untuk siapakah infrascruk-
tur yang dirancang dan dibangun oleh
MP3El? Bagaimana mekanisme pemban-
gunan infrastrukeur bekerja? Siapa yang
paling mendapat keuntungan dari boom-
ing pembangunan infrastruktur saat ini?

Pembangunan infrastruktur  yang
difasilitasi oleh CADP dan MP3EI pada
dasarnya berhubungan dengan kecender-
ungan para pengusaha skala dunia untuk
menginvestasikan uangnya dalam benruk
bisnis infrascrukrur. Dalam suatu  diskusi
yang dibuat sebuah lembaga berskala du-
nia yang berpengaruh, Mckinsey Global
Institute, bertajuk Rethinking Infrastructure
dinyatakan bahwa “untuk tetap memacu

pertumbuhan ekonomi global saat ini
hingga tahun 2030, dunia membutuhkan
investasi sebesar 57 triliun USD pada jalan
raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara,
tenaga listrik, fasilitas air dan berbagai ben-
tuk infrastruktur lainnya. Jumlah itu berk-
isar hampir 60% di atas jumlah yang telah
dibeianjakan selama 18 tahun terakhir’.

Forum itu menunjukkan bahwa saat
ini kecenderungan yang terjadi adalah para
pengusaha raksasa skala dunia lebih menyu-
kai untuk terjun dalam bisnis infrastrukeur.
Mengapa demikian? Mark Wiseman, se-
orang presiden dan CEO dari Canada Pen-
Board yang dalam
forum itu mewakili investor menyatakan:
“Dari sudut pandang investor, kami tidak se-
dang mengupayakan untuk mengelola aset-aset
kami seperti perusahaan saham... Apa yang
sedang kami upayakan adalah investasi yang
bersifat  jangka-panjang, menjemukan, dan
dapat diprediksi. Semakin panjang aset yang
akan kami biayai untuk investasi, semakin
itu menarik buat kami, dan semakin kami

sion Plan Investment

ingin meméfa_yzzi bisnis itu. Saat ini tersedia
jumlah kapital yang sangar besar yang tertarik
untuk berinvestasi dalam bisnis infrastruk-
tur. Jadi ini bukan masalah ketiadaan suplai
kapital. Masalahnya adalah: apakah sebuabh
negard, dalam yurz'dz'kﬂ'nya, dapar bemzmg
untuk mendapatkan kapital itu secara efek-
tif dengan menurunkan potensi-potensi resiko
dari bisnis infrastruktur? Jadi, saat ini kami
bersedia untuk mengambil resiko, katakan-
lah, untuk pembangunan jalan tol---kami
bersedia menanggung resiko lalulintas dan se-
berapa banyak lalulintas dalam jalan tol iru”
(brrp://www.mckimey. mm/z'migbrs/en-
gineering_construction/mark_wise-
man, diakses pada 23 Desember 2013)
Jika pembangunan infrastrukeur
mulai dilirik oleh para pengusaha besar seba-
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gai bentuk investasi yang menguntungkan di
tengah ketidakpastian dunia ekonomi saat ini
maka bagi beberapa sebagian besar pemerin-
tahan di dunia, investasi infrastruktur oleh
sektor swasta juga dianggap menguntung-
kan karena memperingan beban keuangan.
Selain itu, pembangunan infrastrukeur di
wilayah yang tepat akan mendorong pem-
bentukan kawasan ekonomi dan kawasan
industri. Ini dianggap sangat vital untuk da-
pat memacu pertumbuhan ekonomi suatu

negara dan wilayah. Fahd Al Rasheed, direk-
tur dan CEO dari The King Abdullah Eco-
nomic City, yang dalam forum itu mewakili
pandangan pemerintah, menganjurkan sua-
tu model baru pembangunan infrascruk-
tur menurut pengalaman Saudi Arabia:
“Pemerintah Saudi Arabia memikirkan apa
yang seharusya dikerjakan oleh pemerin-
tah untuk sektor swasta di abad 21 ini. Dan
pemerintaban kami telah melakukannya. Kini
kota kami terdiri dari beberapa komponen.
Pertama adalah pelabuban, yang dalam bay-
angan kami, akan mengubah peta logistik
global. Rute perdagangan akan berubab, rute
pfméfrbmﬁan, dan lain sebagainya. Pem-
bangunan pelabuban akan memberi dampak
yang positif pada biaya transportasi dalam
jangka panjang. Kota kami akan menjadi 10
pelabuban terbesar di dunia... Yang kedua
adalah kawasan industri yang akan menjadi
industri padat-energi. Kami sedang berupaya
menarik para investor, dan kami memiliki ke-
unggulan kompetitif. Yang ketiga adalah pari-
wisata. Kami tahu kami tak bisa menyaingi
Paris, Dubai dan New York, tetapi kami masibh
menjadi negara yang paling dikunjungi ke 17
di dunia, karena Haji dan Umrah bagi kaum
muslim. Jadi, kami berupaya untuk melayani
sebaik mungkin para pengunjung dan menye-
diakan mereka kesempatan berpariwisara di
tengah pengalaman religius. Dan kemudian
adalah perumaban... Kami perlu membangun

empat juta unit perumahan dalam 20 tahun
ke depan...kami menargetkan dua juta orang
akan tinggal di kota ini. Ukuran kota ini
akan sebesar Washington DC. dan pelabuhan-
nya akan menjadi salah satu yang terbesar dari
10 pelabuhan besar di dunia...Jadi, ini akan
menjadi saat yang menyenangkan bagi kami’.
(i'?rrp:/fwww.mckfmey. com/z'migbr.c/en-
gineer:’ng_mn5trzﬁftiomfﬁzhd_m'-m;befd,
diakses tanggal 23  Desember 2013).

Dalam MP3EIl ini, in-
frastruktur memang telah menjelma men-
jadi bisnis dan industri. Dalam skema PPP
yang dilakukan saat ini, bisnis infrastruktur
ini terbagi menjadi 8 scktor bisnis urama:

skema

1. Sektor air minum: meliputi pemban-
gunan fasilitas untuk ekstraksi air men-
tah, jaringan penyaluran, jaringan dis-
tribusi air, dan instalasi pengeialaan air;
2. Sektor
bandara,
kereta api;

transporasi:pelabuhan,
kereta api dan stasiun

3. Sektor jalan raya: jalan tol dan jem-
batan tol;

4. Sekror kelistrikan: power piant, jar-
ingan penyaluran dan distribusi listrik;
5. Sektor minyak bumi dan gas: pem-
bangunan fasilitas pemrosesan, penyim-
panan, penyaluran, dan distribusi;

6. Sekror pengeloiaan limbah: instalasi
pengelolaan limbah cair, pembuangan
dan penyaluran;

7. Sektor irigasi: bendungan, fasilitas
peyaluran air mentah;

8. Sekrtor telekomunikasi: jaringan tel-
ekomunikasi.

Selama kurun waktu 2013 misalnya
proyek pembangunan infrastrukcur MP3EI
menembus angka Rp. 459,9 triliun, yang
terdiri dari Rp. 390 triliun untuk sektor

konstruksi dan kelistrikan 64,9 triliun. Se-
cara umum, pada tahun 2013-2015, proyek
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pembangunan infrastruktur yang dilakukan
dengan skema Public-Private Parmem'np
(PPP) adalah sebagai berikut:

Proyek Infrastruktur Prioritas

Infrastruktur Jumlah Nilai Proyek
Proyek (Juta USD)
Bandara 1 214.00
Jalan Tol 13 32.519.53
Air Bersih 5 590.67
Sanirasi/ TPA 3 150.00
Pembangkit 4.716.50
Listrik
Jumlah 26 38.190.70

Sumber: Indonesia Infrastructure Initiatives

Dalam proyek MP3EI infrastruktur
tersebut didanai melalui budget pemerintah
atau perusahaan-perusahaan negara, dari
investasi sektor swasta dan dari pendanaan
donor bilareral maupun multilateral, ter-
masuk dari dana negara-negara di wilayah
Asia Timur. Pembiayaan dan pendanaan
proyek-proyek pembangunan infrastruk-
tur oleh MP3EI didapat melalui tiga jalur,
yaitu memangkas subsidi-subsidi untuk
rakyat yang dialihkan untuk pembiayaan
infrastruktur; meningkatkan pendapatan
negara melalui pajak; dan menambah hu-
tang. Dari sekian opsi, pemangkasan subsidi
rakyat dan penambahan hutang adalah jalur
utama yang ditempuh oleh pemerintah un-
tuk membiayai pembangunan infrastrukeur.

Selain itu, mekanisme lain yang
ditempuh untuk membiayai banyaknya
pembangunan infrastrukeur dalam proyek
MP3EI adalah melalui mekanisme PPP.
Secara umum, PPP didefinisikan sebagai
“kontrak jangka panjang antara negara dan
sektor swasta yang bertujuan untuk menye-
diakan infrascrukrur publik". Orgamlmrfan
for Economic Cooperation and Development
(OECD), misalnya mendefinisikan PPP

sebagai “suatu persetujuan antara pemerin-

tah dan satu atau lebih perusahaan swasta
(vang bisa termasuk operator dan lembaga
pemberi biaya), dimana sektor swasta yang
menjadi mitra memberikan layanan pub-
lik yang juga bertujuan agar pihak swasta
dapat mengambil keuntungan dalam lay-
anan publik itu” (Rulliadi 2013: 1-2).

Menggantikan model pembangu-
nan infrastruktur yang umumnya dilakukan
oleh pemerintah melalui BUMN, mekan-
isme PPP mulai dikenalkan di Indonesia
pada masa Reformasi dan semakin intensif
pada 2005. Hal ini sejalan dengan naiknya
isu tentang good governance mulai menda-
patkan tempat dalam diskursus reformasi
politik dan birokrasi di Indonesia. PPP ke-
mudian menjadi pendekatan baru dalam
pembangunan infrastruktur yang dianggap
segaris dengan semangat good governance
itu, yang dalam kasus ini diasumsikan seba-
gal negara mesti memberi tempat bagi sek-
tor swasta untuk turut terlibar dalam mem-
bangun layanan publik dan infrastrukeur.

Penggunaan PPP sebagai mekanisme
pembangunan infrastruktur sebenarnya mer-
upakan resep dan anjuran Bank Dunia. Pada
World Development Report tahun 1994 yang
bertajuk “Infrastructure for Development”,
Bank Dunia mengenalkan PPP sebagai in-
strumen pembangunan yang mensyaratkan
adanya perubahan dan transformasi peranan
negara dalam pembangunan infrastrukeur.
Sebab menurut Bank Dunia pembangunan
infratsruktur oleh negara dianggap tidak
efisien, tidak responsif terhadap konsumen
dan penuh dengan penyelewengan. Atas
asumsi itu maka Bank Dunia menganjur-
kan untuk memberikan tempat yang lebih
luas bagi sektor swasta untuk turut mem-
bangun infrastrukcur (Rulliadi 2013: 6).

Dalam kasus Indonesia, kini ber-
bagai macam pinjaman, intervensi teknis
dilakukan oleh berbagai macam lembaga
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keuangan internasional untuk membuat
PPP bekerja di Indonesia seperti: Infrastruc-
ture Reform Sector Development Programme
(IRSDP) yang dibiayai melalui pinjaman
dan hibah oleh Asian Development Bank dan
pemerintahan Belanda; Infrastructure Devel-
opment Policy Loans (IDPL) yang disponsori
oleh Bank Dunia; Indonesia Infrastrucrure
Initiative (IndIl) yang didorong oleh pemer-
intah Australia melalui AUSAID; serta Japan
International Cooperation Agency (JICA) un-
tuk program pengelolaan pembiayaan ber-
sama. Beragam intervensi itu diorentasikan
untuk mengubah kebijakan negara, refor-
masi Institusi negara, dan merintis suatu
pilot project untuk lembaga keuangan pen-
jaminan infrastrukeur (Rulliadi 2013: 9).

Ringkasnya, dengan skema PPP
ini, negara dianjurkzm untuk memainkan
peranan yang lebih aktif dalam merefor-
masi dirinya, memfasilitasi dan memberi
insentif pada pasar serta mengurangi ket-
erlibatan BUMN dalam pembangunan in-
frastruktur. Meski demikian, bukan berarti
peranan Negara menjadi kecil dalam pem-
bangunan infrastruktur. Malahan peranan
negara bertambah besar, terutama untuk
memfasilitasi agar pasar dapat bekerja den-
gan sempurna. Untuk memperlancar pem-
bangunan infrastrukeur, misalnya pemerin-
tahan SBY mengeluarkan UU No.2/2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangu-
nan Untuk Kepentingan Umum dan me-
nandatangani Peraturan Presiden (Perpres)
No.71/2012 ketika UU Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan dianggap masih belum
dapat mempercepat pembebasan lahan.

Sejak Februari 2010, pemerintah tel-
ah melakukan berbagai macam inovasi dan
perombakan organisasi negara agar percepa-
tan pembangunan infrastrukeur dapat terjadi.
Sejak tahun 2010, Kementerian Keuangan

mendirikan sebuah BUMN yang bernama

PT. SMI (Sarana Multi Infrastrukeur) yang
berfungsi sebagai katalisator bagi percepatan
proyek pembangunan infrastrukeur di Indo-
nesia. Kemudian, pada Agustus 2010, Ke-
menterian Keuangan juga mendirikan PT.
IIF (Indonesia Infrastructure Finance) agar
pelaksanaan pembangunan infrastruktur di
Indonesia dapat dilaksanakan dengan skema
PPP PT. IIF ini didanai oleh PT. SMI, Asian
Development Bank, The International Finance
Corporation, dan Deutsche Investitions-und
Enrwicklungsgesellschafi (DEG). Salah satu
pemegang saham terbaru dari PT. IIF adalah
sebuah bank Jepang yang bernama SMBC.

Selain irtu, negara saat ini juga men-
galokasikan suatu anggaran yang disebut
dengan anggaran land capping. Anggaran
ini digunakan untuk mempercepat proses
pembangunan jalan tol yang terkendala
pembebasan lahan di seluruh Indonesia.
Dana land capping ini digunakan untuk se-
buah proyek yang dinilai secara ekonomis
layak, tetapi harga tanahnya terlalu tinggi.
Pemerintah memberikan insentif dan ban-
tuan melalui dana tersebut dari anggaran
negara untuk membuat proyek tersebut
dapat berjalan lancar. Selain itu, melalui
kementerian keuangan negara membentuk
sebuah BUMN yang disebut dengan Indo-
nesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF),
ini diterapkan di beberapa negara seperti
Brazil, Peru dan Kolumbia. IIGF dibentuk
dengan fungsi sebagai suatu entitas yang
menyediakan garansi keuangan bagi sek-
tor swasta dan sebagai pengelola resiko
fiskal dalam bisnis infrastruktur.

Dalam suatu skema yang dibuat
untuk pembangunan pelabuhan Cilamaya,
misalnya, jelas terlihat bahwa pembangu-
nan }a_lan tol dan pelabuhan itu digunakan
utamanya untuk melayani perusahaan-pe-
rusahaan otomotif, serta berbagai kawasan

industri di Jakarta, Bekasi dan Karawang.
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Dengan demikian, pembangunan
ekonomi dunia saat ini memang menempat-
kan infrastruktur sebagai bisnis. Infrastruk-
tur telah bergeser dari layanan publik yang
disediakan pemerintah untuk keselamatan
dan kesejahteraan rakyat menjadi suatu
bisnis infrastrukcur dari negara atau swasta
yang utamanya ditujukan untuk kepentin-
gan industri. Kecenderungan semacam Ini
sebenarnya merupakan hasil dari prakarsa
para kapitalis untuk mencari kemungkinan
aktivitas bisnis yang menguntungkan di ten-
gah krisis kapitalis; mempermudah aliran ko-
moditas dan rantai pasokan; dan mencipra-
kan pusat-pusat pertcumbuhan ekonomibaru.

Kesimpulan: Menghapus Warisan Buruk
Rejim Sekarang

Sangat jelas bahwa MP3EI men-
dasarkan pada asumsi bahwa pasar global
sebagai kesempatan emas. MP3EI adalah
suatu  kerangka pembangunan nasional
yang mempercayai bahwa Indonesia harus
menyadari posisinya dalam pembagian kerja
ekonomi internasional dan mengoptimal—
isasikan posisinya sebagai produsen dan
pengeksport komoditas global yang berba-

siskan sumber daya alam. Konsekuensinya,

g‘ Hino, Nissan, Volkswagen

bahwa pasar global bisa menjadi kekuatan
pemaksa yang mampu mereorganisasi dan
merekonstruksi ruang geografis pedesaan.
Untuk pembukaan ruang-ruang baru bagi
situs-situs produksi komoditas global yang
dimulai dengan menghancur-leburkan
hubungan kepemilikan rakyat pedesaan
dengan tanah, kekayaan alam dan wilayahn-
ya serta segala hal-ihwal kebudayaannya
yang hidup di atasnya dan melekat secara
sosial pada tempat-tempat itu sebelumnya.

Ellen M. Wood (1994) membeda-
kan market-as-opportuniry(pasar-sebagai-kes-
empatan) dan market-as-imperative (pasar-
sebagai-paksaan). Pasar sebagai kesempatan
bekerja melalui proses sirkulasi barang da-
gangan. Kebutuhan manusia pada giliran-
nya dibentuk agar dapat mengkonsumsi
apa-apa yang diproduksi. Sebagai suatu
sistem produksi yang khusus, ia mendomi-
nasi cara pertukaran komoditas melalui
pasar. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan
raksasa sanggup membentuk bagaimana
cara sektor ekonomi dikelola oleh badan-
badan pemerintahan hingga ke pemikiran
cara bagaimana cara ekonomi pasar itu
diagung-agungkan. Sementara itu, pasar-
sebagai-keharusan dapat dipahami mulai

dari karakter sistem produksi kapitalis yang
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paJing mampu dalam mengakumulasikan
keuntungan melalui kemajuan dan sofisti-
kasi teknologi, serta peningkatan produk-
tivitas tenaga kerja per-unit kerja} efisiensi
hubungan sosial, pembagian kerja produksi
dan sirkulasi barang dagangan. Kesemuanya
mengakibatkan penggantian pabrik-pabrik
yang telah usang, sektor-sektor ekonomi
yang tidak kﬂmperitif; hingga ketrampilan
para pekerja yang tidak lagi dapat dipai(ai.

Sebagai sistem produksi yang khusus,
kapitalisme ini memberi tempat hidup dan
insentif bagi semua yang efisien dan meng-
hukum mati atau membiarkan marti hal-hal
yang tidak sanggup menyesuaikan diri den-
gannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang
telah dihancur-leburkan itulah dibangun
sesuatu yang baru yang dapat lebih menjamin
keberlangsungan akumulasi keuntungan.
Schumpeter) menyebut hal ini sebagai #he
process of creative destruction atau proses peng-
hancuran yang kreatif ((1944/1976:81-86).

Saat ini merupakan momen yang
sangat tepat untuk menghapus warisan buruk
ini: MP3EI. Bagaimana caranya? Pemimpin
negara Indonesia ditahun 2014 memiliki kes-
empatan untuk mengambil jalan baru, belok
dari jalan yang melanggengkan kedudukan
Indonesia sebagai “Een natie van koelies en
een koelie onder de naties”, "A nation of coolies
and a coolie amongst nations”. Jalan baru itu
musti dimulai dengan menyatakan berhenti
dari segala cara pembangunan yang mengan-
cam keselamatan rakyat, merusak produk-
tivitas rakyat, menghancurkan layanan alam
dan membuat kesejahteraan rakyat merosot.
Sebaliknya, seluruh elemen musti berbelok
menempuh jalan baru bangsa ini, jalan yang
mampu membalikan situasi krisis sosial-
ekoiogis itu dan memulai usaha memulih-
kannya dari satuan-satuan yang paling dasar,
yakni kampung-kampung, sekolah-sekolah,
sanggar-sanggar kebudayaan, kelompok-

kelompok studi lokal, kelompok-kelompok
tani, komunitas-komunitas masyarakat adat,
usaha-usaha ekonomi kecil, dan sebagainya,
hingga satuan-satuan nasional, seperti par-
tai politik, parlemen} senator, organisasi
masyarakat sipil, universitas, dan sebagainya.

Para pemimpin di berbagai tempat
itu mesti menyadari kekeliruan jalan sebel-
umnya. Jalan yang membuat, sebagaimana
diungkapkan dalam pidato Soekarno, “Indo-
nesia mmjﬂdi pasar pmjum’an bﬂrﬂng—bamng
produk dari negara sana. Indonesia menfjadi
tempat  pengambilan  baban-bahan pokok
bagi industriil, kapitalisme disana. Indone-
sia mmdjﬂdf invesrmi-geéifd dampada modal
asing.” Seluruh elemen harus leluasa untuk
“menyusun masyarakat Indonesia merdeka
yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi”,
sebagaimana secara jelas dipidatokan oleh Ir.
Soekarno di Badan Persiapan Usaha-usaha
Kemerdekaan 1 Juni tahun 1945. Setelah
memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai
“jembatan emas”. Mengapa kita mesti leluasa?
Karena dalam memikirkan mengenai masa
depan Indonesia kita ridak boleh dikekang
dan dikungkung oleh cara-cara penyeleng-
garaan negara yang lalu. Kita sudah menye-
lesaikan revolusi nasional yang menghasil-
kan kemerdekaan Indonesia ditahun 1945.

Bangsa ini tidak dapat mencapai
cita-cita mulia kemerdekaan iru dengan
hanya melanjutkan cara-cara penyeleng-
garaan negara di masa lalu, yang ternyata
hanya sanggup melanjutkan Indonesia se-
bagai: pertama, menjadi “pasar penjualan
daripada produk—pmduk negeri pendjad-
jah atau negeri-negeri luaran di tanah air
kita”; kedua “Indonesia mendjadi tempar
pengambilan bahan-bahan pokok bagi in-
dustri real kapitalisme di negeri penjajah
atau negeri-negeri lain”. Ketiga “Indonesia
menjadi tempat investasi daripada modal-
modal penjajah dan modal-modal asing
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yang lain”. Betapa benar yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada sidang ple-
no pertama Dewan Perancang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959! []
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Akhiri Cara Mudah Tambang Habisi Hutan;
Stop Izin Pinjam Pakai Hutan

Hendrik Siregar

Abstrak
Luas hutan Indonesia tersisa 45 juta hektar dan akan terus menurun akibat alib fungsi karena in-
dustri berbasis lahan terutama pertambangan. Alih fungsi dimungkinkan terjadi karena legalitas
yang diberikan pemerintah melalui UU dan turunannya dalam ijin pinjam pakai kawasan hutan
(IPPKH). Faktanya, pemerintah justru meraup kerugian karena penyelewengan PNBL pajak dan
royalti, atau bencana alam. Seharusnya tambang tidak dijadikan garda terdepan dalam pembangu-
na sehingga tidak ada alasan untuk memberikan IPPKH lagi, guna menyelamatkan hutan tersisa.

Kata kunci: Alib ﬁngﬂ' hutan, bencana alam, fkspalrmz' mmémng, kerusakan fingkzmgaﬁ.

Pendahuluan

Sekror
satu sektor yang
sploitasi sumber daya alam, terparah ada-
lah sektor pertanian. Hutan terhimpit oleh

adalah  salah

menderita akibar ek-

kehu ranan

perluasan wilayah perkebunan, pertam-
bangan dan industri penebangan kayu,
juga bisnis properti. Belum lagi tekanan
akan kebutuhan lahan untuk pertanian.

Titik konflik atau persoalan dalam
kasus kehutanan, selalu di persoalan alih
fungsi. Di banyak kasus, alih fungsi juga
tidak hanya berlaku bagi kawasan huran,
juga pesisir pantai, pemukiman dan yang
paling banyak adalah lahan pertanian warga.
Salah satu pokok persoalan, sebelum adanya
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35
(MK35) tentang hutan negara, adalah Ne-
gara tidak mengakui kepemilikan hutan oleh
masyarakat setempat (adat). Negara meng-
klaim bahwa semua hutan yang berada di
wilayah Indonesia adalah milik Negara. Ne-
gara sepenuhnya berhak mengatur dan me-
nentukan jenis hutan dan wilayah-wilayah
mana yang boleh diambil kayunya. Logikan
yang digunakan oleh negara saat itu adalah

menganggap hutan sebagai satu sumber El(-

spor yang dapar diekspioitasi untuk meng-
hasilkan devisa bagi Negara. Orientasinya je-
las pasar, bukan untuk kesejahteraan rakyar.

Alih fungsi hutan di Indonesia yang
banyak terjadi dalam 15 tahun terakhir ini,
diberikan untuk industri yang berbasis lahan
seperti perkebunan dan pertambangan. Khu-
susnya pertambangan, hampir semua jenis
hutan kawasan dapat dialih fungsikan, tak
kecuali taman nasional maupun cagar alam.

Bisa dibayangkanj peralihan fungsi
hutan lindung menjadi pertambangan akan
membuat ancaman bagi masyarakat seki-
tar kehilangan wilayah kelola, yang berarti
kehilangan kehidupan. Penurunan tingkat
ekonomi, pendidikan dan keseharan yang
tidak jelas membayang di depan marta. Belum
lagi konflik horizontal antar masyarakat yang
timbul akibat proses peralihan wilayah kelola.

Belum Iagi kerusakan lingkungan
secara menyeluruh mengakibatkan pence-
maran air, ranah, dan udara. Pencemaran
sungai dan tanah menyebabkan munculnya
berbagai penyakit pada penduduk, termas-
uk perempuan dan anak-anak. Pencema-
ran sungai dan sumber air oleh logam berat
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dan zat kimia, seperti merkuri, arsen, tem-
baga dapat menimbulkan gangguan pada
organ tubuh bagian dalam. Pada beberapa
kasus keracunan logam berat dapat men-
imbulkan gangguan otak pada anak-anak
dan cacat ketika lahir, hingga kematian.

Bencana alam seperti banjir dan
longsor yang ter}adi di hulu dan hilir de-
wasa ini tidak lepas dari adanya kebija-
kan pemerintah yang kurang berpihak
terhadap kelestarian hutan. Demi pem-
bangunan, pemerintah cenderung menge-
sampingkan keseimbangan alam. Demi
pembangunan, pemerintah menempat-
kan nilai manfaat di atas nilai kelestarian.

Degradasi hutan Indonesia yang be-
gitu cepat merupakan buah dari konversi
yang masif. Dulunya, di awal tahun 90-an
luas hutan Indonesia masih berkisar 145 juta
hektar' . Jumlah itu terus menyusut, ber-
dasarkan data Kementrian Kehutanan, pada
2012, luas hutan Indonesia tersisa 45 juta
hektar® . Pertambangan adalah salah satu
pelaku utama menghabisi hutan Indonesia.

Hingga hari ini tak ada satupun kajian
yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan
tambang bertanggungjawab dan mampu
melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan. Yang dilaku-
kan perusahaan tambang tidak lebih dari sek-
edar reklamasi dan pelaksanaannya biasanya
asal-asalan. Hanya sekedar untuk memenuhi
syarat formalitas belaka. Sebaliknya, banyak
kawasan bekas tambang sengaja ditinggal—
kan begitu saja dengan kerusakan lingkun-
gan yang sangat memprihatinkan. Apalagi

lubang-lubang bekas penambangan itu men-

gandung air asam tambang yang berisiko
terhadap kehidupan ekosistem di sekitarnya.

Apalagi, hampir semua usaha per-
tambangan di Indonesia menggunakan
metode pertambangan terbuka (open pir
mining). Dengan metode ini, biaya opera-
sional perusahaan jauh lebih murah ketim-
bang menggunakan pertambangan tertu-
tup (ﬂndergmund mfni?zg/ffwe pit). Selain
itu, perusahaan mendapat keuntungan
atas tegakkan pohon yang dibabat seba-
gai nilai tambah metode tambang terbuka.
Tak  heran, lahirnya Undang-undang
(UU) nomor 41/1999 tentang Kehutan-
an, membuat perusahaan tambang keba-
karan jenggot. Pasal 38 ayat (4) yang ber-
bunyi; “Pada kawasan lindung dilarang
melakukan penambangan dengan pola per-
tambangan terbuka”. Hampir semua per-
tambangan saat itu menggunakan penam-
bangan terbuka dan faktanya deposit yang
ada kebanyakan di dalam hutan lindung,
termasuk taman nasional dan cagar alam.

Ancaman  arbitrase

yang akan dll aku kan peru sa_haan -peru-

internasional

sahaan tambang, men}adi salah satu ala-
san pemerintahan Megawati menerbitkan
Peraturan Pemerintah Penggant Undang-
undang (Perppu) No.1/2004 tentang Pe-
rubahan aras Undang-undang Nomor
41/1999, pada 11 Maret 2004. Walau
mendapat  gelombang protes, pemerin-
tah bersama legislatif tak bergeming untuk
membatalkan Perppu 1/2004, hingga akh-
irnya menjadi UU Nomor 19 tahun 2005.

Perppu No.1/2004 menjadi titik
berangkat dimulai rezim izin pinjam pakai

1. Dbase JATAM menyebutkan hutan Indonesia masih sekitar 141 juta hektar.
2. hup://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/22/m19slg-sisa-hutan-indonesia-hanya-45-juta-

hektare
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kawasan hutan lindung untuk pertamban-
gan. Terbitlah Peraturan Menteri Kehutanan
(Permenhut) Nomor P.12/Menhut-11/2004
tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lind-
ung untuk Kegiatan Pertambangan, 29
September 2004. Namun, peraturan men-
teri ini masih dirasa berat oleh pengusaha
termasuk penggantinya, Per-

menhut P14/Menhut-11/2006.

Karena untuk mendapatkan izin di dalam

tambang,
Nomor

kawasan hutan lindung, pengusaha tam-
bang Wajib menyetor lahan pengganti seba-
gai kompensasi atas lahan yang dipinjam.

Penambangan yang sudah {erjadi
sejak masa penjajahan, lalu orde baru yang
ditandai dengan adanya UU No.11/1967
tentang Pokok-pokok Pertambangan, me-
nyisakan deposir tambang mineral dan
batubara berada di dalam kawasan hutan
lindung dan konservasi. Dan sebagian lagi
berada di hutan produksi atau Area Peng-
gunaan Lainnya (APL) dan pesisir pantai.
Hal ini yang membuat para pengusaha tam-
bang sudah kebelet mengeruk, mencari cara
agar dapat kemudahan untuk membongkar
kawasan hutan lindung atau konservasi.

Karena deposit tambang mineral
maupun fosil yang ada saat ini berada di ka-
wasan hutan lindung, konservasi maupun ca-
gar alam, pemerintah memudahkannya den-
gan melahirkan UU No. 19/2004, lalu PP
No.2/2008 terakhir PP No.24/2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan. PP 24/2010
itu membuka ruang kepala daerah propinsi
untuk memberikan izin pinjam pakai ka-
wasan hutan. Serta tidak memberlakukan

lagi Permenhut No. P.14/Menhut-11/2000.

Ditambah lagi, eforia otonomi daerah yang
difasilitasi oleh UU No. 4 tahun 2009 ten-
tang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Minerba) berlaku sebagai pengganti UU
No. 11/1967. Mendorong setiap kepala dae-
rah, ‘tutup mata dan telinga” memberikan
izin tambang. Boleh dikata, UU Minerba
adalah penyebab c/aos izin usaha pertamban-
gan (IUP). Bagaimana tidak, sebelum UU
Minerba disyahkan, di seluruh Indonesia
hingga 2008 terdapat 2.559 perizinan (KK,
PKP2B, KP dan SIPD)? . Dalam wakrtu 4 ta-
hun, UU Minerba telah melahirkan 10.918
IUP atau bertambah 8.359 IUP Artinya,
setiap hari 5-6 IUP diterbitkan, bagaimana

tidak disebut “tutup mata tutup telinga’.

Menuai Rugi Membongkar Hutan

Praktik globalisasi tidak hanya men-
gakibatkan terpinggirkannya hak-hak dan
kehidupan masyarakat bawah, tetapi juga
seluruh aktivitasnya atas nama kapital. Art-
inya bahwa hampir semua kegiatan yang di-
lakukan oleh pemodal besar tidak memikir-
kan dampak ekonomi bagi rakyat kecil dan
dampak ekologi bagi lingkungan. Sebagai
bukti, dalam konteks pertambangan di hu-
tan lindung, penguasa (yang didukung oleh
pengusaha) tidak lagi mempedulikan kele-
starian lingkungan di kawasan itu, melainkan
semata-mata mendapatkan manfaat ‘kapital’
semata. Mereka justru berusaha mengubah
peraturan yang ada agar dapat meloloskan
kegiatannya. Hal ini terlihat dengan mun-
culnya izin untuk mengubah status kawasan
lindung menjadi wilayah pertambangan.

Kajian ekonomi dan ekologi telah

3. Di era UU 11/1967 perijinan tambang dikenal dengan sebutan Kontrak Karya (KK) untuk mineral,
batubara discbut Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan ijin yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mineral dan batubara disebut Kuasa Pertambangan

(KP) dan untuk tambang Galian C yang dikeluarkan pemerintah daerah disebut Surat Izin Penambangan

Daerah (SIPD).
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banyak dilakukan dan kesemuanya me-
nyimpulkan bahwa pertambangan di hu-
tan lindung akan lebih banyak merugikan
dibanding menguntungi(an. Banyak kajian
juga telah menyimpulkan bahwa prakeik
pertambangan tak pernah memasukkan per-
timbangan kawasan dalam fungsi ekologis-
nya. Hasil kajian menemukan bahwa per-
tambangan tidak pemah memiliki konsep
konservasi bahan mineral (mineral reserve).
Akibatnya daya dukung lingkungan pun
semakin rendah. Turunnya daya dukung
lingkungan juga terlihat dengan terjadi dan
semakin meningkatnya pencemaran logam
berat, matinya biota laut hingga konflik
sosial secara horisontal yang terjadi diban-
yak lokasi pertambangan, seperti yang
terjadi di PT. NMR, Sulawesi Utara, PT.
KEM di Kalimantan Timur dan sebagainya.
Kawasan konservasi dan hutan lindung
merupakan kawasan yang memiliki fungsi
sebagai daerah penyangga (buffer zone) dan
penyeimbang kehidupan (living preserva-
tor) yang harus dilindungi dan dilestarikan
agar dapat dimanfaatkan secara berkelanju-
tan. Kedua kawasan ini meliputi kawasan
suaka alam dan pelestarian alam. Fungsi
hutan ini menjadi sangat penting karena
selain peranannya sebagai penyeimbang
hidrologis, ekol@gis, dan keanekaragaman
hayati. Selain itu, yang tidak kalah penting
adalah hutan juga memiliki fungsi seba-
gai pendukung perekonomian masyarakat
sekitar. Dalam banyak hal, pertambangan
pada kenyataannya justru menjadi anca-
man yang sangat serius bagi fungsi ini.
Pertambangan terbuka dalam prakteknya
selalu bersifat merusak, sejak dari proses
eksplorasi, konstruksi, produksi, sampai

proses penutupan tambang. Bahkan peru-
sakan masih akan terus berlanjut meskipun
perusahaan sudah menghentikan semua
aktifitasnya setelah beberapa lama. Hal ini
dimungkinkan karena untuk keseluruhan
proses tahapan kegiatan tambang itu, hutan
dibabat bukan saja untuk pemboran (eksplo-
rasi), pembuatan bandara, jalan, pabrik pen-
golahan, pemukiman karyawan (konstruk-
si) hingga pembukaan kawasan menjadi
lubang-lubang menganga tempar eksploitasi
mineral dilakukan. Belum lagi, industri tam-
bang juga dikenal sangat rakus air. Sehingga
sumber-sumber air yang banyak terdapat di
kawasan hutan selain tersedot untuk me-
masok kebutuhan perusahaan, semakin tidak
bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat
sekitar karena limbah-limbah yang dihasil-
kan perusahaan pada gilirannya juga akan
mencemari sumber-sumber air tersebut.

Hilangnya fungsi daerah resapan
air (water catchment area) akan terjadi seir-
ing dengan hilangnya hutan yang meru-
pakan penutup tanah. Demikian pula
halnya dengan fungsi hutan sebagai gudang
keaneka-ragaman hayati (biodiversiry) dan
penyeimbang iklim (climate preservator).
Lubang-lubang besar yang tercipta selama
kegiatan penambangan akan sangat potensial
menjadi penyebab tanah longsc-r dan erosi.

Menteri Kehutanan, Zulkifli
Hasan, menyatakan pada 2011 sebanyak
1,5 juta hekrar kawasan hutan lindung
akan dialih fungsikan untuk rtambang®.
Ini terjadi karena Menhut memang tidak
melindungi kawasan-kawasan
lindung dan konservasi. Perubahan pe-

serius

runtukan hanya disederhanakan kepengu-
rusan izin pinjam pakai kawasan hutan.

4. Menhut lepas 1,5 juta Ha Untuk Pertambangan. Bisnis Indonesia. Edisi Cetak, 18 Nopember 2010, hala-

man i6.
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Aksi tukar guling Menhut merupa-
kan kelanjutan penghancuran kawasan hu-
tan yang difasilitasi pasca orde baru dengan
adanya UU No.19/2004 tentang Penetepan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No.1/2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.41/1999 tentang Ke-
hutanan Menjadi Undang-Undang’. Seki-
tar satu juta hekrar hutan lindung harus
berubah ﬁmgsi men}adi lokasi tambang
dengan metode tambang terbuka (gpen
pit mining) oleh 13 perusahaan tambang.

Berlanjur pada 2008 dan lagi-lagi
menjelang Pemilu, seperti Perppu 1/2004
yang dikeluarkan Presiden =~ Megawati
Soekarno Putri, SBY tak mau ketinggalan
dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah
(PP) No.2/2008 salah satu konsideran PP ini
adalah UU No.19/2004 yang intinya mem-
berikan kemudahan kepada pengusaha tam-
bang dengan hanya membayar sewa hutan
antara Rp.150 - 300 per meter per tahun® .

Kemudahan yang diberikan negara
untuk kawasan huran lindung juga berlaku
bagi kawasan konservasi seperti taman na-
sional. Perubahan sratus taman nasional
menjadi hutan lindung agar dapat dikon-
versi tidak hanya membuat polemik tata
ruang, juga membuka ruang konflik rerha-
dap warga yang tinggal disekitar huran. Ren-

cana peraturan daerah perubahan tata ruang
Propinsi Gorontalo adalah contoh paling
aktual, bagaimana investasi tambang be-
gitu di fasilitasi oleh negara. Sekitar 14.000
ribu hektar Taman Nasional Bogani Nani
Wartabone (TNBNW) dialih fungsikan un-
tuk konsesi tambang emas PT. Gorontalo
Minerals anak perusahaan Bumi Resources.

Bahkan pada kasus tumpang tin-
dih Taman Nasional Batang Gadis dengan
konsesi tambang emas PT. SorikMas Min-
ing (SMM), Mahkamah Agung mengab-
ulkan permohonan uji materiil PT. SMM.
Padahal PT. SMM sebagai badan hukum
tak berhak mengajukan uji materiil sesuai
Peraturan Mahkamah Agung No.1/20047 .
Parahnya lagi yang cliuji materiilkan adalah
Surat Keputusan Menteri yang seharusnya
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perkembangan izin pinjam pa-
kai kawasan hutan untuk pertambangan
8 tahun terakhir menunjukan peningka-
tan signifikan. Di tahun 2004 hanya ada
13 unit usaha pertambangan dengan luas
hutan lindung yang dialih fungsi men-
capai 925.000 hektar. Meningkat tajam
pada tahun 2012 menjadi 924 unit us-
aha dengan luas total 6.578.421 hektar.

Menurut data ESDM hingga No-
vember 2012 mencatat ada 10.918 (IUP)

5. Saat Perppu 1 Tahun 2004 dikeluarkan ada 162 Kontrak Karya yang telah ditandatangani pemerintahan
Socharto. Dalam daftar Keppres No.41 tahun 2004 sebagai penguat Perppu 1/2004 terdapat 13 perusahaan

tambang yang dibolehkan menambang dikawasan hutan lindung. MK memutuskan hanya 6 yang boleh ber-
operasi karena telah mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan.

6. PP ini memungkinkan perusahaan tambang mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi men-

jadi kawasan tambang skala besar hanya dengan membayar Rp 1,8 juta-Rp 3 juta per hekrtar. Lebih murah

lagi untuk tambang minyak dan gas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repeater telekomunikasi, stasiun

pemancar radio, stasiun relai televisi, tenaga listrik, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan

tol. Tarif untuk semua itu menjadi Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta.6.
7. Pasal 1 ayat (4); “Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan....”. Bunyi pasal 1 ayat

(4) ini tidak berubah dalam perubahan Peraturan MA No.1/2011.

Edisi: I/Mei 2014




LANDREFORM

telah selesai didata ulang (rekonsiliasi) dan

diserahkan pula sertifikat Clean and Clear
(CnC). Dalam penentuan CnC, sebuah IUP
harus memenuhi syarat sesuai dengan PP
No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Baubara,
serta Surat Edaran Menteri ESDM No.
03.E/31/DJB/2009, diantaranya wilayah
konsesinya tidak tumpah tindih, khusus ke
dalam hutan kawasan. Sampai dengan 17
Februari 2014, hasil pendataan Ditjen Min-
erba, hanya 6.041 TUP* berkategori CnC.
Namun, tidak ada sanksi minimal pembata-
lan atau penundaan terhadap IUP non CnC.

Tak heran inisiatif CnC banyak
dipertanyakan. Sangat mungkin IUP non
CnC itu karena tumpah tindih dengan ka-
wasan hutan atau tidak memiliki izin pin-
jam pakai kawasan hutan. Layak untuk
dicaburt, bukan sebaliknya justru memberi
waktu kepada pemilik [UP untuk meleng-
kapi atau memberesekan perijinan. Den-
gan pemberian sertifikat CnC, justru kuat
diduga inisiatif CnC ini hanya sebagai
bm:ga:’#zing antara pemerintah pusat dan
daerah dan membuka peluang suap. Se-
hingga upaya itu tidak ada hubungannya
sama sekali dalam menyelamatkan kawasan
hutan dari pembongkaran lebih masif.

Hal ini dimungkinkan secara le-
gal dan didukung penuh oleh kebijakan
pemerintah sejak 2004. Hutan lindung yang
tadinya bersifat milik bersama (komunal,
hak kolekrif) dapart diseburt juga sebagai ba-
rang publik (public goods) dimodifikasi men-
jadi barang untuk kepentingan private atau
kepentingan segelintir pihak (private goods).

Legalitas negara dalam  men-

jamin  berlangsung Komodifikasi  hu-
tan paling nyata dengan keberadaan
Peraturan Pemerintah (PP) No.2/2008.
Dengan sewa hanya Rp.300 per meter
persegi, luasan tertentu kawasan dapat dipri-
vatisasi oleh kelompok pemodal/korporasi.

Ironisnya, privatisasi dalam ben-
tuk sewa rtersebur, masih mungkin dis-
elewengkan. Di 2011 saja, ada 1099 unit
izin pinjam pakai kawasan hutan dengan
total luas 2.264.877,41 hektar’ . Jika meng-
gunakan nilai tertinggi PP 02/2008, yakni
Rp.300, seharusnya pada tahun itu setoran
PNBP-PKH tambang Rp.6,795 triliun atau
Rp.3,397 wriliun dengan menggunakan bi-
aya sewa minimum. Berdasarkan dara Ke-
hutanan setoran PNBP per Oktober 2011
baru mencapai Rp.208,42 milyar atau tidak
sampai 10% dari biaya sewa minimum.

Komodifikasi hutan untuk konsesi
tambang secara illegal juga seolah tidak mau
kalah. Ambil contoh di Kalimantan Tengah
saja, pada 2011 dari 615 unit perusahaan
yang mempemleh izin melakukan pertam-
bangan dengan luas total 3,7 juta ha namun
hanya 9 unit perusahaan saja atau hanya
30.000 Ha yang telah memiliki izin peng-
gunaan kawasan hutan sesuai dengan pera-
turan. Di Kalimantan Timur ditemukan pe-
rusahaan tambang ilegal berjumlah 181 unit
dengan luas 695.709 ha dikawasan hutan.

Perusahaan — perusahaan tambang
yang tidak memiliki izin pinjam pakai ka-
wasan hutan atau memiliki secara ridak
prosedural makin menambah kerugian ne-
gara dari sektor pertambangan. Karena,

baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

dan Kementrian Keuangan, berulangkali

8.Materi paparan Dirjen Minerba Kementrian ESDM; Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Pertambangan

Mineral dan Batubara di Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam rangka menyusun rencana aksi pencegahan Ko-

rupsi bersama KPK dan Gunermur/Bupati 12 Propinsi.

9. Per juni 2012 telah mencapai 2.519.415,82 hektar. Dbase JATAM
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mengumumkan tunggakan arau tak ba-
yar pajak dan royalti hingga jaminan re-
klamasi perusahaan-perusahaan tambang,

Begitu pula dengan rilis Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), 2011. KPK
menyebut kerugian negara sebesar Rp. 240,5
triliun'®, akibat alih fungsi kawasan hutan
yang tidak sesuai dengan prosedur untuk
pertambangan hanya di pulau Kalimantan.

Boleh dikata, industri tambang di
Indonesia adalah pusaran kerugian. Say-
angnya, pemerintah justru meletakkan
Pertambangan satu dari tiga sektor utama
(Pertanian dan Infrastrukeur), dalam pe-
mulihan dan pembangunan ekonomi dalam
Rencana Pembangunan Jangaka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005 — 2025. Secara
gamblang RPJPN 2005-2025 menyatakan
bahwa usaha mewujudkan ekonomi yang
kokoh didukung dengan sektor pertanian
dan pertambangan'! . Pemerintah sepertinya
kelewat yakin bahwa keterpurukan ekonomi
yang terjadi saat ini, dapat diatasi dengan
pertumbuhan investasi di sektor pertamban-
gan. Padahal, pertambangan secara nyarta,
sumbangan kepada kas Negara teramart ke-
cil. Saat belum berlakunya UU No. 4/2009,
kontribusinya berkisar 3-4 persen. Sejak
berlaku, prosentasenya naik menjadi kisaran
0-7 persen, ini terjadi karena jumlah izinnya
yang melon}‘ak tajam. Sangat tidak seband-
ing dengan kerugian yang akan ditimbulkan.

Sayangnya, pemerintah tidak per-
nah mau melihat berbagai kerusakan ling-
kungan dan masalah sosial yang muncul
akibat eksplaitasi perusahaan tambang,

seperti di kawasan hutan, terlebih di hu-
tan lindung. Hasil kajian yang dilakukan
Greenomic (2004) menunjukkan bahwa
ekspioitasi tambang di hutan lindung,
akan menghilangkan nilai ekologi sebesar
Rp.70 triliun'?  per tahun terhadap 13 pe-
rusahaan rambang di hutan lindung yang
dibolehkan melalui Perppu No.1/2004.

Pertambangan di kawasan hutan
lindung juga secara bertahap akan menu-
runkan nilai Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Dae-
rah (PAD). Industri tambang yang tak
berkelanjutan, PAD juga kas negara yang
diperoleh pun tak akan berkelanjutan. Se-
mentara, pemerintah akan terus menge-
luarkan uang untuk perbaikan atau ben-
cana akibat kerusakan lingkungan atau
pencemaran yang terus berlangsung.
Kesimpulan

Bagi Indonesia, sumberdaya hu-
tan merupakan modal pembangunan yang
sangat berharga. Tidak ada yang salah
menjadikan sumberdaya hutan sebagai
modal pembangunan. Sebab, Tuhan men-
ciptakan hutan untuk kebutuhan semua
mahluk hidup, tidak terkecuali manusia.
Permasalahannya, pemanfaatan sumber-
daya hutan oleh manusia seringkali berlebi-
han, sehingga mengancam kelestariannya.

Di Indonesia, hutan merupakan
supermarket gratis bagi masyaral(at seki-
tait Sebagian besar kebutuhan hidup mere-
ka dipenuhi dari kawasan hutan ini. Bagi

masyarakat sekitar, hutan merupakan gu-

10. http://metrotvnews.com/read/news/2011/06/14/54699/Alih-Fungsi-Hutan-di-Kalimantan-Rugikan-Nega-

ra-Rp240-5-Triliun

11. Baca bagian E.Arah Pembangunan Jangka Panjang dalam Naskah RPJPN 2005-2025 per 7 Januari 2005,

Telah diundangkan dalam UU No.17 tahun 2007.

12. Lihat hasil analisis yang dilakukan oleh Greenomics Indonesia (2004) berjudul: “Analisis Ekonomi Ling-
kungan. Praktik Tambang Terbuka di Hutan Lindung: Divestasi Modal Ekologi.”
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dang satwa yang mampu mencukupi ke-
butuhan protein hewaninya. Hutan meru-
pakan tempat yang mampu menyediakan
makanan, kayu untuk mambangun ru-
mah dan memasak, air untuk mandi dan
minum, tanaman obat untuk menyembuh-
kan badan dikala sakit, dan lain sebagainya.
Posisi Indonesia yang rterletak di
kawasan tropis sesungguhnya sangat men-
guntungan dengan laut yang cukup luas.
Indonesia jadi memiliki kekayaan hayati
flora dan fauna baik di darat maupun laut.
Namun, kekayaan alam yang ada di permu-
kaan dan dalam laut, justru dirusak oleh ke-
kayaan alam yang ada di dalam perut bumi
pembentukan identitas bangsa.
Sebuah pilihan yang keliru yang
membuart Indonesia tidak beranjak dari ne-
gara berkembang yang berkubang Utang.

Tiap tahun utang Indonesia terus tumbuh

seb agai

hingga mencapai 174,041 miliar dollar AS
atau hampir mencapai Rp 2.000 triliun.
Nilai utang ini naik 17,5% dari tahun lalu.
Akhir Januari 2009 nilai utang luar negeri
Indonesia 151,457 miliar dollar AS. Nilai
utang tersebur rerdiri aras utang pemerintah
sebesar 93,859 miliar dollar AS, utang bank
8,984 miliar dollar AS, serta utang swasta
non-bank sebesar 75,199 miliar dollar AS™ .

Secara filosofis, kekayaan alam ter-
masuk mineral dan batubara dikuasakan
kepada negara oleh rakyat, untuk dikelola
bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini
tertuang dalam aturan dasar negara (state
fundamental norm) yaitu Pasal 33 Ayat
(3) UUD RI 1945. Pasal ini memberi-

k&lﬂ mandat negdara untui( mengusai sSum-

ber daya alam dengan tujuan kemakmu-
ran bagi rakyat, selaku pemberi mandat,
dalam teori kontrak sosial berdirinya suatu
negara. Dengan demikian, pasal ini harus
ditafsirkan sepaket dengan bagaimana ne-
gara harus mengelola sumber daya alam
sebagai sumber daya publik secara baik.

Industri pertambangan telah men-
jadi monster sumber penghancuran bagi
keberlanjutan hidup warga khususnya dis-
ekitar kawasan tambang. Industri yang
ditempatkan sebagai ujung tombak pem-
bangunan dan devisa Negara, justru mer-
upakan ancaman nyata bagi keselama-
tan dan daya pulih produktificas warga,
serta  keberlanjutan fungsi-fungsi alam.

Buktinya warga lingkar tambang bu-
kannya menjadi sejahtera sebaliknya men-
jadi kantong-kantong kemiskinan termasuk
menjadi daerah yang tak layak untuk diting—
gali antar generasi dan produktivitas ekono-
mi warga. Misalnya, saja Samarinda yang
71% luas wilayah telah dikuasai tambang
batubara 31.959 jiwa'* adalah penduduk
miskin atau terbesar di Kalimantan Timur.

Hal lain yang dapat memicu proses
pemiskinan rakyat adalah matinya fungsi-
fungsi layanan alam. Bencana longsor dan
banjir setiap saat dapat terjadi akibat ru-
saknya kawasan hutan dan resapan air.
Satu karakter lainya dari daya rusak tam-
bang yakni “rakus akan air”. Di Kalim-
antan Timur, sepanjang 2011 rtercatat 27
anak sungai mati akibat pertambangan® .
Kebalikannya, Kota Samarinda justru lang-
ganan banjir, 2-3 kali tiap tahunnya warga
Samarinda menderita terus dibuatnya.

13. “Utang Luar Negeri Indonesia Dekati Rp 2.000 Triliun.” Berita Utama, Kompas Cetak, 16 April 2010. 30

November 2010.

14. Mautnya Batubara. Pengerukan Batubara 8¢ Generasi Suram Kalimantan, JATAM, 2009.
15. 27 Anak Sungai Hilang Akibat Aktivitas Pertambangan. Media Indonesia, 27 Desember 2011.
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Negara-negara yang tidak meng-
gantungkan pada sektor tambang, justru
jauh lebih baik dari Indonesia. Bahkan ne-
gara seperti Singapura, Swedia dan Be-
landa yang tak memiliki potensi tambang,
merupakan negara dengan Indek Pemban-
gunan Manusia terbaik didunia saat ini.

Oleh karenanya, Indonesia harus
berani mengambil langkah inovatif untuk
meninggalkan tambang. Pemerintah Indo-
nesia mulai dengan serius menjadikan istilah
negara agronomi melekat diseluruh bangsa
di dunia ini sebagai identitas. Terbukti se-
benarnya sektor ini walau terus menerus
digerus oleh pertambangan masih yang ter-
baik kontribusinya terhadap devisa negara.

Untuk itulah segala kekayaan sum-
ber tambang yang masih tersisa harus di-
cadangkan sebagai pilihan akhir (the last
resort). Dengan dicadangkan, berarti juga
menutup pintu untuk tidak lagi melaku-
kan pembongkaran kawasan hutan apapun.
Pada umumnya semua hutan mempunyai
fungsi konservasi, lindung dan produksi.
Dan setiap hutan mempunyai kondisi yang
berbeda-beda sesuai dengan keanekaraga-
man hayati, ekossitem dan t(}pograﬁnya.

Untuk menguransi resiko, tak han}ra
soal degradasi hutan yang sudah begitu parah.
Dengan tidak memberikan lagi IPPKH arau
alih ﬁjngsi hurtan, mendukung upaya untuk
mengurangi emisi karbon. Hutan memiliki
peran penting dalam sistem iklim globa_l dan
siklus Carbon global yaitu sebagai penyerap
dan penyimpan Carbon dalam jumlah yang
besar. Keberadaan hutan memungkinkan pe-
nyerapan dan penyimpanan Carbon dalam
vegetasi dan dalam tanah, serta memungkin-
kan perubahan/pertukaran Carbon di atmos-
fir melalui proses fotosintesa dan respirasi.

Dan yang tak kalah penting ada-
lah menghentikan konflik horizontal ka-

rena izin pemanfaatan hutan oleh koor-

porasi. Sudah cukup banyak korban
berjatuhan akibat tata kelola kehutanan
dan pertambangan yang salah kaprah seba-
gai komoditi bisnis. Oleh karenanya deposit
yang tersisa saat ini, harus dijadikan harta
karun yang dijaga oleh kelebatan hurtan.

Hutan sebagai karunia dan amanah
Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan
kepada bangsa Indonesia merupakan ke-
kayaan alam yang tak ternilai harganya, oleh
karena itu, hutan harus diurus dan diman-
faatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan
akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan
rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945
sebagai landasan konstitusional, mewa}'ib-
kan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Ne-
gara. Hal tersebut sejalan dengan sebagaima-
na diamanatkan Pasal 4 UU No.41/1999
bahwa semua hutan di wilayah Repubiik
Indonesia termasuk kekayaan alam yang ter-
kandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
sechingga penyelenggaraan kehutanan sena-
tiasa mengandung jiwa dan semangat ker-
akyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berkelanjutan adalah kata kuncin-
ya. Dengan mengelola sebaik-baiknya
tanpa merubah fungsinya, maka fung-
si-fungsi Iayanan alamnya tetap ber-
lanjut untuk masa yang akan dartang.
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Resolving Agrarian Conflict Through Implementation Of
Land Reform!

Iwan Nurdin

Secretary General of Consortium for Agrarian Reform (KPA)-Jakarta, In-

donesia

ABSTRACT
There are three major agrarian problems that still existed namely; 1) Unequal land control and
ownership between land controls by (big) corporation versus peoples agricultural land, 2) Land
conflict and criminalization against farmerslindigenous peoples (IPs), and 3) Environmental deg-
radation.
In 2007 government launched a project named National Agrarian Reform Program (PPAN), but
Consortium for Agrarian Reform (KPA) believes that this project is not a comprehensive agrarian
reform (AR). This PPAN is also not giving positive impact to the conflict settlement, since it process
has failed in fulfilling transparency and peoples’ participative values.
Due this view, encourages KPA to promote an alternative way in remlvfng cdses tforougp’:l a small-
scale land reform initiative by engaging National Land Agency (BPN RI) and local government.
This reform combines conflict resolution and poverty alleviation programs. This collaborarion had
pushed the redistribution of 2,838 ha lands to 9,479 households.
The involvement of farmers' organizations in land reform process turned out to be the main fac-
tor ﬁ)r the success af land redistribution result, as well in acb.ifv.ing sustainable land awners}éfp
and effectiveness of poverty alleviation program.

KEYWORDS
Agrarian conflict, agrarian reform, conflict resolution, peoples’ participative and policy

A. Background

Head of National Land Agency (BPN
RI) on July 4th, 2013 in a meeting with lec-
turers and agrarian law observers from all
over Indonesia, in Trisakti University, Jakarta,
stated that there were 632 overlapping agrar-

1. Paper Prepared for Presentation at the
“2014 World Bank Conference on Land and Poverty”

The World Bank-Washington, DC, March 24-27,2014

1an regulations. On the other hand, the main
problem in term of implementative techni-
cality is overlapping of laws and regulations.
There are at least 17 Laws; 48 Presidential
Regulations, 22 Presidential Decrees, 4 Pres-
idential Instructions, and 496 Regulations/
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Decrees/Circulars and Instructions of State
Minister/Head of BPN regulating about
Natural Resources and land. Unfortunately,
many of those regulations are overlapping.

Those overlapping can be catego-
rized into two big groups; first, in regulations
about Natural Resource, higher laws (Consti-
tution, MPR’s Decrees) are not reference by
lower laws (Law, Government Regulation/
GR, etc.). Second, the same-level laws regu-
late things clif:l:erently and even contradictory.

As a result, various ministries/insti-
tutions regulate Natural Resource manage-
ment without coordination among them
and could issue overlapping policies on a lo-
cation. Bureaucrats attitudes of rent seeker
through various permits they issued make
things worse. This is one of the causes for
serious land conflicts in Indonesia. The main
victims of this situation are the people due to
regulations issued by public officials. Most of
those regulations are implemented on com-
munity-controlled land which so far has not
been protected and legitimated by the State.

In Indonesia, there two authorities
regulating land right without any coordina-
tion. First, Forestry Law which states that
70 percent of Indonesia’s land is forest area.
Meanwhile, the rest of it is regulated by BPN
RI using Law about land. Those problems
prove that land government system in In-
donesia is not well formed yet or even It is
not run based on principles in constitution.

Institutionalization of democracy,
in Indonesia, since 1998, has given possibil-
ity to assess a Law in Court of Constitution
and regulations below Law can be assessed in
Supreme Court. Many positive results were
produced. For example, in 2013, Court of
Constitution issued a decision that made in-
digenous people delighted. On May 16th,

2013, upon Archipelago Indigenous People
Alliance (AMAN)’s plea stating that indig-

enous forest is not state forest, Claim of For-
estry Law stating that all forest area is state
forest was considered against the Constitu-
tion by Constitution Court. Although this
decision is very important to restore indig-
enous people’s right, the government, in fact,
is not willing to implement this decision yet.

Furthermore, there are several im-
portant developments concerning land
governance; first, initiative of Land Bill in
the House of Representative (DPR RI), at
the same time, DPR RI is examining In-
digenous People’s Recognition and Protec-
tion Bill. Second, MoU between Corrup-
tion Eradication Commission (KPK) and
12 Ministries/Institutions on the Accel-
eration of Forest Gazzetement with a pur-
pose to accelerate forest area legitimation
as well as to settle conflicts in forest area.

Third, implementation of land policy
such as GR No.11/2010 about Enforcement
and Utilization of Abandoned Land and Law
No.2/2012 aboutLand Acquisition for Devel-
opment of Public Interest. Fourth, implemen-
tation of conflict settlement and small-scale
land reform initiative by local government
together with civil society and BPN RI.

This article wants to elaborate the
agrarian conflicts in Indonesia and ac-
tions taken to settle them through agrar-
ian reform scheme in conflict areas. This
article also wants to rtalk abour obstacles
of the process so that they can use as ref-
erence in making policy in the furture.

B. Understanding Of The Agrarian Con-
flict In Indonesia

Non-government organizatian’s
(NGO’s) activists in Indonesia often refer
term of “agrarian conflict” as a term describ-
ing and explaining conflict phenomenon not
only about land conflict. But, they refer it
as definition of agrarian explained on Basic
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Agrarian Law 1960 which is all land, water
and air above them, including natural treas-
ure inside them in territory of Republic of
Indonesia (Article 1 point 2).Using this ter-
minology, definition of Agrarian intended
by Basic Agrarian Law (BAL) 1960 tends to
refer to more popular terminology nowadays
which is natural resource or natural treasure.

Then, to specify terminology of the
intended agrarian conflict, NGO use term
of structural agrarian conflict, which is a
term to explain agrarian conflict involving
local people on one side and capital pow-
er or state instrument on the other side.
Therefore, this terminology refers to con-
flict among civil society groups on one side
against two other kinds of power in society
life, namely: business sector and or state® .

According to Noer Fauzi Rachman,
structural agrarian conflict is prolonged
claim dispute on a piece of land, natural
resource, and people’s territory with gi-
ant enterprise 1in infrastrucrure, produc-
tion, extraction and conservation sectors;
and the conflicted parties try and directly/
indirectly act to negate other party’s claim.
The intended agrarian conflicts range from
licensing by public officials, including Min-
ister of Forestry, Minister of Energy and
Mineral Resource (ESDM), BPN RI, Gov-
ernor and Regent who put land, natural re-
source, and people’s living area into project/
concession of glant enterprises in infrastruc-
ture, production, extraction, as well as con-
(Fauzi Rachman, 2012)

Those two definitions above show

servation sectors

that the essential factor causing structural
agrarian conflict is a particular policy is-
sued by the government for various pur-

poses both business and public interest,
ignoring the reality of land possession

by local people (Fauzi Rachman, 2012).

B.1. Escalating Agrarian Conflict

In the era of economic crisis, in
1998, a trigger for 1998’s reformation,
land occupation by people on golf course,
plantation and abandoned land in sub-
urb was reported widely by mass media.
In the beginning, it was considered tem-
porary response by the people to survive
from severe economic crisis. Moreover, at
that time, millions of labors lost their job.

But, the land occupation was, in
fact, widespread on plantation and forestry,
involving massive number of farmers and
villagers. At first, mass media reported this
phenomenon as land grabbing. However,
with better understanding to those people’s
actions, term land grabbing and occupation
gradually was changed to the terminology
popularized by the activists assisting the peo-
ple, "reclaiming” — popular as reclaiming act.
It is the terminology describing that those
people’s actions are a movement to claim
back their land which was once grabbed
through violent and manipulative process
cluring pervious era. This term indicates
that reclaiming act is not merely as surviv-
ing process from severe economic crisis, but
It is an act indicaring form of opposition by
the people to the previous agrarian policy.

This escalating reclaiming act was,
in the beginning, considered a movement
gaining the momentum due to weak-
ening of government‘s and security of-
ficer’s authority during transitional pro-
cess of democracy so that farmers and

2. Academic Script Proposal on National Commission for Agrarian Conflict Resolution, National Commis-

sion for Human Rights, 2003,
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villagers dared to do that reclaiming act.

But, looking at escalation of open
conflict between community and officials
due to agrarian conflict has kept increasing
until now, inciuding reclaiming act, that
point of view needs to be elaborated. This
is because most of the open conflict is di-
rect reaction to fight against land grabbing
process being suffered by the community.

During 2013, KPA recorded as many
as 309 agrarian conflicts in 1,281,660.09
hectares (Ha) of conflict area and involv-
ing 139,874 households. Based on their
sector, spread of agrarian conflicts is as fol-
lows; plantation as many as 180 conflicts
(48.78%), forestry 31 conflicts (8.4%),
coastal/marine 9 conflicts (2.44%) and the
others 6 conflicts (1.63%)°. In other words,
there was more than one conflict taking place
almost every day across the country, involv-
ing 383 households (1,532 people) in no less
than 3512 Ha of conflict area. Although in-
frastructure and mining are the areas where
most agrarian conflicts took place in term of
conflict area, forestry is the largest conflict
area which is as large as 545,258 Ha, fol-
lowed by plantation as large as 527,939.27
Ha, and mining as large as 197,365.90 Ha’.

Total area of agrarian conflict in
2013 reaches as large as 1,281,660.09 Ha,
involving 139.874 households as victims
of conflict. Compared to 2012, there is an
increase of size of conflict area as much as
318,248.89 or 33.03% larger than that in
2012. In term of the number of conflict,
compared to 2012, there is also an increase
from 198 agrarian conflicts in 2012 to 369
conflicts in 2013 or increasing 86.36%".

If we see that the existing of ar-

3. According to 2013 Year - End Report of KPA.
4. Ibid.

eal permit for mining, dominated by
borrow-use forest area and plantation
area which also become conversion land
of forest area, we can conclude thar for-
est area based on its definition regulared
in Law No. 41/1999 about Forestry is ac-
tually the source of the agrarian conflicts.

Based on KPAs record, during
the last five years (2009 — 2013), there
is an increase in the number of conflicts
as much as 314% or 3 (three) times more
than that in 2009. There is also an increase
in term of size of conflict area as much as
861%, compared to it in 2009. The num-
ber of households involved in the conflicts
also increases as much as 1,744%, com-
pared to it in 2009 — see diagram below.

AGRARTAN CONFLICTS IN INDONESTA 2009-2013

1,300,000.00

1,200,00000 //
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Picture 1. Graph of size increase of agrar-
ian conflict area from 2009 o 2013,
based on 2013 Year-End Report of KPA)

The number of death due to agrarian
conflicts in 2013 also drastically increases as
much as 525%. In 2012, number of death
in agrarian conflicts was 3 farmers, while
2013 the agrarian conflicts claim 21 people
dead, 30 people shot, 130 people assaulted
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and 239 people arrested by police officers™

B.2. Main Area Of Agrarian Conflict

Base on data recorded by KPA, there
are three main areas of agrarian conflicts in
Indonesia:

B.2.1 Plantation Area

One of the oldest and the most
number of agrarian conflict points in our
country is conflict which takes place in plan-
tation area. It ranges from colonial-legacy
plantation agrarian conflict to partnership
plantation with plasma-core pattern which
has been supported by the government.

The colonial-legacy plantation con-
flict mostly took place in Java, North Suma-
tra, South Sumatra and Lampung. Majority
of those plantations is controlled by Planta-
tion State-Owned Enterprise (BUMN), in
this case, State-owned plantation (PTPN).
PTPN area came from nationalization pro-
cess fareign plantation companies, especially
Dutch companies in 1950s. On the other
hand, we all know that those plantations
were established by grabbing people’s land,
especially local indigenous people’s land.

In the past, erpacht right of these
Dutch plantations was obtained in two ways:
direct rent from the people or using princi-
ple of domein verklaring, land was claimed
state land (Dutch East Indies Government)
if its ownership/eigendom righr couldn’t be
legally proven, as regulated in provision of
Agrarische Wet 1870. The second way was
mostly used. Therefore, people’s accusa-
tion that PTPN’s land in Eastern Sumatera

5. Ibid.

and BUMN’s as well as private plantations
in Java today came from land grabbed and
never returned to them is not exaggerating.

According to BAL 1960, planta-
tion company gets right over the land in
form of Righ to Use (HGU), regulated in
Articles 28-30 and provision of conversion
Chapter IIl.Therefore, HGU is not only
new form of right but also continuation of
erpacht Agrarische Wer 1870 and provision
of consessie. Furthermore, right of erpachr
converted to HGU is due for the latest of 20
years to be immediatel}f returned to the state.

With the basis of colonial plantation
land coming from grabbing people’s land,
most of ex-erfpacht plantation land once
granted by the government through Letter of
Reference about Land Distribution and Let-
ter of Reference about Land Reform to the
people was controlled again by plantation
companies by using security officers in tran-
sitional era from Old Order to New Order.

Government of New Order got
more reluctant to return those lands by is-
suing Presidential Decree No. 32/1979
about Basic Policy in Order to Grant New
Right over Westerners' Right Converted
Land and Regulation of Homeland Min-
ister No.3/1979 about Provisions Regard-
ing New Right Application and Grant
over Westerners Right Converted Land.

Some reasons for that regulation
are because most of those plantations were
already nationalized and transformed into
BUMN and most of companies’ manage-
ment and commissioners were pensioners

of high-ranked officials or military offic-
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ers who were considered deserve privilege.
People lost opportunity to get their land
back through BAL 1960. Today, Dutch ex-
erpacht plantation faces difficult challenge
to be returned to the people because it is
recorded as State asset and land institution
(BPN) and land regulation seem incapa-
ble to “get into” conflict issue with PTPN.

Besides colonial legacy plantation
issue, new plantation conflicts took place
across Indonesia. Most of them took place
in Sumartra, Kalimantan and Sulawesi. Sev-
eral phases need to be recognized in observ-
ing new kind of this plantation conflict.

First, normative phase. This phase
starts from location and principle permit
issued by Regent or Governor, frequently
overlapping with people-managed
Meanwhile, after getting location per-

area.

mit, plantaticm companies frequently force
people to give their land with inappropri-
ate compensation. After this process, the
company registers the land as HGU to
BPN. In many cases, the companies ob-
tained HGU using faulty procedure so that
HGU area overlapped people’s land. This
must be because of conspiracy with BPN.

Second, plantation  establishment
phase. This kind of conflict starts from plan-
tation company’s invitation to pee-ple for
partnership. In the beginning, people give
their land to be built plasma plantation by
the company. Before building the plantation,
the company makes MoU with the people.

Due to the absence of local gov-
ernment and department of agriculture to
protect the people, the designed disadvanta-
geous MoU to farmers, frequently, cant be
understood by them. As a result, in many
cases, people’s land handed over to plan-
tation company for plasma plantation is
included in companys HGU certificate.

This condition triggers the third phase

of conflict, which is plasma plantaticn con-
version phase. Many farmers find their plasma
plantation far from their house and means of
transportation. In other cases, many farmers
get infertile land, incorrect size of area, fic-
tious plasma recipient list, low-qualiry seed,
lack of plant trees and high amount of credit.
Case in Sei Sodong, Mesuiji, South Sumat-
era is the real example of this conflict phase.

Finally, the fourth phase of plantation
conflict is production phase. This takes place
because of too much cut by the company
to plasma darmers. Palm Oil Farmer Union
(SPKS) explained that the amount of cur or
sortation applied in palm oil plantation is as
much as four percent per one time of harvest.

B.2.2. Forest Area

The main problem of agrarian con-
flict in forestry in Indonesia is authority
of Ministry of Forestry through Law No.
41/1999 about Forestry, which can unilater-
ally set forest area in Indonesia. After selec-
tion process, ministry of forestry is required
to set mapping border and forest territory.
Its final targer is a legal and legitimate forest
area. “Legal” means following stipulated reg-
ulations (in both procedure and substance)
and “legitimate” means presence of legitima-
tion and acceptance from other parties on
the territory and existence of the forest area.

Nowadays, the government uni-
literally sets forest area as large as 136.94
million hectares or 69 percent of Indone-
sia’s area. In fact, until today, in uniliter-
ally set territory, 121.74 million hectares
(88%) of forest area doesn’t have borders to
be set up as forest area by the government.

Unachieved legal and legitimate for-
est area becomes one of the triggers for con-
flict with various parties, especially people in
forestarea, to happen. The factof onlyaround
14.24 million (12% of set-up forestarea) indi-
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cates lack of forest area with final legal status.

Besides, there is other major problem
due to no final status of forest area. There are
33,000 definitive villages in that forest area.
In fact, with their location inside the forest
area, the villagers are vulnerable to criminali-
zation, eviction and forced eviction every day.

Other than conflicts in unset-up
forest area, there are conflicts in set-up for-
est area, especially in forest industrial areas
and State Forestry Company (Perhutani) in
Java. In Perhutani in Java, arising cases are
about territory of perhutani’s area using
completely different maps from those used
by local government. Perhutani uses forest
areamap issued in colonial era, while peo-
ple use village map, land tax letter, BPN’s
measurement letter and reality in the field
in form of plants and people’s residence.

Agrarian conflict settlement between
community and Perhutani is one of the
winding roads in agrarian conflict in Indo-
nesia. This is because release of forest area in
Java is not possible unless Local Government
provides compensation land as large as twice
of total area released. It is to consider that, in
positive-law government’s point of view, for-
estarea in Indonesia is depleting and less than
30 percent of Java island area. Meanwhile,
concept of just forest cc-rnmunity-based
control for the people hasn't yet formulated.

Therefore, major conflict of forest
area in Indonesia is about legal and legitimate
forest area territory to community due to au-
thority of Ministry of Forestry which sets for-
est area unilaterally. In other words, Law No.
41/1999 about Forestry has reignited Domein
Verklaring concept which was actually abol-
ished since implementation of BAL 1960.

The next problem is lack of or no
strong will from the government to give for-
est management to the people. Though, in-
digenous people have owned, controlled and

managed forest area in Indonesia in principle
of environmental conservation for genera-
tions. On the other hand, permit forforestarea
control to business entity Increases every year.

B.2.3 Mining Area

When forced dissolution of sea port
closure act in Sape, Bima, West Nusa Tengga-
ra by NTB Police Mobile Brigade took place
and killed many people, public was again
shocked that agrarian conflict always causes
casualties for mere broad public attention.

People of Bima who refused min-
ing exploratiun permit of gc-ld in residential
area and people’s agricultural area remind
us to mining issue in Freeport Papua and
Aruns Gas Field in Aceh which triggered
broader issue than just agrarian problem.
Agrarian conflicts in mineral, coal, oil
and gas minings arising in the field can
be categorized into several basic issues:

1. Conflicts caused by permit of mining
location which is on residential areas. This
mining location permit is proceeded by ex-
ploration permit process to obrain sample
for feasibility study of mining business. This
exploraticn permit is basically to see natural
treasure reserves of mineral, coal, oil and gas
underground and underwater. This process
makes people restless because if this explo-
ration process prcweniy discovers sufficient
reserve, mining exploitation will start by tak-
ing over people’s land with compensation.

People think the mining doesn’t give direct
benefit to local residents or less benefit than
the loss they suffer due to the presence of
mining company. Usuaily things are get-
ting worse when people are split into posi-
tions of pro and against presence of mining
company, by difference of certain religion
and ethnic group. As a result, mining rejec-
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tion conflict murtates to horizontal conflict.
2. Conflict caused by on-going mining ex-
ploitaticm process gives rise to environmen-
tal damage due to water, air, and sound pol-
lution from mining company waste. Mining
exploitation has shaped earth structure
causing various problems in the commu-
nity which depends its life on agricultural,
aquacultural, fishery and forestry sectors.

Potency of horizontal conflict in mining
exploitation process 1is great, usuaﬂy mani-
fested by conflict between people around
mining area and mining labors. Besides,
other conflict caused by this exploitation
is damage of public infrastructure because
it is used by the mining, such as dam-
age on roads used for transport of mining
products to refinery location or to port.

In this mining exploitation process, other
kind of conflict was recorded due to in-
effective Coporate Social Responsibility
(CSR) program and product sharing con-

flict between central and local government.

3. Post-exploitation mining agrarian conflict.
A lot of unused mining area is used by the
people for piantation, ﬁshery and residential
area like many cases in Bangka. Ex-tin min-
ing was transformed into community area.
Actually, until now, that area has been con-
sidered as state land which at any time can be
taken over by the state for various purposes.

B.3. Main Actors In Agraria Conflict

In agrarian conflicts above, there
are main actors who frequently involve to-
gether and head to head in agrarian conflict.
These actors are: Farmers and Indigenous
People. They are two big groups in society
which become victims and are involved in
structural agrarian conflicts. As the victims,

these two groups are involved in agrarian
conflicts because they defend their land from
controlling attempt by other groups out-
side them, mostly business groups for their
profit or the government for public interest.

Second, State Owned Enterprise and
Private Sectors are the next groups often
involved in agrarian conflicts. These busi-
ness enterprises are the parties that obtain
permit, right and consession by the gov-
ernment on a piece of land, causing con-
flicts with indigenous people, farmers, the
government as well as among themselves.

So far,

p[’iSES 3HCI the government, 31’1d or among

conflicts between enter-
the enterprises have been settled through
general court, administrative court and ar-
bitration. However, in agrarian conflicts
with indigenous people and farmers, court-
room is not much of a choice. In conflicts
between indigenuus peopie and farmers
against business entities, labors/employees/
private securities are usually involved so that
these conflicts become horizontal conflicts.

Third, local government. Involve-
ment of central and local government in
agrarian conflicts is mostly caused by over-
lapping permit and right they issue with
right use of indigenous people or farmers.
Meanwhile, peeple’s demand on revising var-
ious permit products and local government
decrees is mostly denied by the government.

Fourth, Military Police Officers are
groups involved and or invited to to involve
in agrarian conflicts. Cirect involvement of
Military/Police Officers with the people is
caused by land control conflicts by elements
in Military/Police. Land acquisition for Mili-
tary/Police purposes or land control by these
institutions which is on the land claimed
by indigenous people, farmers or busi-
ness entities is the example of the conflict.

Meanwhile, involvement of Mili-
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tary/Police in agrarian conflicts is also
caused by invitation from business enti-
tiesfgovemmental institutions in main-
taining security in agrarian conflicts. This
involvement often creates bloody image to
agrarian conflict due to excessive handling.

PARTIES IN CONFLICTS
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Picture 2. Diagram of involved parties in agrarian con-
Hicsin 2013, (based on 2013 Year-End Report of KPA)

B.4. Steps To Handling Agrarian Conflict

So far, victims of agrarian conflict
prefer to choose non-court way to settle
agrarian conflict they experienced. This is
they lack of formal evidence approved by
the court. There are several institutions at-
tempting to handle agrarian conflicts, name-
ly BPN-RI, Ministry of Forestry, National
Commission for Human Rights, Ombuds-
man Commission, House of Representative,
and Local Government.

According to Presidential Regula-
tion No. 10/2006 about BPN and Regula-
tion of BPN’s Head (Perkaban) No.3/2011
about Land Case Assessment and Settle-
ment Management, land case is land dis-
pute, conflict or case reported to BPN and
its settlement. According to this direction
from Head of BPN, people must report
their land case in the office, regional office
or BPN Headquarters and BPN’s website
in written form. Then, BPN will process
this peopie's report for 3 months or it can

be extended by policy from BPN’s official.

From the experience, case settlement
process by BPN is not run optimally be-
cause: (1) Most of land problems are caused
by BPN so that it is difficult to solve by this
institution. (2) Perspective in sulving the
case is very formalistic. (3) BPN’s authority
is very limited if the case involves many ac-
tors from other governmental institutions.

In the House of representative, people
can report land conflicts to Commission II,
especially Land Standing Committee. From
the experience, in reporting land cases to
DPR: members of DPR and Land Standing
Committee need l(mg time in understand-
ing, analyzing and visiting conflict location.
Besides, DPR’s recommendation in land con-
flict is binding to be resolved by the govern-
ment. In fact, many DPR’s recommendations
were ignored by BPN and other governmen-
tal Institutions without any impiications.

Similar thing was experienced by Na-
tional Commission for Human Rights and
Ombudsman Commission as institutions
which are frequently reported to by the peo-
ple in land cases. Unfortunately, recommen-
dations produced by these institutions end
in similar fate to DPR’s recommendation.

In forestry conflicts, there are two
places in department of forestry that can
handle land conflicts in forest area, namely:
Conflict Steering Committee in National
Forestry Council (DKN) and Conflict Reso-
lution Team formed by Minister of Forestry.
National Forestry Council (DKN) compris-
es of stakeholders in forest area, such as the
government, NGO, the people, businessmen
and experts who are selected in Forestry Con-
gress conducted by the government through
Ministry of Forestry. In DKN, there is Con-
flict SC which accepts people’s report about
conflicts in forest area. Then, DKN gives
settlement recommendation to minister of
forestry about the case they handle. Mean-

Edisi: I/Mei 2014




LANDREFORM

while, land conflict resolution team formed
by ministry of forestry, up to now, has not
been heard soiving conflicts in forest area.
Loaking at the existing Institu-
tions and the experience of conflict set-
tlement through these institutions, we
can say that the agrarian conflicts oc-
curred cannot actually be solved by the
government and parliament as well.
C. National Agrarian Reform Program
(PPAN) As Agrarian Conflict’s Solution 2
In the beginning of 2007, Yudhoy-
onos government told the press that the
government would implement land redis-
tribution program which is called National
Agrarian Reform Program (PPAN). This
pnlicy was intended to distribute produc-
tion forest land which can be converted
as large as 8.15 million hectares and other
land which meets the category to be redis-
tributed to poor people. This was govern-
ments official statement after BPN, together
with civil society, held symposium related to
agrarian reform and designed Government
Regulation Draft about Agrarian Reform.
There were main responses from
civil sociery groups abourt this government’s
plan. The first group considers that this
National Agrarian Reform Program must
be rejected because it does not intend to
change agrarian imbalance structure that
has happened (Nurdin, 2008). Meanwhile,
the second group thinks thar this program
must be critically guarded from its substance
to its implementation (Bachriadi, 2006).
The second group is driven by
KPA, based on the point of view that
PPAN is actually not the real agrarian re-
form like having been expected so far.
However, PPAN is the available political
opportunity in encouraging the govern-
ment to implement the real agrarian reform

like having been expected by civil society.

From the beginning, inclusion of
Agrarian Reform agenda to government’s
work plan is based on a weak legal decision.
At first, SBY’s government also issued Presi-
dential Regulation to support BPN through
Presidential Regulation No.10/2006 about
National Land Agency. Joyo Winoto, as
Head of BPN at that time, used this Presi-
dential Regulation to do organizational ref-
ormation in BPN and set Agrarian Reform
as prioritized agenda through implementa-
tion of National Agrarian Reform Program
(PPAN). According to Joyo Winoto (2008:
55), implementation of PPAN aims at: (1)
Restructuring land control and land wuse
imbalance to fairer one; (2) Alleviating pov-
erty; (3) Creating job opportunity; (4) Im-
proving people’s access to economic sources,
especially land; (5) Reducing land disputes
and conflicts; (6) Improving and maintain-
ing quality of the environment; and (7) Im-
proving national food and energy Ssecurity.

Unfortunately, until the first period
of SBY’s service, 2004-2009, Agrarian Re-

form’s RPP had never been signed by SBY’s
government. Although agrarian reform is
nationally implemented, trial of PPAN’s im-
plementation as a program from BPN was
once run in Southern Part of Java (JBS) in
which KPA was involved in guarding it.

In specific in 2009-2011, the gov-
ernment through BPN RI developed land
policy in Southern Part of Java. Gap be-
tween Northern Part of Java and the South-
ern Part becomes one of the backgrounds of
this policy. Several issues assumed to be the
cause of development gap between Southern
Part of Java (JBS) and Northern Part of Java
(JBU) are, as follows: (1) Infrastructure de-
velopment gap, (2) Low income per capita
of JBS’ people, (3) Low quality of Human

Resource, (4) Imbalance in land control, (5)
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Crisis of environment, water and energy,
(6) Agricultural potency has not yet been
developed optimally, (7) Tourism potency
has not yet been managed optimally, (8)
There is land indicated as abandoned land,
(9) Unsolved land disputes and conflicts.

Referring to analysis of BPN Re-
gional Office of West Java (relevant to south-
ern part of Java as a whole), causes of land
disputes and conflicts start from: (1) Lack
of land administrative order, (2) Imbal-
ance of land control and ownership — on
one hand, there is concentration of land
control/ownership, on the other hand, the
people lack of land, leading to cultivation,
(3) Overlapping of land control/owner-
ship, (4) Lack of attention from plantation
or forestry parties to neighboring people,
(5) Land indicated abandoned, (6) Land
acquisition for development is not fair yer,
and (7) People’s demand on indigenous land.

In the context of agrarian reform de-
velopment in Southern Part of Java, Suwandi
(2009) —as Deputy of Land Control and Peo-
ple’s Empowerment Department of BPN RI,
elaborated that one of developmentobjectives
of this region was area regulating and ordering
for people’s prosperity through sustainable
development program. Success of develop-
ment of an area depends on suitable devel-
opment programs in order to increase peo-
ple’s prosperity based on potency of the area
through impiemenrarion of agrarian reform.

In specific, BPN also encourages
formation and development of low income
or poor people to agrarian reform society
groups or Agrarian Reform Society Move-
ment (GEMARA). In perspective of BPN
RI, considering problems encountered, vi-
sion and mission, as well as strategic objec-
tives, targets of strategic activities expecred
from development attempt of JBS' land
policy, among others, are: (1) Land redis-

tribution as land reform objecr and land
consolidation for area management, (2) As-
set legalization, (3) Strengthening people’s
right on land through land registration ac-
tivity, (4) Agrarian reform, (5) Farmers’ em-
powerment through institutional capacity
improvement of people’s economic-based
farmer unions and cooperatives (6) Inven-
tory of land control, ownership, use and
utilization, and (7) Settlement of land dis-
putes, conflicts and cases, especially forest
area and plantation exploration conflicts.

Out of several implementation mod-
els of land redistribution and legalization as
part of agrarian reform, or also known as
PPAN in Southern Part of Java, KPA has
conducted special guard in 8 (eight) regen-
cies in Province of Banten, West Java, Yog-
yakarta, Central Java, and East Java. Three
case samples which are in Regency of Ciamis
(West Java), Cilacap (Central Java), and
Blitar (East java) will be explained below.

C.1. PPAN I Banjaranyar, Ciamis (West
Java)

Land redistribution program in
Banjaranyar was occurred in 2008. A land
amount to 69 hectares, which is part of the
348 ha plantation owned by PT Mulya Asri,
were distributed through BPN Decree No.
RI. 2/IV/KPTS. 2008 to 386 tenants who
joined in Pasundan Farmers Union (SPP).
The peasants in Banjaranyar were former
plantation workers and have worked on
Mulya Asri rubber plantation which was un-
productive and marginal land since 1997. In
2000, the peasants, who later joined the SPP,
occupied over an area of 150 hectares. After
the occupation, the peasants have organized
in such a way through the organization, so
the control and land use for each plots of land
are clear. Actually, it was assured through

participatory mapping, conducted in 2000.
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At the same time, there have been
some changes and transformations in Na-
tional Land Agency (BPN) who have wid-
ened the politicai opportunity for the peas-
ant movement to work with BPN. This
momentum was used by SPP to accelerate
land rights determination of the peasants,
which are in the area of SPP’s works, and
Banjaranyar was one of the location that was
appointed as a pilot project (model) for land
redistribution agenda of SPP. Meanwhile,
PT Mulya Asri that controls over 348 hec-
tares of land is in the process of renewal of
their concession licenses that will expire in
2009. However, the Regulation on the ex-
tension of the concession, it is mentioned
that “the land that will extend its concession
license must be free from any disputed land
ownership”. This regulation forced Mulya
Asri to settle their dispute with the peasants
in Banjaranyar. All of these moments are
met at the same time during the implemen-
tation of land redistribution in Banjaranyar.

The processes of the implementa-
tion of land redistribution in Banjaranyar
arew featured with some negotiations be-
tween the PT Mulya Asri and BPN regard-
ing to the amount of land that will be re-
distributed. SPP Banjaranyar have claimed
that they have been occupying a land area of
150 hectares, while the Asri Mulya was argu-
ing that most of the land is still productive,
trying to reduce the amount to be redistrib-
uted, their bid was 69 Ha. BPN ultimately
approved the proposed PT Mulya Asri to
redistribute land area of only 69 hecrares of
the 150 hectares that are in demand Ban-

6. 1 brick or bata = 14 M2

jaranyar SPD, and for tactical reasons SPP
was finally forced to also accept a 69 Ha.

Issues in the implementation of land
redistribution in Banjaranyar are not oniy
in terms of reducing the number from 150
ha to 69 ha. The land that was redistributed
is reserve land of the plantation which was
not cultivated from the first Mulya Asri op-
erated in the area. Most of the land of 69
hectares are rocky lands and not suitable
only for long-term crops such as teak. Due
to the reduction amount, some farmers
who had worked on the remaining 69 hec-
tares of land had to retreat from redistrib-
uted land and occupied to that rocky land.
It then complicates the re-verification of
redistribution beneficiaries, and of course
the parcels that were distributed became
smaller (an average of 150 bricks / receiver)®

However, the land redistribution
program Banjaranyar is an important mo-
ment in the history of the control and ac-
cess to land for local peasants. Since 1920s,
this area was part of the colonial plantations
and local residents who were laborers in the
colonial plantation. After Indonesian inde-
pendence, they had gained recognition for
cultivation on the former plantation land,
but this condition is only temporary, be-
cause when New Order regime emerged,
the land thart has been tilled were re-inserted
into part of the Mulya Asri rubber planta-
tion concessions. At the same time, the local
residents are alleged as member of a banned
party in Indonesia, PKI. The peasants in
Banjaranyar were removed from the culti-
vated land and became second-class citizens.
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Land redistribution program in 69 Ha is,
for farmers Banjaranyar is a manifestation of
"gaining themselves back” as a part of Indo-
nesian citizens who have a right to the land.

C.2.PPAN In Cipari,Cilacap (CentralJava)

National Agrarian Reform Pro-
gram in Cilacap was conducted in 2010, by
the Decree of the Head of National Land
Agency Number 59/HGU/BPN/2004 on
the release of the former concession area of
PT. Rumpun Sari Antan (PT RSA) covering
291 ha. Although the land area of 291 hec-
tares has been released from the HGU and
became a state land that could be redistrib-
uted, but in the process, there are a variety
of problems and consequences that follow.

At least, there are three problems.
First, the release of the concession with com-
pensation costs. Various methods are used by
the PT. RSA for the rest of the plantation was
not simply released. PT. RSA invited Muspi-
ka meeting between the Head of Cipari Dis-
trict and head of five villages, and attended by
Danramil Sidareja Cipari-Cipari and police
chief to discuss the lease of arable land in the
former concession area of PT. RSA in Sema-
rang. Having held a series of meetings, a de-
cision ended up in getting five village leaders
agreed on the payment of compensation to be
paid to YARDIP (Diponegoro Foundation)-
--a military foundation that control planta-
tion since 1950s. The agreement states that
farmers who received land redistribution
must pay Rp. 1,500 per meter2 at coordi-
nated to each village chief. P'T. Clumps also
set a time limit compensation payment for
6 months since the MOU was signed. If the
five village heads did not keep time been
set then the head of the village had to pay
fines to the P'T. RSA Rp. 100.000, - per day.

Second is related with the determi-
nation of the sul)jeets who received land

redistribution. The recipients of land redis-
tribution are mostly determined by the data
on the receiver rice for the poor (RASKIN)
and direct cash assistance (BLT). Total re-
ceivers in Cipari are 4880 with 5141 parcels
of land to be redistributed. Determination
of subject redistribution based on BLT and
RASKIN make ambiguity and complexity.
The complexity arises from the explosion
of the number of beneficiaries of land re-
distribution and obscurity receiver redistri-
bution, because allowing for village leaders
to enter the actual recipient of redistribu-
tion is not entitled to receive. Determina-
tion was also made the subject of redistri-
bution recipients only get a relatively small
area, an average of 500 m2 per recipient.

Third is the exclusion of the rural
social movement in the process of land re-
distribution implementation. The process
of obtaining the land concession ex PT.
Rumpun Sari Antan is a struggle organ-
ized by the rural social movements, name-
ly Serikat Tani Merdeka Cilacap and their
branches in five villages in Cipari district.
On the other hand, the Nartional Land
Agency of Cilacap not much involved in
supervising and prnviding legal certainty to
the disputecl object thart is being requesred
by five village governments, and helped re-
inforce PT. RSA to gain compensation.

Therefore, after the redistribution
program was implemented, there are some
consequences that arise. Among them: First,
as the result of the determination of the sub-
ject based on the category of the Raskin and
BLT recipients, then, the number of poten-
tial beneficiaries of land are decreased. Be-
cause the redistributed land to the peasants
are very small and inadequate for agriculture.
Second, the welfare reversed. One of PPAN
goals, as stated in the statement of BPN, is
to bring prosperity and welfare to the small
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and landless peasants. However, due to the
implemenration of the compensation sys-
tem, welfare first of all it comes to PT. RSA.
Third, one of PPAN goals is to ensure tenure
security and land ownership. However, one
consequence of the payment of compensa-
tion to a limited deadline is the occurrence
of disorders resulting in loss of tenure se-
curity. There are several types of problems
thar arise, such as: (i) farmer-tenants who
had paid compensation, bur did not get a
piece of land and did nor receive a certifi-
cate, (ii) farmer-tenants who pay taxes, but
did not get soil and certificates; (iii) there is
a farmer-tenants who master the field, burt
has no conrtrol certificate (iv) the farmer-
tenants who have paid the certificate, but
did not to work the land, but their pl(}t of
land had been sold by others. Fourth, as a
result of the redistribution process and this
pattern, the sale of land redistribution, es-
pecially by the village team and the issue of
land concentration to a few people who are
in or outside the village becomes inevitable.

C.3. PPAN In Kulon Bambang, Blitar
(East Java)

In Blitar, PPAN program that will be
the location of the assessment located in the
hamlet Kulon Bambang, which located in
the area of plantation PT Bumi Sari Kawi.
Administratively the village is included in
the map of the village Sumberurip, District
Doko, Blitar. After more than 13 years, the
villagers of Kulon Bambang were struggling,
and occupying the land and taking various
paths to ﬁghc for their rights and access to
land, from the local to the national level.
They can finally get their "independence”
as a peasant. On October 5, 2011 according
to SK. BPN RI, an area of 280 acres, which
was part of the concession license (HGU) of
PT. Sari Bumi Kawi, in which some peas-

ants have occupied and cultivated the land
since 1999, finally declared as the object of
land reform to the citizens Kulon Bambang?

As it happened in the plantation ar-
eas since colonial period, the land in Kulon-
bambang was before owned and controlled
by villagers. When the Dutch plantations
came, they made the land in Kulonbam-
bang as the plantation and made the people
as the labor in the planta[ion. After Indo-
nesian Independence, the plantation then
occupied and cultivated by former labor.
In 1965, they who have occupied and cul-
tivated the plantation were accused as mem-
ber of banned and prohibited party, PKI.
This accusation lately became a moment for
bringing the corporate plantation back into
the villagers” land through concession license
(HGU) of PT Sari Bumi amount 955,5
Ha which then cultivated by clove and tea.

The processes of land redistribution
amount to 280 ha, which is part of conces-
sion license of PT Sari Bumi Kawi, was start-
ed in 1997. This processes coincided with the
emergence of labor movement who fight for
salary increment and welfare. As the planta-
tion couldn’t meet the labor movement’s de-
mand, they finally boycotted the plantation
production. In 1998, most of production ac-
tivities was getting stuck. This moment gave
path for the labor plantation to change their
campaign into land sovereignty. This cam-
paign was done as they saw that most areas
of plantation were marginalized and passed
on by corporate and had been managed by
labour plantation to fulfill their livelihood.

Land occupation became stronger
in 1999, when the villagers were organized
in peasants movement namely Paguyuban
Warga Tani Kulon Bambang (Pawartaku).
Later, thmugh this organization, the strug-
gle for land sovereignty continuously were
done through several collective action:
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land occupation and cultivation spﬁradi-
cally in many plantation areas; rallies and
demonstrations to government offices and
Local House of Representatives, mediation
and audience to several government ofhices,
both in local and narional level, and nego-
tiation with the planration managers as well.

This struggle for land sovereignty
got an adequate moment in 2005, when
BPN launched land redistribution pro-
gram in Blitar. Under the strong guidance
of peasant movement in Blitar who worked
and made an alliances under the Consor-
tium for Agrarian Reform (KPA), finally in
5 October 2011, National Land Agency is-
sued The Decree of Head of National Land
Agency of Nomor 45/Png/19/2011 on The
Affirmation of Kulonbambang land as land
reform objects (tanah obyek landreform
atau TOL) with rotal amount 280 Ha to be
redistributed to Kulonbambang villagers.

This case is an example of the strug-
gle for agrarian reform which was done by
peasant unions in local level. Their struggle
was started as labor movement fought for fair
salary to struggle of land right movement.
This struggle finally led the villagers to have
and own the redistributed land. This case is
an example of long journey of the labor plan-
tation fought for their land after their exclu-
sion and marginalization but now became
the free peasants who have their own lands.

D. Conclusion

The implementation of land redis-
tribution in three locations came out with
different outcomes. It depended on how
various social forces (BPN, head of villages,
plantation, peasant movements, etc.) com-
pete and contest each others in influenc-
ing the programs for their own interests.
Although the land redistribution program

is an important moment for strengthen-

ing the control and access to land for local
peasants, but peasant movement have to
promote and advocate the implementa-
tion of land redistribution program espe-
cially in very crucial stages and processes.

Discontinuance of PPAN because
of legal protection was not authorized by
the government has led to the interruption
of land redistribution program in Indone-
sia. The consequences of the termination
PPAN has made the issue of agrarian con-
flict back to earlier times, where in addition
to the absence of agrarian conflict resolution
institutions, as well lack the political op-
portunity for involved actors in conflict to
meet in settlement redistributive scheme.
This position has indicates that Indonesia
nowadays indeed does not have any land
governance system that promote social jus-
tice and pro-poor economic development.
This situation is indeed alarming, given the
development model being put forward to-
day pmvide a very broad opportunity for
the interests of the group which intends
to expand its land holding on a wide scale.
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